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Tahun 

6. Narkotika 2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 

;umber : Pengadilan Tinggi R 

Sisa Tahun 
Lalu 
(2) 
259 
1.200 
1.305 
919 
1.028 

- 
4 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

9 
4 
3 
- 
4 

7 
3 
9 
- 
- 

Masuk 
Tahun Ini 
(3) 
7.616 
5.75 1 
5.697 
5.875 
6.864 

19 
12 
- 
- 
149 

1 17.883 
1 19.479 
141.986 
141.343 
104.676 

- 
6 
- 
- 
- 

24 
18 
23 
47 

I 75 

5 3 
5 7 
91 
- 
82 
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Tahun ini 
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5.765 
5.765 
6.705 

15 
16 
- 
- 
149 

1 17.883 
1 19.479 
141.986 
141.343 
104.676 

- 
6 
- 
- 
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29 
19 
26 
43 
50 

5 7 
5 1 
100 
- 
75 

Sisa 
Tahun ini 

(5) 
1.200 
1.305 
1.237 
1.028 
1.187 

4 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

4 
3 
- 
4 
29 

3 
9 
- 
- 
7 
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xiv 
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lapas. 
Rutan, 
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- 
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Hilir 
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05 Siak 
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07 Rokan 
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08 Bengkalis 
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10 Kab/ Kep 
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11 Pekanbaru 
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Jumlah / Total 

(8) 

Cabang Rumah Tahanan 
Narapidana 

(6) --- 
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(4) 
1 

0 

1 

- 
7 
8 
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16 
11 
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33 
10 

93 

(7) (5) 
114 

50 

83 

- 
146 
212 
159 

253 
263 
50 

718 
208 

2.256 

(2) 
1 

1 

1 

- 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

3 
1 

13 

Jumlah 

103 

300 

407 

- 
187 
369 
357 

680 
368 
9 1 

1.428 
362 

4.552 

Laki-laki 
Tahanan 

Perempuan 

( 3 )  ---- 
113 

50 

82 

- 
139 
204 
155 

237 
252 
48 

685 
198 

----- 
2.163 

'erempuan Jumlah 

2 

7 

14 

- 
5 
12 
13 

28 
7 
9 

125 

42 1 

- 
5 
12 
13 

708 
375 
100 

1.553 
21 

-- 
243 
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merah bombai yang diduga hasil 
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Pdres Durnai 

LIMPAH 
KARANTINA 

Polres 
Bengkalis 

Limpah ke 
dinas 
Karantina dan 
BB 
dimusnahkan 
@a tanggal 
29 April 2015. 

SlDl 
K 

TAHUN 

1. 

2. 

3. 

- 

SYAHRIAL 
ERNDI.LK, 
SWASTA, 
DUMAl 

FAHRUROZI 
ALS ROZI, 
LK. 34m. 
PETANI. JL. 
D U ~  ~ € 1  
PAKNING 
SEPAHAT 
RT.002 
RW.OO1 KEL 
SEPAHAT 
KEC. BUKlT 
B A N  KAB. 
BENGKAUS 

tidik 

2015 

LP11499J1V1201Y RES DM1 
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Mernbawa Hewan atau ikan atau 
tmbuhan yg dimasukkan ke dalarn 
wilayah negara RI tanpa izin yg 
bemak 

LPI 145/ WI 201Y RES DM1 Tanggal 
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Membawa Hewan atau ikan atau 
tmbuhan yg dimasukkan ke dalarn 
wilayah negara RI tanpa izin yg 
berhak 

LPI 141 W 201% Riaul Res Bksl 
Sek Bks Tanggal 22 April 2015 : 

Pelaku rnernasukkanl membawa 
bawang mwah sebanyak + 40 ton 
tanpa merniliki sertifikat kesehatan 
dan karantina 

- 

- 



ABSTRAK 

A. Latar belakang masalah 

Provinsi Riau adalah satu provinsi di Indonesia yang sebagian 

wilayahnya dikelilingi oleh lautan. lautan di Propinsi riau bermuara pada 

sungai siak yang mempertemukan pada wilayah Riau daratan Sedangkan pusat 

perdagangan sungai siak terletak di Petapahan. 

. Setelah merdeka Indonesia memberikan batasan wilayah untuk negara, 

yang menghasilkan kebijakan negara jika dilanggar merupakan perbuatan 

pidana, dari sinilah masalah mulai bermunculan batas negara memberikan 

sekat boleh tidaknya perdagangan dilakukan, boleh tidaknya orang k e l w  

masuk kenegara yang bersangkutan. Hal yang sebelumnya diangap lumrah 

menjadi tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa izin walaupun batas dan 

jarak yang berdekatanjika melanggar merupakan perbuatan yang 

dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. 

Salah satu upaya negara Indonesia dalam menjaga stabilitas 

perekonomian perdagangan antar batas wilayah negara adalah dengan 

ditetapkannya Undang-undang tentang tindak pidana ekonomi yang terdapat 

pada Undang-undang Kepabeanan yakni Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

Berdasarkan fakta-fakta diatas penelitian ini lebih jauh akan meneliti 

persoalan penyelesaian penegakan hukurn pidana terhadap tindak pidana 

penyelundupan di Provinsi Riau. 



6.-\B I 

I'ESlI.-\H U L U A N  

.A. Latar helakang masalah 

Indonesia mcmiliki ~icg;i~-~i tztangga yang her-batasan dengan dal-at:~~i 

dan juga lautan. I~idonzjia nic~wpakan ~icgar-a yang sangat luas teruta~ii ;~ 

wilayah lautnya sehingga banyak fiegal-a yang bcl-batasan langsung deligall 

Il~donesia. Indonesia mempunyai perbatasan darat dan laut dengan tign 

negara, yaitu Malaysia, Papila New Guinea dan Timor Leste. Semental-a 

perbatasan lautnya saja dcngan tujuh negara yaitu Singapura, Vie tna~ i~ .  

Filipina, India, Thailand, Australia, dan Palau. Sehingga total ada 10 

negara yang lnenjadi tetangya Indonesia. Batas laut terdiri atas tiga jenis. 

yaitu hatas laut wilayali atau teritorial, batas landas kontinen, dan bat:is 

zona ekonomi ekslusif (ZEE). Penetapan batas laut ini dilakuka~i 

berdasarkan ketentuan Hukum Laut I~~ternasional., yang diatul- da la~n  

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah 

diratifikasi pemerintali Indonesia melalui UU N o  17 t a h ~ ~ n  

1985.I~erdasal-kan ha1 tel-sebut diatas dapat dipastikan begitu banyak dan  

l-urnit perbatasan Indonesia yang 1121.~1s dijaga oleh pemerintah Indonesia. 

Indonesia sebagai negal-a yalig besar tentunya juga men~iliki pengaruh 

dan hubungan ke negara-negara tetangganya itu. Bahkan hubungan itu 

sudah ada sejak zaman dulu kala. 

I Kahar, Jounil, 2004. Pe17j:elc~strictn -8urcts A4lrr.ilinr NKRl . Pikiran Rakyat 3 Januari 2004 
Tim Redaksi, 2004. Pulau-pulau terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1 / 111 
tahun 2004 
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irc3uap sel ueelaesay !y!\!uraur eairrng MaN ~ n d c d  .ended n e p d  ynlun 
0 1  1 1  u n 4 e ~  IqeN peuru~erln~q se!le !le/Cl!.r!j ucllns ilalo ueyuaq!p 
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darat iti Timos baziiln barat NTT dengan Timor Lestc ~neliputi 10 
Kecamatiln > a n 2  tcrsebar di elnpat kabupatcn !.aitu liabupaten K~lpang. 
Kabupafcli Tilnol- -l'cnyah Utar-a (TTL). Kabupaten Belu dnn K~rhupaten 
Alol-. Scclanyh-ail u r ~ t r l l ;  perbatasan Iaiit 1-imor Leste herbatasan dcngan 
\\-ila\,ali laclt f"~.o\ i l - I S I  Nusa Tenggura Timur clan Pro\-ins] M a l u k ~ ~ .  

. . 
r1m01- 1.cstc ~ i a a  bekas \i..ilayali Indollcsia. Timol- Leste 
melcpask;ui c!iri dai-i Xegara Kesatiian Rcpublil; Indonesia pntia 30 
~ l s ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ,  l k ) c , ) L j  !?;c!:i!L!i sebZ2h !-efere!;cmc!;2. \;j;:!!2g~31tt7 c t ~ A , > l ~  ! c n , ~ c  dqr; 

+ 1'"" .'"""' I"'" """ 

Intlo~lcsia. 3:1:1y!.al-akat Ti~iior 1-este masill dlpe~lgal-ulii bcldaya 
Indonesir1 drln ~nasill banyak yang menggunakan bahasa Inilonesia. 

Sedangknli negnra yang berbatasan dengan Iautan saja yaitu: 

4. Australia 
Indonesia me~niliki perbatasan laut dengan Australia yang nieliputi 
daerah yang sangat luas, terbentang lebili kurang 2.100 mil laut dari 
selat Tort-es sampai perairan P.Chris~nas. Kal-akteristik unik dari 
perbatasan ma~-ititi: antara Australia d a ~ i  Indonesia adalah 
dipisalikannya kepemilikan dasar laut (landas benua) dan perairan jzona 
ekonomi cksklusit), yang masing-masingnya memiliki batas tersendiri. 
Hubungan Indonesia dengan penduduk di benua Australia te~utama 
penduduk asli sudah ada sejak dulu. James Cook niengaku inene~nukan 
benua itu naniun jauh sebelu~n orang eropa, orang Makassar sudah ke  
benua itu. Para nelayan Makassar sudah lebili dulu berlayal- ke benua 
Austraiia yal?g diperkirakan sejaic taliun I650 untuk mengumpulkan 
telipang. Orang Makassar menyebut kawasan Utara Australia dengan 
sebutall M a l q c .  Bahkan orang Makassar membel-ikan pengal-uli bagi 
penduduk asli Australia utara. Penduduk asli Australia bagian utara 
sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya para penangkap t ~ i p a n g  yang 
berasal dari Maknssar. 

5. Singapul-a 
Perbatasan \\~ilayali Laut antara RI dengan Singapui-a berada di Selat 
Singapura. Garis Batas Laut Wilayali Indonesia da:i laut is.ilaya11 
Singapui-a di Selat Singapura yang sempit (lebar lautannya kurang dai-i 
15 lnil Iaut) aiialah garis terdiri dari garis-galis lurus yang ditarik dari 
titik kool-tiinat. 
Indonesia dalaln sejarahnya turut mempengaruhi keberadaaii Singapura. 
Bahkan nama Singapura rnerupakan pemberian nenek lnoyang 
Indonesia. Singapura sebelurnnya bernama Tu~nasik  ke~iiudian berubah 
naina melijadi Singapura sampai sekarang. Narna Singapura diberikan 
oleh seorang raja dari Sriwijaya, Sang Nila Utama yang pei-gi ke pulau 
Tumasik. Pelnberian narna Singapura itu karena dia ~nelihat  hewan 
yang dianggapnya adalah seekor singa. Lalu dia melnpunyai ide untuk 
inembuat sebuall kota di pulau Tumasik yang dinamakan Singapura. 
Bahkan Presiden pertama Singapura modem berasal dari Indonesia. 



Presiden pelfama Singapura. adalali J ' i~suf Rill Isliak. Ayalinya orang 
blinangkabau dan ibunJra bet-a?;;il dari Langkat. Sumatel-a Utara. 
Pencipta lagu kebangsaali Sil iyapi~~-;~ \Iajulah Singapura luga 
nier-upakan ketl~runan orang [lidonesia ~ a i t u  Zubir Said yang berdarali 
hlinang. 

0.  Fiiipina 
['e4?2t2s2!1 \.l:i!.\.;2!? .!?!z!-a !:!:!:!!:csi:! :!cI?LLt:; Fi!ipi!:"hp!-2d2 dj !2gt - 
Sula~vesi dan perair-an selatan I'.>tindan;~o. Indonesia dan Filipina 
memiliki perbatasan jiial-itim di pcrair-an sekitar Laut Sulawesi dan 
Samudera Pasiiik. Kcdua ncg:ira memiliki wilapall laut yang saling 
berhadapan dan berdampingali. ,-Ikibatn-n penarikan garis batas ZEE 
tidak bisa mencapai 200 mil. Namiln akhirnya Presiden Benigno 
Aquino dan Presiden Susilo Barnban2 'i'udhoyono menyepakati batas 
wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif' di Laut Mindanao dan Laut 
Celebes. Perjanjian ini ditandatallgani Istana Malacanang di Manila, 
Filipina, Juinat (23/5/30 14). 
Zaman dulu pengaruh kerajaan Majapaliit telah mencapai kepulauan 
Filipina. Bahkan pada lnasa modern Filipina tetap lnerasa merupakan 
bangsa Melayu yang sarna dengan Indonesia. I~~donesia-Filipiria- 
MaIaysia pernah berencana mendirikan Maphilindo, singkatan dari 
Malaysia-Philipilia-Indonesia di Manila pada 1963. Para presiden dari 
ketiga negara tersebut mengumurn kan Deklarasi Manila yang 
~ncnggabungkan negara mercka kc dalam Maphilindo. Presiden 
Filipina, Diosdado Macapagal Inenggagas Maphilindo sebagai realisasi 
alnanat pendiri bangsa, Joze Rizal, untuk menyatukan kembali bangsa- 
bangsa Melayu yang telah terpecah bclah akibat koloni. 

7. Vietnam 
Perbatasan wilayali laut antara Indonesia dengari Vietnam berada di 
Laut China Selatan. Natuna lnenjadi titik setlipadan laut bagi Indonesia 
dan Vietnam. Kepulauan Natuna ada di barat laut Pulau Kalimantan, 
masuk ke dalain Prov~nsi Kepulauan Riau di selatan Laut China 
Selatan. Hubungan Indonesia dan Vietnam terutaina pada lnasa 
ke~nerdekaan terbilang cukup dekat. Ho Chi Minh sebagai tokoh 
p e ~ n i ~ n p i n  Vietnam Merdeka pada akhir 1935 penlah mengiriin surat 
kepada para pernirnpin Republik Indonesia di Jakarta. Ho Chi Minh 
~nengajak para pe~ni~npin  Indonesia untuk ~nengkoordinasika~~ 
perjuangan mereka masing-masing dalam ~nenghadapi "imperialisme 
dan kapitalisme Barat". Surat itu akhimya diserahkan kepada Perdana 
Menteri Sutan Syahrir. Namun karena Indonesia masih disibukkan 
dengan Belanda maka permintaan itu sulit dipenuhi. Setelah sama- 
sama merdeka Presiden pertarna Indonesia. Bung Karno dan Ho Chi 
Minh berkawan sangat dekat. Indonesia juga ternyata memiliki 
pengaruh terhadap kemenangan perang Vietnam terhadap A~ner ika  



\\alau hanya dari b n k u  kx-mgan Jenderal dari Indonesia. Bebcl-apu 
pimpinan gci-il!-a\\-a~l \'ictkong mengatakan bah~va met-eka memhaca 
buku "Poh-oh-Pokok I'cl;ln~ ,!~ril>~a" karangan Jendl-a1 AH \asution 
dan tnen.jadik:lnn!-a pcdo~nan mercka dalam menetapkan strate$. 

S. Thailand 
Pet-batasan \\il;~>.all l a l ~ r  ailral-:~ Indonesia clcngan Thailand tcl-lct;\k cli 
G!I!-~ se!>it >.I! :J:?JC:! (!:!!? !-:!:!? ,A.!;d:!!E2!;, c.h!-iS !2223~ +!;d:t~ FL<:!?!! !lC;; 

Indonesia clan -Fliaili~ntl acialnh garis lurus yang ditarik dart t i r i k  
pet-temuan ke a1-21h -l'cnggai-a. Hal itu disepakati dalain pet-janjio~~ antat'a 
pemerintah Illduncsia tler-rgaii Thailand tentang penetapan Gal-is [Batas 
Dasar Laut di Laut ,Allcinman pacla I I Dese~nber \973..Hubungati antara 
Thailand dan Indonesia telah berlangsung 'se~nenjak zaman dulu. 
Bahkan di Bangkok ada Kampung yang dihuni oleh 01-ang-orang .la\\,a 
sejak zaman dulu. Pada masa pemerintahan Raja Chu1alongkot.n atau 
Raja Raina ke-5- orang-orang Jawa iili diminta untuk meinballgun 
tanlan di Grand Palace dan beberapa bangunan pe~nerintah I a i n ~ ~ v a .  

9. India . . 
Perbatasan wilayah laut antat-a Indonesia dengan India terletak dilaut 
Andaman: Samuclel-a Hindia antara perairan Sumatera dan Pulau 
Nikobar. Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan India adalah gat-is 
lurus yang ditat-ik dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang 
berada di Laut Andaman. antat-a Indonesia dengan India telali lama 
berlangsung. Selain lnclia yang mempengaruhi budaya Indonesia. 
Kerajaan Sriwijaya juga pemah mendirikan biara di India. PI-asasti 
Dewapaladewa dat-i Nalanda, India, abad ke-3 Masehi menyebutkan. 
Raja Balaputradc\~a dari Swarnadipa (Sriwijaya) membuat scbuali 
biara. Prasasti Rqjar-aja I tahun 1046 mengisal~kan pula, Raja katuila 
dan Sriwiyasa M a r q j a y a y o t t u n g ~ a ~ v a ~ ~ n a ~ ~  dari $1-iwijaya mengl~ib:~lih-an 
satu wilayah dcsa pcmbangunan biara Cudamaniwama cli  hota 
Nagipattana, India. Indonesia dan India juga sangat dekat pad;) masa 
awal ke~net-clekaaii. Pada masa awal kemel.dekaan Soekat-no dan  
Pemimpin India Nehl-LI bei-teman baik. Keduanya sama-salna founding 
father atau bapak bangsa bagi negaranya masing-masing. Sockatno- 
Nehru juga tennasuk penggagas Konfi-ensi Asia-Afrika. 

10.Palau 
Perbatasan Indonesia dengan Palau terletak di laut sebelah utara Papua. 
Palau memiliki Zona Perikanan yang diperluas (Extended Fishel-y 
Zone) hingga bet-batasan dengan Zona Perikanan Eksklusif. yang 
lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal itu menyebabkan 
tumpang tindih antal-a ZEE Indonesia dengan Zona Perikanan ynng 
diperluas Republik Palau. Banyak orang Indonesia yang tidak mengenal 
negara pulau ini walaupun merupakan negara tetangga. Penghuni as1 i 
Palau adalah orang-orang beretnik Mikronesia. Negara ini mel-deka 
pada tahun 1994 d a ~ i  Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik yang 





7. Pulau Leti. Kisar. \L;etar. Li~.an. !\IC~I-. clan Batek berbatasan denyan 

Tirnor Leste 

S .  Pulau Budd, Fani. >liossu. Fanilclo. Bras. t3epondo danLiki berbatasnn 

dengan Palau 

9 .  Pulau Laag berbatasan clengan Papila \ilgini 

10. Pulau Manuk. Deli. Batiikecil. E n ~ g a n o .  bli~ega. Sibarubaru, Sinyaunau. 

S i ~ n u k  dan wunga berbatasali dcngan saniudl-a Hindia."' 

Pulau-pulau terluar ini hal-us dijaga agar tetap berada dala~n wilayali 

Indonesia. Disamping itu Indonesia juga liarus lnenjaga wilayah laut 

dan wilayah udaranya dari ancaman negal-a laii~. 

Batas Republik Indonesia adalali Negal-a kepulauan benvawasan 

nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada LINCLOS 

(United Nations Convension on the La\\ of tlic Sea) 82/ HUKLA (Hukuln 

laut) 82 yang kemudia~i dirntifikasi dengan UU No.  17 Taliun 1985. 

I~idonesia lnelniliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayalinya berupa 

1 lautan. 

Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang ~iie~i.jadi 

batas langsung Indonesia de~igan negal-a tetangga. Berdasarkan liasil survei 

Base Point atau Titik Dasar yang telali dilakukan DISHIDROS TNI AL, 

untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat IS3 

titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung t a ~ i j u l ~ g  

terluar dan di wilayah pantai. D a ~ i  92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang 

' Ibid 
Ibid 



liarus mendapatkan perhatian serius.Dalarn .41nandemen ( . : ID 1945 Bab 

IX X tentang U'ilal-all \legal-a. Pasal 35A tercantum \c.gal-a Kesatuan 

Republik Indonesia adalah sebuali negal-a kcl~i~laiia~i ~ a ~ i g  bel-cil-i 

nusantnl-a dcngan \i.ila!.ah !an2 Satas-batas (la11 Ilah-hak~i!.a tlittlt:~pknli 

dengan u~~dang-unda~ig. Di sini ielas clisebutkan ba1ni.a Xegal-a Kesatuan 

Republik Indonesia adalah negara kepulaual;' bel-\va\i:asan nusantal-a. 

seliingga batas \\,ilayali di laut liarus mengacu pada UNCLOS (L!nited 

Nations Convension on tlie Law of tlie Sea) 821 HLIKLA (Hukum laut) 83 

yang kemudian diratifikasi dengan U U  No. 1 7 Taliun 1955.' 

Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah kelial-usan Indonesia untuk 

menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah). Batas Zone 

Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. 

Indonesia Adalali negara kepulauan yang memiliki sekital- 17.506 

buali pulau dan 3:3 wilayahnya berupa lautan. Dal-i 17.506 pula11 tel-scbut 

terdapat pulau-pula11 tel-luar yang melijadi batas langsung Indonesia 

dengan negara tetangga. 

BATAS WILAYAH NKRI 

"Indonesia mempunyai pel-batasan darat dengan tiga negal-a tetangga. yaitu 

Malaysia, Papua Nugini dan Tilnor Leste. Sementara perbatasan laut 

dengan sepuluh negal-a tetangga, diantaranya Malaysia: Singapura, 

Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Austl-alia, 

dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalali 

' Ibid 



pcnegakan kedaulatan dan liukum di laut. pengelolaan sumber daya alam 

sertu pengembangan ekonomi kelautan suatu I I C ~ J L I ~ ; ~ .  '' 

Komplcksitas pernlasalah di laut akan scmakiil memanas akibat semakin 

r n a ~ - a k ~ l > ; ~  kegiatan tli laut. sc'pt'l-ti kcgiata~i ~ ~ c n s i ~ . i m a n  bal-ang antar 

ncgar-a !.any OOo/bnya diiakukan dari laut. tlitambali Iagi dengan isu-isu 

perbatasail. keamanan. kegiatan ekonc~rni dail se!>againya. Dapat 

dibavanzkan bahwa penentuan batas 'laut rntr~i-iadi sangat penting bagi 

Indonesia. karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan 

negal-a tetangga di wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan 

garis pangkal yang merlghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai 

terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Bel-dasal-kan hasil survei 

Base Point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara 

tetangga. terdapat 153 titik dasar yang terletak di 92  pulau tel-luar, sisanya 

ada di tanjung tanjung terluar dan di \v i lea l l  pantai".Berdasal-kan ha1 

tersebut diatas dapat disi lnpulka:~ bal lna laut atlalah sumber kehidupan 

bagi sebagian besal- penduduk Indonesia. 

PULAU-PULAU TERLUAR 

-' Pulau-pulau terluar biasanya adalali daerah terpencil, miskin bahkan 

tidak berpenduduk d a ~ l  jauh dari perhatian pemel-ir~tah. Keberadaa~i pulau- 

pulau ini secal-a geografis sangatlah strategis. karena berdasarkan pulau 

inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya 

mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan 



pen~iasalalian yang dap;~t n l c n ~ ~ a n g u  keutulian \vilayali Indonesi;~. 

kliususnya pulau . a n g  tel-lct,~h ~ l i  \iil;~!.all perbatasan dengan nesara iiega1.a 

~ : ~ i i g  tidak, belum menjiliki ~>c'l:ja~lJiari (ngl-eemcnt) dengan Indonesia. A'\tia 

bebc1-apa kondisi l a n g  ~ ~ ~ c r n b a l ? a ~ a l ; ; l ~ ~  kci~tiih;lii \\ila!,ali jika tcr-jadi pcida 

pulau-pulau terlual-. diant;~l.ali!;~ : 

1 .  Hilangnya pulau secul-a ti.sik r~kibat abrasi. tenggelani. atall karcna 

kese~igajaan manusia. 

2. Hilangnya pulau scca1.a kepcmilikan. akibat perubalian status 

kepemilikan akibat r>emaksaa~i militel- atau sebagai sebuali ketaatan 

pada keputusan liukum scpcl-ti yang teljadi pada kasus bel-pindalinya 

status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia 

3. Hilang secara sosial dan ekonomi. akibat pl-aktek ekonomi dan sosial 

dari lnasyarakat di pulau tcrscbut. Misalnya pulau yang secara turun 

7 telnurun ctidianii oleti masyarakat dal-i ncgasa lain. 

SEBARAN PLILAU-PLlL.Ab .IEI<L*Li.4R 

Berdasarkan in\,entasisasi yang telali tiilakukan ole11 DISHIDROS -1-NI 

AL. tesdapat 93 pulau yang bcshatasan la~igsung dengan negara tetangga. 

diantaranya : 

1 .  Pulau Simeulucut. Salaut Besal-. Rail-a. Rusa, Eenggala dan Rondo 

berbatasan dengan India 

2. Pulau Sentut,, Tokong Malang Baru. Damar, Mangkai, Tokong Nanas. 

Tokong Belayas, Tokong Bol-o. Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik. 

' Ibid 



Gosong \/lakasar. Vtaratua, Samb~t .  Berhala. Batu Mandl. Iyu Kecrl. 

dan Kanmun K c c ~ !  bcr-batasan dengan .Malaysia 

3. Pulau Nipii. I'elampoilg. Batu berlienti. dan Xongsa bul-batasan dengan 

4. Pulau Scbcti11. Sc'k;lti~~lg. clan Senua behatasan densan Vlctnam 

5 .  Pulau Linginn. Salandc. ~ o l a n ~ a n ,  Bangkit. Manteranx. Makalehi, 

Kawalusu. Kawio. Marore, Batu Bawa Ikang, Miangas: Marampit, 

Intata. kakarutan dan Jiew berbatasan dengan Filipina 

6. Pulau Dana. Dana (pulau ini tidak salna dengan Pulau Dana yang 

disebut pel-talna kali, terdapat kesamaan nama), Mangudu, Shopialoisa, 

Barung. Seke!, Panelien, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, 

Karaweira. Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Kal-sag, Enu, 

Batugoyan. Larat. Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan 

Meatimiasanz bcl-batasan dengan Australia 

7. Pulau Lctr. Kisal-. Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan 

Timor Lestr 

8. Pulau Budd. Fa~ii. Miossu, Fanildo, Bras, Bepondo danLiki bet-batasan 

dengan Palau 

9. Pulau Laag bcrbatasan dengan Papua Nugini 

10.Pulau Manuk. Dell, Batukecil, Enggano, Mega, Sibal-ubaru. Sinyaunau, 

Simuk dan wunga berbatasan dengan samudra ~ i n d i a . '  

Ibid 



Diantara 93 pulau terluar ~ n i .  ada 12 pulau yang liarus mendapatkan 

perhatian serius dintaranya: 

1 .  I'ulau Rondo 

Pula11 Rondo tel-letak di L I J I I I I ~  l>;~i.at l i l l ~ t  Propinsi Nangro .\cell 

Dal-ussalam (NAD). Disi~ii tcl-(lapat Titik dasal- T D  177. Pulau ini 

adalali pulau terluaFdi sebelali barat \\jilayah Indonesia yang berbatasan 

dengan perairan India. 

2. PuIau Berhala 

Pulau Berhala terletak di pel-airan tilnur Sumatera Utara yang 

berbatasan langsung dengan Malaysia. Di tempat ini terdapat Titik 

Dasar TD 184. Pulau ini menjadi sangat peliting karena menjadi pulau 

terlual- lndonesia di Selat Malaka. salali satu selat yang sangat ra~nai 

karena ~iierupakan jalur pclayaran internasional. 

3 .  I'ulau Nipa 

Pulau Nipa adalali salali satu pulau yang berbatasan langsung dengan 

Si~igapura. Secara Administratif pulau ini ~nasuk  kedalam wilayah 

Kelu~nlian Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Ba ta~n  Propinsi 

Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba ~ i ~ e ~ i j a d i  terkenal karena 

beredar-nya isu mengenai hila~?gnya! tenggela~n~iya pulau ini atau 

hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini melnicu 

anggapan bahwa Iuas wilayah Indonesia se~nakin sempit.Pada 

kenyataanya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat 

penambangan pasir laut di sekitaniya. Pasir pasir ini kemudian dijual 



untuk reklaiiiasi pantni Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat 

Philip scl-ta bel-batas;~rl l a n y s ~ ~ n g  dengan Singapui-a disebelali utarallya 

ini sangat rawan cia11 111~11ipsihatinka1i.Pada saat air pasang mah-a 

\\ ila!.ali t'ulau Nipa lii111)-a tccliii clai-i Suar Nipa. bebesnpa pohon bak~lu 

dan tnnygul vang nicnalian terjadinya abrasi. Pulau Nipa mei~ipaka~l  

batas laut antara I~ldoncsia darl Singapura sejak 1973, di~nana tel-dapnt 

Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukur-an tla11 

penentuan media line antara I~idonesia dan Singapura. Hilangnya titik 

referensi ini dikhawatil-kan akaii inenggeser batas wilayah NKRI. 

4. Pulau Sekatung 

Pulau ini merupakan pulau tel-luar Propinsi Kepulauan Riau di sebelai~ 

utara dan bel-hadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di p ~ ~ l a u  ini 

terdapat Titik Dasar- TD 030 yang menjadi Titik Dasar dalam 

pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam. 

5. Pulau Marore 

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, bel-batasan 

langsung dengan Mintianau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasnr 

TD 055. 

6. Pulau Miangas 

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, be]-batasan 

langsung dengan Pulau Minda~iau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik 

Dasar TD 056. 



7.  Pulau Fani 

I'ulau ini [el-letak Kepulaunli Asia. Barat Laut Kepala BUI-ung Prop~nsi 

Ir ian Ja!:a B~I -a t .  bei-batasnri langsung densin  \ega1-a Lepulaua~iPalau. 

I'ulau ini tel-letak di Kepulauan Asia. Barat L.aut Kepala BUI-ung 

Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan l a n g s ~ ~ n g  dengan Negara 

kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar T D  072. 

9. Pulau Bras 

Pulau ini tel-letak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burulig 

PI-opinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara 

Kepualuan Palau. Di pulau ini terdapat T i t ~ k  Dasar T D  072A. 

10. Pulau Batck 

Pulau ini terle~ak di Selat Ombai, Di palliai utal-a Nusa Tenggal-a l'ili1u1- 

dan Oecussi Timor Leste. Dari Data yang pe~iulis pegnng. di pulau ini 

belum ada Titik Dasar 

1 1 .  Pulau blal-anipit 

Pulau ini tcrletak di bagian utara Propilisi Sulawesi Utara. bel-batasan 

la~igsung dengall Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini tel-dapat Titik 

Dasar T D  057. 



12. Pulau Dana 

Pulau ini terletak di bagian sclatan PI-opinsi Nusa Tetiggara l'imul-. 

behatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia. Di pulau 

. . , I  
ini terdapat Titik Dasai- T D  13 1 .  

Satjipto raliarjo inenyatakan balin-a liukum bukan lianya sebuah dokumen 

pel-undang- undangan yang tcrdiri dari ribuan pasal. melainkan sebuah 

dokumen moral yang mellyi~npan pesan- pesan moral untuk itellidupan 

b e ~ m a s ~ a r a k a t . ' ~ '  Disebutkan juga baliwa hukum itu mengatur dan 

berliubungan dengan manusia d a l a ~ n  waktu dan geografis tei-ter~tu. I I 

Indonesia mempunyai Kondisi Geografis yang sangat luas dengan ribuan 

pulau dan perbatasan antar negara. Pertalianan di bidang hukuln hams cukup 

tnemadai untuk lnenjaga anugrah tulian yang 1uar biasa ini. Dimanifestasikan 

dalam bentuk Undang- undang Kepabeannn clan Bea dan Cukai sebagai tolok 

~ l k u r  regulasi. 

Kenlei-dekaan adalah liak segala bangsa. ncgasa yang merdeka lneliiiliki 

liak untuk mengatur batas- batas \\-ilayali yang diiniliki. Setelah mel-deka 

Indonesia me~nbei-ikan batasan wilayali untuk negara, yang ~nengliasilkan 

kebijakan negara jika dilanggar ~nerupaksn pel-buatan pidana, dari sinilah 

masalali lnulai bermuncula~i batas negal-a membel-ikan sekat bole11 tidaknya 

pel-dagangan dilakukan, bole11 tidaknya orang keluar lnasuk kenegara yang 

bersangkutan. Hal yang sebelulnnya diangap lumrah lnenjadi tidak bole11 

lbid 
10 Prof.Dr. Satjipto raha rjo,SI-I., H~lkrrni tltrlrri~r,jrrgrr, X.e/ri./ihrrti. (Jakarta: Penerbit UKI 

I'ress, 2006). hlm. 123. 
' I  lbid 
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a m ~ a d a  masih menimbulkan tanda tan;a besar. Pasaln\n pihak bea dan cukai 

tcrkezan mcnqembunyikan pemiliknya clan enggarl menlebutkan siapa 

l.>enq-e\va yang menitipkan ponsel Blackbcr-1-4 bernilni lip. 5 0  milliar lebih 

Hukurn  n~emiliki  sifat berkembang s e i r i n ~  dengall pc~-l;c~nban, zaman. 

yang mnsing- masing zaman atau periode ditandar ctcngan kal-akteristik 

tertentu diseltai dengan pencitraan teltentu. Oleh karena itu. aturan- aturan 

yang berkaitan dengan kepabeanan juga dapat teridcntitikasi dalaln periode- 

periode tcrtentu. I4 

1 .  Periode ~->elnerintah negara-negara Nusantara 

Hukuln pabcan lnerupakan ketentuan- ketentuan yang tel-kait dengan kegiatan 

pengawasan barang yang melintas batas negara yang selalijutnya berujung 

dengan pemberian upeti( bea). Sebeluln pemerintah nasional Indonesia berdiri, 

negal-a- negara kerajaan di Nusantal-a i t  telali menga\vali kegiatan 

pengawasall dan pernungutan bea tel-liadap bal-ang- barang yang melintasi 

batas negara kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah. beberapa kcrajaan telah 

lnelijalin h u b u n ~ a n  dagang. diantaranya kernillan singasali (masa 

pelnet-intahan Airlangga) , Sriwijaya, majapaliit pada abad XlV. Mataram 

pada abad XVII. Berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan hubungan 

dagang antar negara, pungutan- pungutan bea tel-liadap bclrang- barang 

tersebut telah d i~nula i  pada abad VI ketika terjadi hubungan dagang dengan 

I3 
Wu?x~:Detik.co~n:arsip/penyelundupan dipekanban~i 05  April 20 15 ' 1  6:30. 

I4 Eddhi sutarto.SIP.S.H.,M.H.ReX-onstl-itksi HLIX-iml Pctbcco7 Irlc/orzc..rir~.Jakana:Penerbit 
Erlangga.2009.hlm.7 



India clan Cina. Kolnoditas ~ l i s p ( > ~ -  pada \vaktu itu diantal-any lada. 

rotan.dama~-. cengkeh-dan lain- lain. Dilakukannya pemungutan atas elispol- 

bal-ans tel-sebut menunjukkan adanya ketentuan atau aturan yang berol-ientasi 

11;1da b c ; ~  keluar. Pungutan be ;~  l n ~ ~ s u k  clan bea keluar. cukai dan menal-ik se\\.a 

atas t ; ~ ~ ~ a h  dilakukan ole11 kcsultanan Cirebon sebelum kedatangan L'OC. 

demikian juga kerajaan Banten pacla tahun 19 16 telah ~nelakukan pemungutan 

bea(to1) laut sehubungan dengan adanya liak ~ n o ~ i o p o l i  VOC di Jayakal-ta. 

Dengan delnikian perkembangan hukum pabean, khususnya di Indonesia 

(masa kerajaan- kerajaan , masa pe~~jajal ian , lnasa kemerdekaan) sangat 

terkait dengan terjadinya pemungutan bea ~ n a s u k  dan bea keluar sebab 

kewenangan melakukan pemungutan ~nerupakan bagian dari kekuasaan dan 

adanya atura1:- aturan I iuku~n ya11g berlaku .baik hukurn yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis yang dilakukan ole11 pemcgapg kekuasaan. 

Aturan- aturan hukum yang bcrkaitan dengan pemungutan bea pada 

zaman kerajaan- kerajaan nusantal-a sampai saat ini belum diteinukan. Aturan 

tertulis yang ada sampai saa: ini dijunipai adalali aturan yang dimulai sejak 

zamnn VOC. Namun demikian. urutan berlakunya ketentuan aturan yang 

erkaitan dengan kepabeanan sudah dimulai pada zalnan kerajaan- kerajaan di 

nusailtara yang dilanjutkan pada masa pendudukan (penjajahan) sainpai 

Indonesia merdeka. Ketentuan pabean(Douane) yang pelaksanaan tugasnya 

dilakukan oleh pegawai bea cukai(Douane) dianggap sangat vital(tugas, 



n.eu enrlng. dnn ta~iggungau.abnya sangat besar). '' ,an: pada intinya 

melaksanakan tugas pongawasan barang barang dan pungcrt:~n bca di tapal 

batas ncsar-a. 

7. Perivdc. I'cmeri~ltall Kolonial 

a .  \.Iasrl \'el-enigclc 000s- Douane) 

Pengumurnan resnii tclah diundangkan pada lnasa vereenigclo- Douane 

tanggal 1 Oktobr 1630 yang dinamakan plakaat. perihal tarif to1 pang berisi 

penetapan tarif pungutan yang pertanla atas barang ekspor dan barang impor. 

Penetapan tarif tersebut diperuntukkan bagi 84 jenis konloditas dengan tarif 

yang slna untuk selnua barang? yaitu 5% ad valorem, kecuali untuk jenis 

barang arak yang clitetapkan sebesar 10 % . namun ketentuan hukum yang 

bel-kaitan dengan pungutan ini tidak berjalan dengan lancarkasena inggris juga 

melakukan kegiatan per-dagangan lintas batas di daerah sepurar Batavia tidak 

tunduk dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Belanda. 

Ketentuan bea rnasuk yang bersifat melindungi (proteksi) diberlakukan pada 

tahun 1656 khususnya untuk bea ~nasuk  hasil atas te~nbakau yang dinaikkan 

me11-jadi 29% . protcksi ini diberikan untuk kepentingan budi daya telnbakau. 

Beberapa jenis basang mengalami pungutan bea masuk yang besarannya ada 

yang dinaikkan, tetapi ada juga yang diturunkan. Dengan demik i a~~  ketentuan 

- 
15 Berdasarkan caratan yalig ~iie~lyebutkan pejabat bea cukai masa lalu sering 

melaksanakaii tugas diluar rugas pokok dan fungsinya seperti menjadi pejabat syahbandar. 
pejabat imigrasi, pejabat perdagangan dan lain sebagainya da lan~ ha1 pejabat- pejabat di 
daerah pa~itai tersebut tidnk ada (vakum). ha1 ini juga dapat dilihat pada beberapa ketentuan 
kolonial belanda seperti Ir~tlisclre A!l~i~.irirlrc Kvingen 01-donut71ie,In~/ische Schc~c~~)r.~cir~tsrc.el. 
Reden Regletilet~t. Cr.i.<i.s b'ir~-oe~- O~.t/unnrrtic, dan  Dcviezen 0,-dot7unrie: bahkan dalam 
SOB.lihat perkembanpan dan perturnbullan dan pertumbuhan bea dan cukai buku I. Halaman 
20 



?an2 berkaitan dengan bea ternbata riclak semata-mata hanya untuk 

kcpenringan tiskal. namun ada kepel~tingi~ll lain( non fiskal) yan? ~neiijadi 

dasal- ditel.bitkann1.a ketentuan pcmungutan bea. selain itu. dikeluarkan 

kctc'l~tuan pabean ; I n s  Icbili penting. patla Illasa \'OC tersebut. 1-akni adanya 

kc.tc~itu:in burang larangan untuk climusukkan ( candu dan Arak). Dengan 

cle~iiikian.kete~ituan liukum pabean jugs sudali mengatul- hal-lial yang diluar 

fiskal yang berkaitan dengan pencegallan barang larangan yang diimpor. Hal 

yang menarik atas pungutan bea adalali terdapat kebijakan VOC pada 

tahun 1622 ( 1 lnaret 1622) yang menetapkan untuk ~nelakukan 

sewa(menyewakan) pelnungutan bea ~nasuk  dan bea keiual- yang disebut 

dengan -' s e w  boom. Perdagangan lintas bata yang dilakukan ole11 VOC 

luengalaini banyak kemunduran. Semakin meningkatnya kemunduran tersebut 

juga dipicu oleh adanya persaingan dagang dengan inggris, yang hingga 

akliirnya 1705 kejayaan VOC berakliil-. Bahkan pada tahun IS 1 1 pulau jawa 

diduduki oleh Iiiggris. 

b. Masa sela pendudukan Inggris 

Pada mas2 sela pendudukan Inggris. kebijakan yang berkaitan dengan 

kete1;tuan kepabeanan oleh pemerintali pendudukan lnggl-is. yakni pada tahun 

181 1 ditetapkannya pungutan langsung atas bea lnasuk dan  bea keluar, 

mengganti kebijakan penyewaan (pachten) yang dilakukan ole11 VOC.  

Tahun 15 1 3 pemerintah pendudukan Inggris mengeluarkan kebijakan 

yang berkaitan dengan peningkatan besaran tarif, yakni semula tarif 6 % ad 

voloreln. Dinaikkan inenjadi 10% dari nilai faktur. Kebijakan- kebijakan ini 



dilanjutka~i dcngan kebijakan lai~in).:~. yang diantaranya tel-liadap bara~ig y a n g  

diangkut densall kapal bel-bcndcl-a Inggris bel-beda besaran pungutannyan 

dengan bal-ang -:ing diangkut ~~~~~~~~~~~~~a cli luas Inggris. 

c. %lass l>c~~ic.rintnh kolo~lial U c l a ~ l d a  

Pada m x a  pemeri~itah kolo~iiiil bclanda. pl-oduk hukum dalam bentuk 

Undang- untlang Tarif Hi~idiii Bclanda diundangkan pada taliun 1865. 

Undang- undang tarif ini didasarkan atas ketentuan yang terdapat pada pasal 

129 r-eger-itzg I-eglement tahun IS54 yang menyatakan bahwa tarif bea masuk, 

bea keluar. dan tarif pengangkutan liarus ditetapkan dengan Undang- undai~g. 

Undang- undang- undang tarif ! 872 diundangkan sebagai pengganti Undang- 

undang tarif tahun 865. Selai~jutnya, undang- undang tarif 1872 diganti 

dengan Ir~clischc TnriclJ' Wet 19!O N o ~ n o r  79. Undang- undang ini dibuat 

berdasaskan ketentuan pasal 183 Itlclische Stnafr-cgclilzg (IS) 1925 yang 

menetapkau bahwa: tarif bea masuk. bea keluar, dan bea pengangkutan 

ditetapkan clengan Undang- undany. Bahkan pel-ubahan tarif yang dibuat oleh 

Gubernur Jendsal juga liarus dibuatkan dengan Undang- undang. 

Ordonansi Bea(0B) atau Recllrctl OI-dotznrztie 1882 merupakan ketentuan 

b a ~ u  sebgai pengganti Reglement tentang pungutan dan penghitungan bea 

~nasuk dan bea keluar stbl 1572 nomor 24 1 .  Ordonansi Bea 1882 dilengkapi 

dengan lampiran yang dikenal dengan lampiran A dan lampiran B, dan 

dinyatakan berlaku terhitung tanggal 1 Januali 1883, nalnun pada tahun 193 1 

ordonaiisi ini diumumkan ken~ba!i dengan Ind. Stbl 193 1 Nomor 471 dan 



bel-1aku 1~11i i  10.;3 ( I~id stbl. 1932 3 0 . 2  13)  d a ~ i  sejak saat i t u  sel-ing ~nenga la~ni  

pen,cluai;ln dan  pel-ubahan. 

Pad;\ niaaa pc~i~crintalia[~ pcndudukan jepang tclali tlitel-bitkan L'nda~ig- 

undang Inomor 17 Tanggal 20 .April I942 yang menetapkan bahwa untuk 

semcntal-:I \val;tu UI-usan bea n1asuK tidak dikelola kecuali acta pengatusan 

ekspol-. tallun 1043, pemer-intali pendudukan jepang telali ~nenetapkan 

kebijaksanaan dalam bidang ekspor dan yang berhubungan dengan itu . 

peratusan yang dikelual-kan pemerintali pendudukan jepang tersebut 

dinamakan Osntirl~ Seirci Nomor- 16 taliun 2605(1945) dikeluarkan pada taliun 

1945 tentang pel-ubalian bea ekspor yang pada pasal I disebutkan bahwa" 

bilangan i 00% diubali me~ijadi 200%. 

3. Periode pen~erintalian [ndonesia 

a. Masa a w l  Kernel-dekaan 

Pada niasa peralilian kemerdekaan Republik Indonesia. ketentuan liukum 

tetitang kepabeanan produk pemerintali kolonial Belanda ~nas ih  berlaku. 

meskipun Pema-intah Republik Indonesia telali rnemproklamasikan 

kernerdekaan yan d a ~ i  memiliki Undang- undang dasar. Produk liukum 

tersebut yakni : 

1) lndische Tarief Wet( undang- undang tarif Indonesia) staatblad Taliun 

1873 l\Iomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah; 

2) Recllten Ordl1017untic (ord~nansi  bea) staarblad Tahun 191 0 Nomor 24.0 

sebagainiana telali diubah dan ditambah; 



3 j 72rrief' 01-clo~ioritie (Or-donalibi Tar-it) Staatblad Taliu~i  1910 Komoi- 628 

sebagaimana telali diubah cla~i ciita~iibah. 

b. LlIasa pemer-intalian R I tii l-og!akat-t;l 

tiarena ntianya jxrtirnbanga~i pcrii~n!a cliaclakaii pcratul-an .ring sama unt i~k 

pulau-piilau palacdact-ah Rcl~i~bl ik  I~iclnnesia ping pada pemerintalian 

pendudukan jepnng nieripakan bagian-bagian berdiii sendiri. ketentuan 

Osamu Seirei Nomor 46 Tnliuii 1915 dipittuskan untuk dibatalkan. Peraturan 

yang mulai berlaku pada 1 januari 1947 ke~nudian  di sahka~i  ineiijadi 

Untlaiig- undang nolnor 3 taliun1947 .yang pada tahun 1948 ditetapkan 

dengan undang- undang noinor I I tahun 1948. Uiidang- undang 1945 tentang 

bea tamballan , bea masuk yang ditetapkan di yogyakarta pada tanggal 3 1 mei 

1948 pada pasal 1 disebutkan bali~va atas bea masuk dipungut liina pululi 

perset-atus bea tamballan (opcerirell). 

c. Pada lnasa pemberlakuan insti-uksi presiden nonior 4 tahun 1955 

I'ertimbangan utaina atas dikeluarkannya instruksi preside11 tersebut adalah 

bahu,a kelancaran arus lalu lintas barang antar pulau.ekspor. ekspor impor 

merupakan unsur penting daiam peiiingkatan kegiatan ekonomi pada 

umumnya dan peningkatan ekspor komoditi non migas pada kliususnya. 

Untuk tata laksana ekspor, langkali- langkali yaiig diambil untuk 

memperlancar arus barang ekspor tidak dilakukan pemeriksan barang pabean 

Untuk tata laksana irnpor, d ia~nbi l  langkali- langkah sebagai berikut : I 6  

I ( I  Pengecualian terhadap ketentuan tersebut jika direktur jika direktur Jendral bea 
dan cukai menetapkan dengan instruksi tertulis kepada aparat Bea dan Cukai menetapkan 
dengan instruksi tenulis kepada aparat Bea dan Cukai mengadakan pemeriksaan pabean 



Bal-ang- bar-nng i~ i ipor  lianya boleh dimasukkan ke~v i l aya l~  pab~'a11 i~ ldo~ ies i a  

apabila ada laposan kcbcnar-an kebcnar-an pernel-iksaan(LKP) !.ail: ciitssbltkan 

I - clinegal-a ( tcmpat)  asal baran2 Impor-. 

lilituk tata laksaila angkutan barang antar pulau. d ia~nbi l  langkali- langka 

sebagai bel-ikut. 1)ketentuan mengenai pe~nberitahuan muat barang antal- 

pulau, (AVI) dicabut untuk seluriili wilayah Indonesia. Kctentuan mengenai 

surat fiskal antar pulau dicabut. 

Ketentuan pesilial surat keterangan bahwa kapal telal~ mcmnulii kewajiban 

pungutan negara dan keterangan muatan kapal (model 5 8 )  dibekukan. 

d. Masn Undang- undang Kepabeanan Nasional 

Setelah beberapa tahun bel-upaya mcngganti produk liukum pemerintah 

kilonial menjadi produk I iukun~ pcml-intali kolonial me~i jadi  PI-oduk liukuni 

~>ernerintali 11asional yang mel-dcka dan bel-daulat .pada tahun 1905 tclali 

diundangkan ketentuan hukum pemrintali asional dengan nama undang- 

undang 9 5  tentang kepabeanan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 

rerhadap pengiriman barang yanp dicurigai bah\\-a : A) barang ekspor tzrrebur adalah baraliy 
yang terkena perigendalian atau l a r - a ~ ~ s a ~ ~  elispol. 
B) barang - barang tersebut adalah barang tsrkena pa,jak ekspor (PE)  atau pajak zkspnr 
tambahan. yailg pa j ab~ya  tidak dibnyar- 5rbagairnana rnestinya. 

17 Pengecualian terhadap ketentuan tersebut (tanpa LKP) untuk barailg- barang Impor 
adalah : 

a) Barang- barang dagangan yang nilninya kurangdari FOB US $5.000: 
b) Barang- barang Pindahan; 
c) Barang- barang diplomatik: 
d)  Minyak mentah: 
e) Barang - barang yang d i i~npor  herdasarkan pas1 23 OB; 
f )  Senjata dan alat- alat perlengkapan ABRl 
g) Bantuan luar negeri yang bersiiat hibah kepada pemerintah Indonesia; 
h) Batu permata pemata,barang- baran? kesenian,dan logam mulia 



Desembttr 1093. lembaran negara R I  tnliun 1095 noinor- 75, tambahan 

le~nbal-an rwgai-a n o ~ n o r  36 1 2 .  

L:nda~ig- undang ini mel-upahan konstl-uksi Ii~tkum ~lasional dan sebagai 

. . 
pcmenulian kcinginan te~-\\.ujutl~i!.a liuku~li nasional . olcll [i;ll-c~ia itu sistem 

hukum pl-odi~k liukum pemel-intali kolonial belancia bcl-upa : 

1 .  l~lrli.sche 7crt-iclf' I,i,'cr( undang- unclang tarif I~iclonesia ) i.in~~rsBlad taliu~i 

1873 nomor 3-5 sebagaimana telah diubali dan ditambah : 

2. Rcclrtol of-do1ln17rie (ordonansi bea ) staatblad tahun IS87 notnor 240 

sebagaimana telali diubah da11 ditambah: 

3. TCII-icf' or.do17nnfie (ordonansi tarif) statbalad tahun 191 0 nomol- 628 

sebagaimana telah diubali dan ditambali. 

Berdasarkan undang- undang nornor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan ketiga 

produk undang- undang warisan peiiiel-illtali kolonial belanda dinyatakan tidak 

bel-laku lagi. 

e. Masa reforniasi 

Upaya u~i tuk nierekonstruksi ketentuan liukurn pabean se~iantinsa dilakukan 

sejalan derigan per-ke~iibangan dunia yang terjadi. Oleli karena itu. undang- 

ulidang noliiol- I 0  tahun 1995 tentang kepabeanan dipaiidang dari segi struktur 

dan isi perlu disesuaikan . perubalian tersebut dituangkan dalam produk 

undang- undang nomor 17 tahun 2006 telitalig pe~ubahan undang- undang 

nomor 10 tahnu 1995 tentang kepabeanan. 

Selain itu l-uang kegiatan dali tugas pokok Bea dan Cukai adalah 

pengawas lalu lintas baraiig yang diekspor dan diimpor dan pernullgutan bea. 



Dengan demikian dalam lial penga\\ asan barang. pendekatannqa terletak pad2 

kegiatan pcrdagangan intet-nasio~li~l 

Dala~n kaitannya dengall pcrctagarigan i i~te~nasional  . kztcntua~l tiukul~i yang 

inengatul- dibidang kepaben~li~n s c l l a ~ - ~ ~ ? ; n a  mcn\ .esuaika~~ dctlgan h-o~i\ c113i 

inter~~asional dan pl-aktik- praktik kcp;tbe:lnall intc.1-nasionnl . demikian jugs 

dalam kaitan~iya dengan pcnga\\.;isa1i ."krite~-ia penyelundupa~i barang yang 

tennasuk dalain kategori ketentuan pidana perlu dil-u~nuskan ke~nbali  untuk 

tercapainya keadilan . 

Demikinn juga dengan pelanggamn ketentuan yang bel-sifat administrasi yang 

akan dikenakan sanksi ad~ninstl-asi . kritel-ia pelanggaran administrasi perlu 

ditinjau kelnbali t e m a s u k  sal~ksi  admi nistl-asi bet-upa denda yang akan 

dikenakan. 

8. H U K U M  PABEAN MERUPAKAN BAGIAN DAIiI H U K U M  FISKAL 

Pe~~je lasan  ulnuln butir 2 undang- undang nornor10 tahun1995 tentang 

kepabeanan tentang kepabcatlal~ mct~yebutkan ball\va" maka peraturan 

pel-undang- undangan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat 

menjamin perlindungan kepentinga~i masyat-akat. kclancal-an arus barang. 

orang dan doku~nen  , penerimaan bea masuk yang optima1,dan dapat 

menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mcndorong laju pe~nbangunan 

nasional.sela~~jutnya dalain kaitallliya dengan hukum fiskal,Santoso 

brotodiharjo mendefinisikan hukum tiskal sebagai keselu~uhan peraturan yang 

meliputi wewenang pernerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 

lnenyerahkannya kembali kepada lnasyarakat melalui kas negara sehingga ia 



r-ner~~j~:tkan bazian dari liukum publik . >.ang menyatur hubun~an-  liubungan 

hukum anta1-a negal-a tian orang atau batlan - badan (hukum ) yang 

Ketentuan 11~1k~lrn dibidang kepabennan mcliputi humpunan nnmia yang 

d i t u a n ~ k a ~ l  dalam undang- undany yang mengatur pcnganasan lalu lintas 

barang ekspol- dan impor tian pungutan bea. Oleli kal-ena  it^^. dalam 

pelasanaannya sangat terkait dengan ketentuan hukum lain diluar- ketentuan 

hukum dibidang kepabeanan antara lain liukum keuangan negara. hukuln 

perpajakan , Iiukum perdagangan inter~iasional. sel-ta rekome~idasi- 

I-ekoniendasi dal-i organisasi- organisasi intel-nasional. 

1 .  Huku~n keuangan negara 

Hukum keuangan negara tersebut dituangkan d a l a ~ n  hukum fositif bel-upa 

undang- undang keuangan negara yang bersumbel- pada : 

a. Pancasila 

b. B. Alenia iv pembukaan u~idarig- undang dasar I045 

Pasal 23 C Bab VlIl Amandemen Keempat Undang- undang Dasar 1945. 

Sumber hukum tersebut sekaligus merijadi payung undang- undang tentang 

keuangan negara. 

Tujuan yang berkaitan dengan nolina- nonna keuangan negara ~neliputi 

seluruh kebijakan kegiata~i . dan hubungan hukuin yang berkaitan dengan 

pemilikan dan /atau penguasaan objek sebagai~nana pada alenia tersebut diatas 

'' Santoso Brotodiharjo, petlgclntal- l ~ ~ r l i l r t l r  puj!iali,(ba11dung:erescq199 1) 



dalani rangka penyelenggal-aan pemerintahan negasa dar-i segi pengelolaan 

k cilc711ga11 -, negara tcrbagi tinlam tiga bidang tilasing- masing.  p i t u :  

a .  Bidany pengelolaan fiskal: 

b. Biclang pengelolaan moneter: 

c. Bidang pzngrlola;~n keka!,aan nega-a !;an2 clipisahkan. 

2.  Hukum perdagangan inte~nasional 

D. PRINSIP-PRINSIP KETENTL'AN KEPABEANAN 

H u k ~ u n  yang tinibul clalam pemenulian fonnalitas pabean yakni 

Iiubungan hukum yang dibuat ole11 masvat-akat pengguna jasa kepabeanan 

dengan pemegang otoritas pabean liarusla11 didasari atas keseimbangan 

kepentingan , kejujuran , dan kepescayaan sehingga ketentuan perundang- 

undangan kepabeanan. selain dapat metnbel-ikan keadilan . kcpastian h u k u ~ n  

-jugs bemianfaat. Ole11 kal-ena itu. tel-dapat beberapa prinsip- pl-insip yang 

berkaitan dengan kepabeanan. 

I .  Prinsip paradigma kepercayaan 

Sernula pl-insip pengawasan bea cukai berpijak bahwa pengawasan bea cukai 

telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua 01-arig tidak 

jujur,segain~ana disebutkan dalam deklarasi columbus( cl~stoni.r corlt1.01~ kalr  

tho.cifbrc bcerl cic~.iscd 011 tlzc basic I~ipotcs~l~is thnr all pcop!c (11-o c/ishoric?st) 

artinya hipotesi prasangka buruk dikedepankan . ole11 kasena itu dalam 

kegiatan pengawasan be~p i j ak  pada mekanisme pemel-iksaan darl pemeriksaan. 

N a ~ n u n  saat ini prinsip pengawasan berpijak pada hipotesis bahwa pada 

dasarnya bahwa setiap orang itu jujur .artinya hipotesis prasangka baik 



dikedepankan sehingga mekanismc pe~nenksaan menggunakan manajemen 

risiko dan pcmrriksaan selektif. 

3. PI-insip .eel/ u s s c s s ~ ~ l c ~ l ~  

3. Secal-a hn1-fiali sel t ' trssc~.c.o~lcs~l~ ditc~:jcnialikan srbagai uienc.tapk:in scndil-i . 

ketentuan pesunda~ig- undnngan kepabeannn nasional (undang- undang nornor 

10 tahun 1005 tentang kepabeanan) secnl-a implisit menyatakan baIi\va prinsip 

Prinsip self Llssessr?lcrlt me~ijadi prinsip dnsar da la~n  ~nelakuka~i  kegiata~i 

kepabeanan. Artinya prinsip ynng nielimpahkan kepercayaan sepenulinya 

kepada masyarakat pengguna lasa kepabeanan. 

Self assesment dilakukan dengan cara menyiapkan ( mengisi) pemberitaliuan 

pabean: 

a. Untuk kegiatan pengangkutan , menya~npaikan i r r ~ v n r d  n~atz[fest atau 

ol~fu.a/-d n~ar l~ fes t  

b. Untuk kegiatan impor, impiostir atau kuasanya ~iiengliitung sendiri ben 

~nasuk ,cukai pajak dala~ii rangka impor dan ~nembayas ke bank devisa 

persepsi atau kantor pabean( tempat pengeluaran barang) dengan pembayal-an 

biasa atau pelnbayaran berkala; 

c. Untuk kegiatan ekspor .ekspo~tir atau kuasanya mengliitung sendiri pajak 

ekspor dalam ha1 yang diekspor adalali ko~noditas tertentu yang terkena pajak 

ekspor. 

3. Prisip pengawasan 

Se~nua  baralig yang dibawa kedala~n daerah pabean, terlepas apakah akan 

dikenakan bea masuk dan pajak atau tidak, hams tetap diawasi oleh instansi 



pabean( all goods \vliich are introdiuced into the customs tel-ritory. regardless 

of \\;hcthcr tl~e!; are liable to imp011 duties and taxes.shal bc subject to customs 

contrc)l ). 

4. PI-insip pcnggunaal-1 teknologi infcnnnsi 

Kontl-ibusi y n g  paling bcstir \,an2 muingkin dnpat Iebi I1 mempel-mucinh 

pelaksnnann proscdur kepabeanan adalah digunakannya teknologi inforniasi . 

segaimana tiisebutkan pada deklarasi colombus(~~et-haps the biggest 

COII~I-iblltiorr to,fbcilitnte C I I S ~ O I I I S  P I - O C C ~ I I I - c s  call be 1110de tIl/.o~l,ot~ the propel- 

nplicariorz o f  ir?formntiorr techr~olo~).penggabungan teknologi komputer 

dengan teknologi komunikasi n~emberikan peluang untuk lnempercepat 

tl-ansaksi perdagangan intel-nasional( the rncrging of'contpllter- rechnologv cc.itlz 

co1?~1nll17icntio11s tecI717oiog~: pt.o\*iCJCs nrz oppor-t11nit~: 10 speed ;rp thc 

itzler-rlntiorlal 11-nde fr.n17.~clclio)l). 

5 .  prinsip teknik manjemen resiko 

Teknik manajcmen resilko adalah adalah suatu teknik yang dapat digunakali 

pada lingkungan yang masih melakukan pemprosesan secara manual atau 

dalam pemrosesan kegiatan pabeanail dgn menggunakan kop yang dapat 

digunakan untuk menilai resiko yang ada pada barang tertentu untuk 

diteruskan kepada aparat pabean agar dapat dialnbil tindakan yang lebih cepat. 

Provinsi Riau adalah satu provinsi di Indonesia yang sebagian 

wilayahnya dikelilingi oleh lautan. lautan di Propinsi riau berrnuara pada 

sungai siak yang ~nemperternukan pada wilayah Riau daratan. Pada masa jaya 

kerajaan siak "yang dipimpin oleh Raja Muhammad Ali yang dibantu ole11 



keponakannya Said Ali tahun 1754 kota pekanbaru menjadi ramai maka 

munculah para pendatang yang bsrdagang dasi pelosok negeri mulai dnri 

h4inang Kabau. pangkalan kota bai-u. Kampar.Taluk kuantan. Pasil- 

pengaraian. dan lain- lain. 

Hasil perdag~ingan ?-an: dipc1:IiiaI belikan adalah hasil pel-tanian. liasil 

hutan dan hasil tambang se la~jutnya  dib.awa ke singapura dan Malaka dengan 

~nenggunakan perahu. Adapun jalur perdagangan terbagi beberapa jalul- yakni 

jalur pel-dagangan sungai Kampar pusat perdagangannya terletak di Teratak 

buluh. Sedangkan pusat perdagangan sungai siak terletak di Petapahan. seiring 

pindahnya pelnerintahan pusat kerajaan ke  Senapelan sekarang yang bel-ada di 

bawah Jen~batan  Siak 1 kota Pekanba1-u Propinsi ~ iau . ' " "  kawasan ini semakin 

ramai.inilah cikal bakal yang inemperte~nukan perdagangan a~:tal-a Indonesia 

dengan negara Singapul-a dan Malaysia. 

Salah satu kasus penyelundupan yang banyak iegadi di Indonesia :ldalah 

Penyelundupan Barang bckas diantaranya adalah penyelundupan Baju 

bekas-'Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan 

menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak 

11ukum.oleh karena masalah ini rne~ljzdi salah satu sasaran pknkok dalain 

pelaksanaan tugas para penegak Iiukmn dan beberapa instansi terkait yang 

memiliki kewenangan dan peilgawasan atas pelaksanaan impos dan ekspor 

barang. Tindak pidana penyelundupan sangat ~nerugikan dan mengganggu 

keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat dari 

I '1 h1tp/a~w\~.Sungaikuantan.~om/20 1 OiO 1 /Sejr1t-~lk-dr1t~br1~/~1~~r1-rr.vli-Pc/irrt~ho,~r1.i02 
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Lampiran I No.23O/IVIPP/Kep~7/1997 tercantum baliwa barang yang di impor 

hat-us dalam keadaan baru dan barang gombal baru dan bekas dilal-ang.?" 

Karena begitu banyak kasus penyelundupan niembuat apal-at penegak liukum 

sempat kc\\-alahan dalam mcnghitung bbarang bukti sebngaimana kasus ) an3  

teljatli di Pekanban~ "Tim pembel-antnsan penyelundupan Mabes Poll-i 

ke~ralalian dalam mengliitung bat-ang b~lkti (BB) penyelundupan di Pekanbaru 

seberat 1 .SO0 ton. Saking banyaknya BB, penghitungan membutuhkan waktu 

sepekan ke depan.Direktur V Bareskriln Mabes Polri, Brigjen Hadi Atlnoko 

mengungkapkan ha1 itu dala~n perbincangan dengan detikcoln, Kainis 

(28/2/2008). Menurutnya, hari ini t i ~ n  Mabes Polri membongkar 20 truk 

tronton berisikan barang-barang selundupan dari Malaysia."Tim kita di 

Pekanbaru hari ini membongkar muatar, di 20 truk troton liasil 

penyelundupan. Bal-ang bukti di dalam truk itu kita a~nankan di gudang. 

Selalijutnya tiln akan memilah- 1nila1.i jenis barang sekaligus ~nengliitungnya. 

Sak~l ig  banyaknya BB. sampai saat ~ n i  kita belu~n mengliitung selul-uhnya." 

terang Hadi At~noko.Hasil pantauan detikcoln di lapangan. dua puluh truk 

tronton itu diparkirkan di depan Mapolsek Tenayan Raya. Pekanbaru. T I - L I ~  

tersebut. ditangkap saat tengah mengisi barang-barang penyelundupan dal-i 

tiga kapal yang ditangkap t i ~ n  Mabes Polri awal pekan lalu.Barang 

penyelundupan dari 20 truk tronton itu diamankan Mabes Polri ke gudang 

yalig tidak jauh dari Polsek Tenayan Raya. Dalam membongkar BB ini, 

setidaknya Mabes Polri menggunakan tenag buruh panggul sebanyak 20 
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orang.&amun di dalaln gildan5 ini. tidak terlihat anggota Polda Riau. 

Pengamanan bal-ang bukti diambil alih blabes Poll-i. Dal-i dalam truk itu. 

terlihat r ibua!~ BB jenis mobil-mohilan disusun di dalam gudang.St.lain iiu 

tel-lihar j u y  ~-atu.;a~l kal-ung bi!i plastik. ribuan guluns tekstil. scrta l-atus~ln 

kardus DVD playel-. Bal-ang-bnl-an: itu selnua milik mafia penyelunclup Xlam 

warga Pekanbal-u yang dibekuk Mabes ~ o l r i . "  

Salah satu kasus Penyelundupan terbesar adalah kasus Penyelundupan 

yang dilakukan oleh Alam" Mabes Polri terus mengembangkan kasus 

penyelundupan kelas kakap di Pekanba~u .  6 Orang telah ditetapkan dalaln 

kasus penyelundupan terbesar di Suinatera ini. Direktur V Bareskrim Mabes 

Poll-i. B r i a e n  Hadi A t ~ n o k o  mengungkapkan ha1 itu dalarn perbincangan 

dengan detikcoin, K a ~ n i s  (28/2/2005). Keenarn orang itu terdil-i dal-i, pemilik 

barang yakni Alam, tiga nakl~oda kapal yang rneinbawa barang elektronik dan 

gannen dari Malaysia masing-niasing ER, NA, dan ['AS. Sedangkan dua 

tel-sangka lagi bernisial NIK dan AS sebagai pcnghubung dnlam mafia 

pcnyelundupan ini. Saat ini kita baru menetapkan 0 orang tersangka. Namun 

demikian tidak tel-tutup kenlungkinan bakal ada tersangka lainnya. Kita masih 

terus mcngembangkan kasus penyelundupan terbesar di Pekanbaru itu," kata 

Hadi yang awal pekan depan be r sa~na  tim Mabes Pnlri akan ke~nbal i  lagi ke 

Pekanbal-u. Hadi A t ~ n o k o  me~ljelaskan, kini para telxingka telah dititipkan 

Mabes Polri di talianan Polda Riau. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 

penyelundupan UU No.1712006. Dalarn pratik penyelundupan ini, pihak 

" Ilctp: ~news.detik.co1n/read120081021281173437190165 1 I0;mabes-polri-kewalahan- 
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pemilik bnl-ang Alam yang dikenal sebasai 'pclillaraan' pel-\\~ii-a di  Polda Riau 

i i i i  ~ncmanupulnsi  manifest. Dalani knsils ini pcmilik bal-ang ~iit.ma~lil>ulnsi 

manifest. h,lisalnya. jumlnh barang yang rnc.1-cka datlll-kan ke lian!a lima unit. 

tapi 1nc11yatakan baran? ),ang mereka ba\\a c1ai.i '\Ial:qsia j u g  100 unit. Inila11 

c;II.:I-c;~I.;~ inel-eka clalnm meiakukan pcn!~clilniIi~pan." tcrang pel-\\,il-a yang 

menlimpin opel-asi pen~berantasan ~~en!:clundupai~ cli Pekanbasi~.Sumber 

dctikcom di Mabes Polri inenyebut. penyelundupan yang dilakukan Alam 

sudali berjalan sejak tahun 2005. Mulusnya pengusalia lokal ini tidak terlepas 

kal-ena dibekingi oknuln Polda Riau. Dalam aksi penyelundupan ini. A l a n  

lneniakai kaki tangan oknuln perwil-a tii Polsek Tenayan Raya. B ~ k a n  

~~el i iandangan yang aneh, bila selalna ini Alan1 bebas keluar masuk di Poltabes 

Peknnbal-u maupun di Mapolda Riau.Oknum pc:wi~-a di Polsek l 'enayan yang 

melijatii kaki tangan Alam, selalu menga~val  datangnya kapal dan  Malaysia. 

Setiap melakukan pembongkoran bal-ang-bal-ang pcnyelundupan di perail-an 

sungai Siak, pel-wira tadi mengintl-uksikan -1'1111 Busel- di Tenayan untuk 

mengawal barang dal-i pelabuhan yang selali.jutnya disimpan di gudang 

scbelali Polsek Tenayan Raya.Na~nuii demikian. Mabes Polri belum 

melakukan pe~nel-iksaan soal dugaan ketel-libatan oknuln perwil-a Polda Riau. 

"Kita belulu mengarah soal keterlibatan oknum Polda Riau. Beluln ada 

petunjuk ke  arah sana," kata Hadi ~ t m o k o . "  

Penyelundupan besar- besaran yang dilakukan A l a n  sangat merugikan 

~nenyebabkan Aparat penegak hukum dicopot dali Jabatannya" aneka barang 

'' 11ttp://news.det~k.com/read/2008 02 28 16532 1 190 1623!1O/mabes-polri-tetapkan-6- 
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dal-I Malaysia akhimya inerenggut jabntan clua p~mpinan Poll-i d i  tingkat 

sektol-. Jabatari Iptu At-dinal Efenc!i sebagai Kapnlsek Tenayan R a a  dlcopot. 

demikian lialnya AKP Seno Xryadi :ails ssebelumnya l~lenjabat Kapolsck 

t iP3 .  Xdalah Kapolda Riau Brizjen Pol D1.s Sutjiptadi yang mcncnpot duu 

anak bualinya, yang diduga 'terkait' kasus penyelundupan 1.800 t o n  aneka 

bai-ang dari Malaysia. Rabu (20:;) malam. 'l'inclak kejahatan yang mel-ugikan 

negara Iniliaran rupiah ini diduga kuat melibatkan jaringan Tjin Lam alias 

Alaln Gula alias Sien Han. Sikap tegas ini diarnbil Kapolda hanya dua ha]-i 

setelah Kabareskriln Mabes Polri Komjen Pol Bambang Hendarso melakukan 

inspeksi terhadap bai-ang bukti kejahatan kerali putill ini. Ketika itu Koni.jen 

Bambang tegas berjanji menyikat oknum Polri yang diprasangkakan, tel-libat 

sebagai beking penye1u:ldupan. Alasannpa, rasional. Gudang yang digunakan 

Inenampung barang, makanan, elektronik hingga spare part mobil hanya 

terpaut sekiiar 400 metel- dari Mapolsek Tenayan Raya. 

Kecurigaan Kapolsek -tutup mata' pun mengemuka, sehingga Ketua Fraksi 

Partai Keadilan Se.jahtera DPRD Riau, Nurdin AK lantang ine~idesak 

pilnpinan Polri lneninclak tegas oknum polisi yang terlibat beking di Bulni 

Lancang Kuning.Hasilnya. tak hanya Kapolsek Tenayan Raya, jabatan AKP 

Seno Aryadi tuiut inelayang. Memang, keduanya secal-a I-esmi baru 

dinonaktifkan dari kedinasan. Nalnun, tindakan tegas Kapolda Riau. 

setidaknya merniliki ~nakna  teramat penting dalam kerangka penegakan 

hukum di wilayah ~ i a u . "  
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Pada akhirn>.a Penyelundupan Slang dilakukan ole11 Tel-sangka Alam aparat 

peneyak Iiukuni tidak bica melakukan apa-apa karerla tel-sangka '\lam di 

\-onis bebas-' -4lani. Tet-ciakiva Penyelundupan Divonis Bebas Tjin Lam alias 

.-\lam salali satu  tcrc1aku.a pel-kara pen\,elundupan tel-liyata di\-onis bebns 

hakim tinggi. sctelali menyatakan banding aias divonis 1 taliun pcnjara. ?an2 

diberika~i linki~n cli PN Pekanbaru.Berdasarka11' berita dal-i Media Oiiline 

Riauterkini-Pekanba~u Terdakwa penyelundupan yakni Tjin Larn alias Alam 

yalig Ereberatan divonis 1 taliun pelijara di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru 

beberapa bulan lalu, akhimya te~tanggal  14 April lalu liakim Pengadilan 

Tiiiggi (PT) Riau berpendapat lain dan menyatakan bahwa terdakwa Tjin 

Lam alias Alan1 tidak terbukti secara sah dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

tidak dapat metnbuktikan d a k w ~ a n  maka terdakwa dibebaskan dari segala 

tuntutan hukum. Dalarn alnar putusan lnajelis liakim yang diketuai Maulia, 

dan dibantu dua liakim anggota yakni S-iofian b1, dan Gatot Suprayono 

mengatakan baliwa membatalkan surat keputusan PN Pekanbaru nomor 

2 lO,/PlD.B/2008/PN.PBR atas nama Tjin Laln a l ias  Alam selain itu meneritiia 

balidirig tel-dak~va. Selain itu barang bukti belupa surat-surat dokumen 

penting pribadi terdakwa dikembalikan kepada tel-dakwa. 

Selain itu Iiaki~ii Inengataka11 Calam sul-at putusannya nomor 

2 10/PID/09'?PTR tertanggal 14 April rnengatakan dalam perkara Tjin Larn 

alias Alatn baliwa JPU tidak dapat men~bukt ikan  dakwaannya dan tidak ada 

liubungan terdakwa dengan tiga kapal yang disangkzkan tniliktiya tersebut. 

Rabu (22/4). Keterangan Wakil Ketua PN Pekanbaru Guntur kepada 



I-iauterkini bal~\\ ,a  saat ini amar putusan 1,crl;nl-a pen!'elundupan atas nama 

Tjin 1-a111 alias Alam sudah tui-un dnri PT Riau clan dikatakan bahwa tel-dak~i-a 

ticlal; tcl-bukti secara syah dcln hakiln mem\:onis bebas terdakwa dal-i segala 

tuntutan h~ikum."Kita bal-u kc~nal-in m e n e r i ~ n ; ~  p u t ~ ~ s a ~ ~  dari hakim PT R i n u  

tcrkait pt-rknra penyelundupan tcrsebut d m  didalam surat tersebut hakim 

meinvonis bebas tei-dakwa Tj  in Lam alias Alam karena tidak terbukti." 

tcl-angkan Guntur kepada Riau terkini".14 Kasus Tjin Lam Alias Alaln adalah 

conto11 lemahnya penegakan h u k u ~ n  atas kasus Penyelundupan yang eukup 

besar menu~~jukkan  lemahnya Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan di 

Provinsi Riau. 

Kasus lain yang berhasil disidangkan ialah kasus penyelundupan gula 

oleh tersangka Sangker Saputra Bin Darussid tersangka Bahwa ia Terdakwa 

Sangker Saputl-a bin Darusid, p d a  hari Minggu. tanggal 06 Maret 2005 sekira 

pukul 05.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalaln bulan 

Maret 2005. bertempat di Jalan Rnya Lintas Riau-Sumatera Utal-a, Mecamatan 

Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ataupun setidaktidaknya pada tempat lain 

yang masih tennasuk di dalam i~lilayali hukum Pengadilan Negeri Dumai. 

telah mengeluarkan barang impel-t dari kawasan Pabeanan atau dari telnpat 

penimbunan belikat, tanpa pel-setujuan pejabat Bea dan Cukai dengan ~naksud  

untuk mengelakkan pembayaran bea masuk daniatau pungutan Negara lainnya 

dalam rangka import, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengall cara pada 

hari sabtu tanggal 05 Maret 2005 Terdakwa sebagai sopir Truck Hino warna 

~http:l/w~~~.riauterkini.com~politik.pl~p~?a~23936/20 April 2015120: 12 



liijau dengan No.Pol. B.4-0786-JY bellempat digedung rnilik H..AFRIZAL 

Ibelum tertangkap) tclali mcnga~igkut baralig i n i p o ~ t  berupa gula pasis pirail: 

mcrk Dab dengan cal-a iiicmuai gula tt.1-sebut kedala~n niobil !:111g 

clikemudikan Terclah\\ ~i sct?an!-ah 18(,dclal>a11 belas) ton atau se,juml:~li 

' i 
300(tign ratus enam pi~luh)ka~- i~ng. - -  

Penyelundupan h ~ k i i ~ ~ l ~ l l  Iial ynng asing u ~ ~ t u k  wilayali Indoncsi~i prig 

berbatasan langsuiig dcugan pel-airan tetangga, tapi sudah merljadi su11ibe1- 

pengliasilan bagi penduduk setempat. Upaya penanggulangan tidak bisa 

sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak liukum tapi juga perlu adanya 

kerjasa~na antara apal-at penegak hukuin dcngan masyarakat. Kesadasan 

lnasyarakat ini perlu diherikan contoh dengan solidnya hubungan antar aparat 

penegak huku~n  yaitu mulai dali polisi, jaksa, salnpai hakiln di pengadilan. 

Berdasarkan faktn-fiikta diatas penelitian ini lebih jauh akan meneliti 

pel-soalan penyelesaiali penegakan liukum pidana terliadap tindak pidana 

penyelundupan di Provinsi Riau.Upaya implementasi d a l a ~ n  penanggulangan 

tindak pidana penyelundupan tidak bisa sepenulinya menjadi tugas dari aparnt 

penegak hukum tapi pcrlu ada kerjasama dan kesadaran dari ~nnsyarakat. 

Walaupun aparat bekerja k e n s  sepel-ti adanya patroli baik didarat maupun 

dilaut jika tidak ada kcsadaran dari masyarakat ~ n a k a  penyelundupan akan 

terus ada perlu di sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara 

~i~enanggulangi kqjahatan terhadap penyelundupan yang banyak merugikan 

negara. 



Besdasark3n lata. belakang masalali diatas. dnpat dit-u~iiusk;ln 

1 Bagaimana pc~lesahan hukum Pidana tesliadap tl~ltlak p ~ d a n a  

pen)ieluiidupan c l i  PI-opinsi Riau ? 

2. Bagaimana Implcmentasi penegakan hukuln Pidana tesliadap tindak pidana 

penyelundul~an di Propinsi Riau ? 

3. Faktos apa yang ~lienyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan di 

Provinsi Riau '! 

C. Tujuan pcnelitian 

1 .  Untuk mcngetahui penegakan hukuln Pidana teshadap tindak pidana 

penyelundupan di Propinsi Riau. 

2. Untuk ~nengetaliui iniplementasi penegakan Iiuku~ii Pidana terhadap 

penyelundupan di Propinsi Riau. 

3. Untuk iiiengetaliui Faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan di 

Provinsi Riau 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis da11 paraktis, adapun manfaat dari 

penelitian iiii adalah : 



I .  Secara teal-it is 

blanfaat penelit~an ini sebaga~ hallan atau data Inforniasi di bidang 

llmu liukum khususn!.a Pidana hlii~xus clalaln kasus Penyelundupal~. 

Pi-o\-insi Kiau.Bngairnana ~iioclus ope]-nndi yang dilakukan oleh 

pen\lelu~idup. Bagaimana I'roscs Pcncgaktn Hukutil Pidana terhadap 

Pcnyelundupan cii PI-ovinsi Riau. 

2. Secara Praktis 

Manfaat penelitian ini secal-a Praktis ~neiuberi bahan inasukan bagi 

Pernetintali Provinsi Riau dan Aparat Penegak Hukuln serta 

lnasyarak at ~nengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap 

peng/eluiid~~paii di PI-ovinsi Iiiau. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pemeriksaali pang telnh dilakukan oleh peneliti dan tenaga 

administrasi di Sekretariat Pasca Satjanri Fakultas Hukuln U~iiver-sitas Islam 

Indonesia. Diketahui baliwa penelitian telltang Aspek Penegakan Huku~n  

Pidana Terliadap Peliyelundupan di PI-ovilisi Riau, beluln penla11 dilakukan 

dalarn pendekatan dan perunlusan ~nasalali yalig sama. 

. - 
Jadi penelitial~ ini adalah asli . kal-cna sesuai dengan asas- asas 

keilmuan, yakni jujur:rasional: objektif dan tel-bukd transparan. Sehingga 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara Ilmiah dan 

terbuka atas masukan dan kritikan s e ~ t a  saran- saran yang sifatnya 

membangun untuk penulis di lnasa yang akan datang. 



F.Kerangka Tcori  dan Konsepsi 

1 .  Kesangka rcol-i 

Teori- tc.01-i !-an: rnc~lcc~bn mrnguraikan Aspek Penegakan 1-lukum 

Pidanx. I'ccjr.i i Kllu.;a.; tcr1tnilS ke!aliatan Pcrl!-sl~~ndupan.l'~-osi..; 

Penegakan ttuhirm olch -4p;1r.ar Penezak Hukurn brsupn tugas: pokn!i i r ~ a ~ - a r  

penegak I ~ u k u ~ n .  !'el-arur-an ; ~ ~ l g  mel iy tur  ~nasalali Kepabeanan Kl~ususl~\;a 

Penyelundupal~. 

Penegakan Iiukirm rneilul-ut Bambang Poernomo adalah "Pelicgakan 

hukum pada umumnya dinrtikan kegiatan memerlukan ketentuan hukum 

d a l a ~ n  wilayah negara. Scllubungan deligan pengertian yang demikian itu 

berarti penegakan liukum pada umumnya perlu diperluas sesuai dengan 

pandangan dan teori tcntang kedaulatan negara yang dikembangkon oleh 

kolivensi atau hukum ilitel-nasional".?" 

Peliegakan hukurn mcnurut Soesjono Soekanto adalah "Pcncgakan 

hukum tel-letak pada mellyesasikan kegiatan pada nilai-nilai ynng tesjabarkan 

didala~n kaedali-knedah yang mantap dan meng,ejawnntaiikan da1.i sikap 

tindak sebagai snngkaian peijabaran nilni tatlap akliir untuk menciptakan, 

rne1neli1ia1-a dan riienipe~tahankan perdamaian hidup"." 

Teori Ksiminologi tentang Kejaliatan pe~iyelundupan 

Belyijak pada kedua aturan hukum positif penegakan liukum pidnna di 

lndonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara ber-salliaan. yakni 

26 Banibang Poemorno. Pokr tlosol Teal-i-Asus Ut71~rnt H~rk~rrn ..lc.tr~.tr Pi(lt117o t/otr 
Penegakcol H~rkirrti Pitltrnc~. Liberty. Yogyakarta, 1993 11ln1. 38 

17 Ba~nbang Poeniomo, Ftrktor-,falitor Yclng Men~pengcrr.uhi Pe17egtrlitr11 Hrrktrnr. Iiaja\vali 
Pers, Jakarta. hlm.2 



sistem pencgakan h u k u n ~  pidana seccira l)i ti.!-cnsiasi Fungsional dan 

Int~-t.g;i!ccl Criminal Jusrice System. 3,lt.ngapa dcmikian. ka re~ la  pada 

st~-i~ktul-~~!-a. penegaknn hukum pidana I11clo11e3ia dari I I L I I U  ke liilir ditangani 

Icnihaga !a113 hcsciiri :;enclil-i sccal-a tcl-pisall cl;!ii 111cmpunyai ti131.;  sel-tn 

\\.e\\cnangli!..a masing-masing. ;Misal~~!~a ~~~~i!.cliclikari dan pe~i!-icliknn 

ctilakukan oleli Kepo l i s i a~~ .  penuntutn~i ciilakukan ole11 Kejaksaan. dan  

pemeriksaan persidangan beserta putusan n ~ c ~ l j a d i  cunggungjawab dari hakim 

yalig berada di baivah naungan Mahkamali Agung. 1-la1 tersebut yang ~ilenjadi  

sebab Indonesia dikatakan Inenganut s i s ten~ Difcrcnsiasi Fu~igsional.  Namun 

apnbila ditilik dari proses kerjanya, teniyata se~i iua  lembaga tersebut bekerja 

seem-a berkelal?jutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan 

Kejaksaan ~nisa lnya ,  ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan 

Iiicnyusun Berita Acara Pe~neriksaan yang nantinya merijadi dasar  dari 

Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sc111enta1-a itu. ada juga proses 

yang dinamakan pra penuntutan. yakni kctika bel-kas dari Kepolisian 

dianggap belum lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleli Kejaksaan, 

lnaka berkas tersebut dikembalikan kt. Kepolisian untuk dilengkapi disertai 

dengan petunjuk dari jaksa yang b e l - ~ a n ~ k u t a n . ' ~  

'' Adrie Primera," Indonesia don Sisr in~ Pe17egrrktrn I-tl~llkirn~ Pidrrna" terdapat dalanl 
http:iia1saindonesia.org/sitelindonesia-dan-siste111-penega kan-l1ukun1-pidanal 



Bagian Konsepsi ini akan dilclaskan hal- ha1 l a n g  berkenaan dengan konscp 

! ang  ciigunakan oleh pcnclit i dnlam pcnul isall Tcsis ini. Konsep mcnjacti 

hagian penting dari penulisan suatii tcnri 

G. I'injauan Pustaka 

I .  Tiiijauaii uinum  tent:^^^^ Iml~lcmentasi I'cncgakan hukum Pidana 

I~npleinentasi maksudn-a  adnlali Pi-oscs i lntuk memastikan terlaksananya 

suati! kebijakan dalam ha1 ini aclalali pencgakan hukum pidana inaksucin>,a 

adalah bagaimana praktek pelaksanaan Undang- undang yang ada dalam 

hukum pidana diterapkan dimulai sejak proses penyidikan, pcnuntutan. proses 

pemel-iksaan perkara dipengadilan sampai dengan pelaksanaan putusall 

perkara oleh hakim. 

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum Terletak pada kegiatan 

~nenyerasikan liubungan 11ilai-nilai yang telllabarkan didalam kaidali-kaidali 

yang mantap dan mcngejcwantah dal-i sikap tindak sebagai I-angkaian 

pei~jabaran nilai tahap akllir. untuk menciptakan, memeli1ia1-a dan 

inempertahankan perdamaian hidup".'" 

Menurut Undang- Undang Republik Incionesia Nolnor 8 Tahun 1 OS 1 

tentang Hukum Acal-a Pidana didalain ketentuan umum yang dimaksud 

penyidikan adalali" serangkaian t indakan penyidik da la~n  ha1 dan 1nenu1-ut 

cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari sei-ta 

19 Soe jono Soekanto, Fakro~-~lirk~or~~:cir~g nlmlpengar.~rhi Penegakan Hirb(ri~. Raja\\.ali 
Pers, Jakarta, 1983, hl1n.2 



mengumpulkan bukti !-an? denyan bukti itu melnbuat tel-an2 tcntang tindak 

.. :I, 
pidana yang tel:i:~cti cl ;~rl  suns mcnemukan tessangkan~a : 

Penuntutan ad;~l;rll - -  Tindakan Penulltut umuln untuk ~nclilnpillikai~ 

pcskasa pidana h;cpc~~g:~tlilan ~lcgcsi prig ~CI- \ \ - cnang  dalam 1121 cl;111 InenLIsut 

cars yang diatur tlalam Illldang- undang i11i clengan pa-lninraan supaya 

. . I  I 
dipesiksa dan diputus Ilakim diGdang pen~adl lan  . 

Praperadilan adalah.' W e ~ r e n a n g  pengadilan ncgesi untuk ~nernel-iksa dan 

memutus menurut cam yang diatur dalam Undang- undang ini yang diatur 

... -7 

dalaln undang-undan? ini 

Putusan Pengadilan adalali" Putusan pengadilan pelnyalaan hakiln yang 

diucapkan dalain sidang pengadilan terbuka, yang dapat besupa pelnitlaan atau 

bebas atau lepas dasi scgala tuntutan tiukum dalam lial sel-ta menurut cat-a 

7 7 

yang diatul- dalam undang-undang ini":" 

Perbuatan Piclana m e n u ~ u t  Moeljatno odala1i'- Perbuatan !;any dilal-ang 

oleh suatu pel-buatan hukum, larangan mana disertai ancaman ( sanksi) ynng 

berupa pidana tel-tentu. bagi basang siapa yang mela~iggar larangan dan 

diancam pidana. asal s~lin dalam pidana itu diingat baliwa lai-angan ditu-iukan 

pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau keiadian yang ditimbulkan oleh 

kelakuan ora i~g)  sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada 01-ang yang 

.:[I KUHAP.  Kiitrh L'iltltr17y- rrilticrilg Hrrkrri71 .4ctri.tr Pititrna; Penzrbir Karya Arida. 
Surabaya, canpa tah~tn.  tiIm.3 

3'  Ihid 
32 Ibid: l~/lll .  4 
" Ibid; hlm.5 
34 Ascrs-crscrs H I I ~ L O I I  Pidon~i, Binu Aha)-a ,  J(rknt-tcr, 1993,Ali7l.33 



2 .  Tir~!nua~~ U m u ~ n  tentang pel1 ye1 ut~clupa~i 

Sc.laniutn!a. clala~n praktek pen~.sli~~lclupan d i k a ~ ~ g o ~ - i k ; ~ i i  ~iietljadi dua jenis 

1-ai~u: 

1 ) Pcn\t.lundupan tisik. !.aitu rncllgjilll>or- ;I~;ILI ~ncligekspol- bat-an?- 

bal-an2 atau mencoba nicngi~npo~-  arau r i i c r ~ ~ c . h s ~ ~ o ~ -  bnlang-bal-aug 

yallg tidak dilengkapi clengatl clokumcll, !.ally sail. 

2 )  Pcnyelundupan administratif adalali pcmasuhan atau pengeluar-an 

barang-bal-ang yang lengkap dokumcn-doki1111c1111ya dan melalui 

instansi-instansi dan pelabuhan I-esmi. tct:~l?i clata-data yang tertulis 

dalam dokumen atau yang dilapol-kan ticlak scsuai dengan kenyataan 

yang sebenamya. Ada kcmungkinan te~jadi pcrhcclaan jumlah kualitas 

7 - 
tnaupun harga"." 

Petugas penyidik dalam penyclundupan clalam pasal h Undang- undang 

Nomor 8 Tahun 1984 tentang Ilukum acal-a pitlana j o  pasal I12 Ayat 

( 1 ) Ut~dang- undang No. 17 Tahun 2UOh ;~tlalali: 

I ) pejabat polisi negara Republik Indonesia 

2 )  pejabat pegawai negeri sipil tertcl~tit tlilingki~nga~i Direktorat Jendral 

Bea dan Cukai yang diberi \i.e\venang k l ~ i ~ s u s  scbagai penyidik Khusus 

sebagai penyidik untuk melakukat~ tindak pidana dibidang 

tentunya Indonesia merniliki suatu badan di bawah Kernentellan 

Keuangan yang khusus menangani masalah impor ekspor barang, yaitu 

35 A. Hamzah, DeliX-pen~,;elrrndr~p~~tl. Akademikn Pressindo. Jakarta. 1988.Hlm.8 
'"aharudin Lopa, Tindak Pidana Ekononli. Pranadya Paramila. Jakarta, 1990,hln1.38 



Bea dan Cukai. Direktorat Jcndernl Bea clan Cukai sehagai unit 

pelaksana tugas poiink dan fi~nysi Kementerian Keuangan terutama di 

witayah kerja f ' t - ~ > ~  insi Riau. Kantol- Pcnga~vasari dan Pela!.aiian Uca 

dan Cukai Tipc J l a d u  Pabca~l B Pek;llil~a~-u dillal-apkan niampii ~ l l i r u h -  

melijalankan tiiga.; pokok dan fungri 1cr.scbut tlemi terwujutlrl~,:~ \,isi 

dari bea dan cukai yaitu mcl~jadilian adnlitlistrasi kepabeanan dan 

cukai dengall standar intcrnasional dan mampu menjalankan misi yaitu 

mengamankan hak keunngan Ilegara. memfasilitasi pel-dagallgan. 

mendukung industri. dan lnelindu~igi n~asyarakatdari barang - bat-ang 

yang ~nasuk  dan keluar dat-i wilayali 11,donesia.'~ 

Pengertian penyelundupan terdapat dalaln pasal 1 Avat (,2) 

Keputusan Presiden Presiden Nornor- 73 taliun 1967, yang berbunyi 

-'Tindak pidana penyeluiidupan adalah tindak pidana yang 

berhubungali dcngan pengelual-an bat-ang atau uang dar-i Inclonesia 

keluar negeri(ckspor) atau pemasukan barang atau uang dar-i lual- 

negeri ke Indonesia(impor). 

Penyelundupan diartikan sebagai ti11dakan'- meligimpol--'. 

Mengekspor. tiiengantar pulaukan dengan tidak lnelnenuhi tbmialitas 

- -  3 s  pabean (douanefomialiteil~)ya~~g ditetapkan oleh Undang- undang . 

Adapuli dasar hukum masalah kepabeanan adalah: 

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang telah 

diadakan perubahan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2006 
--- 

37 http:llortax.nrg!or1as~~27 Maret 20 15: 15: 25 
j8 Sou fnir Ch ibro, P e ~ ~ g t r ~ ~ ~ r l t  Ti17tl~iX. Pi(/on(i Pen):el~in(lup(in Te,-/~rr(lty, 

Pembangunan, Sinar Grafika Jakarta. 1992, Hln1.3 



3. Kej1utus~11 I'1cntc1.i Keuangan No. 6 15 Kh11K04, ,004 tanvgal -- 30 

Desembcr- 7004 tcntnng tata laksana Irnl~or Sementara". 

4.  Peratusan Pc.mcrint:rli Rcpublik Indonesia Xornol-10 Taliu~i 20  17 rclitang 

Peslakuan I . ;cp;~bc. .a~~a~~ Pe~pajakan d;ln C'ukai scrta tata T.;lhs;~n:~ 

pc11iasul;an dan pcllyc.luaran bar-any ke dan dar-I set-ta bet-ada dl !id\\ ;isan 

yang telah tlitetapkan sebagai kawasan Perdngangan bebas dan 

pelabui~an bcbas 

Adapun tata laksalla Kepabeanan di bidang Impor dan Ekspor acfalah 

Tugas: "' 
Merumusuan sel-ta lnelaksanakan kebujakan dan standasisasi teknis di 

bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Mentel-i Kcuangan dan berdasarkan peratul-a11 pel-undang- undangan 

yang berlaku. 

Fungsi : 

Penyiapan pcrumusan Kebijakan depal-te~iiell keuangan di bidalig 

kepabeanan Kepabeanan dan Cukai: pelaksanaan kcbijakan di bidang 

Kepabeanan dan Cukai; penyusunan dan standar. nornu. pedoman, 

kritel-ia. dan psosedur di bidang kepabeanan dan Cukai: pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai. 

Prosedul- Mepabeanan di bidang ilnpor men~punyai  dasar hukum :'"I 

DASAR HUKUM 

.?> http::i'bni~consultin~.co.id/tatalaksamkmbemm 39 April 20 15 
'" 1 bid 



1 .  UC Nomos 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. sebagailnana telat~ 

cliubali dengati L'L' Nomos 17 Tahiin ?OI)G: 

2 .  Kep. Mcnkeu No. 153 KiL1 Ii.04 2002  tcntang Tatalaksana Kepabeanan 

di Bidan9 Impos. sebagnimann tclitli bcbesapa kali diubah tel-nkhir 

dengan Kep. A~~leiikeu No. 1 13 I;>:IK.01 1003:  

3 .  Kep. DJBC No. KEP-O7:BC'3003 tcntang Petunjuk Pelaksanaan 

Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beber-apa kali 

diubah terakhir detlgan Peraturan DJBC No. P-06/BC:2007. 

Pengertian Kepabeanan adalall : 

Kepabeanan adalah segala sesuatu ya!lg berhubungan dengan 

pengawasan atas lalu Iintas bat-ang yang masuk atau keluar daerah 

pabean setta pernungutan bea masuk dan bea keluar. Bea hlasuk adalah 

pungutan negara besdasarkan undang-undang i t l i  yang dikenakan 

terhadap bat-ang yang diimpc)t-. Bcn Kcl~tas adalah pungutan negal-a 

bet-dasat-kan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang 

PENGERTIAN DAERAH P A B E A 3  

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang tneliputi 

wilayah darat: perairan dan I-uang udara di atasilya, serta tempat-tempat 

4 '  Ibid 



t e ~ t e n t u  di Zona Ekononii Eksklusif dan landas kontinen >-any i l l  

dalamnya beslaku undans-~int l ;~ng ini."' 

PENGERT1.41 tiA\\'.\S.-I\ P.-IBE.AN 

Kan.asan pabca~i  adalali ka\ \asan dengan batas-batas t t ' r te~lt i~ i l !  

p e l ahu l i a~~  l a ~ ~ t .  ha11da1. uclal-a. atau tempat lain yang ditetapkari ur~tiik 

lalu lintas I>arany > a n y  scpttnuhnya besada di ba\\.ah pcngaii-asan 

Direktol-at Jendel-al Bca clan ~ u k a i . ~ '  

PENGERTIAN IMPORT 

Impor adalah Kegiatan memasukan barang k e  dalaln Daerah Pabean. 

Barang yang dimasukkan ke daIaln Daerah Pabean dipcl-lakukan 

sebagai barang Impor (inn tesutang Bea Masuk. 44 

P E M E N U H A N  BEA MASUK 

Pe~nenuhan  kcwii-iiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat 

lain yang disaniakan tlengan kantor pabean dengan mcnggunakan 

pe~nberitaliuan pnbcan. 

Dilihat dari kendaan geogratis Negara RI yang demikian luas (Ian 

merupakan ]legal-a kepulauan. ~ n a k a  tidak ~nungk in  m e n e ~ ~ ~ p a t k a n  

pejabat bea dan cukai di sepa~ijalig pantai untuk menjaga agar  semua 

barang yang dimasukkan kc  atau yang dikeluarkan dari dael-ah pabcan 

meinenulii kete1:tuan yang telah ditetapkan. Oleh  sebab itu. ditctapkan 

'' lbid 
"' lbid 
"" lbid 



bahu.a pen~enuhan kenlajiban pabean han ya dapat (ii lakukan di kantor 

-I ; pabcan. 

I'F.\GERTIAN IMPORT U N T U K  DIPAKXl 

lmpoi- urltiik dipakai adalah: Memasukka~l h;l~-ang kc dalnm Daerah 

I'ahcan tlengan ti~juan i~n tuk  dipakai: atau J;l;lern;~si~kkan bai-ang ke 

dalam Daci-ah Pabean untuk di~niliki atau dikuasai oleli orang yang 

bcrdomisili di Indonesia. 

PEMBERITAHUAN PABEAN 

1 .  Pemberitaliuan rencana kedatangan sarana pengangkut (BC 1 .O) 

2. Pernberitahuan kedata~iganlkeberangkatan sal-ana pengangkut (BC 1 . l )  

3.  Pemberitahuan barang l ~ n p o r  yang diangkut lanjut (BC 1.2) 

4. Pemberitaliuan pengangkutan barang asal c!ae~-ah pabean dari satu 

tempat ke tempat lain nielalui luar daerah Pabean (BC 1.3) 

3. Pembcritaliuan Impor barang (BC 2.0) 

6. Pemberitahuan impor barang tertentu (BC 7.1 ) 

7 .  l'cmberitaliuan ilnpor barang penurnpang atau awak sarana pengangkut 

(BC 2.2) 

8. Pe~nberitaliuan pengangkutan barang l~npor;Ekspo~- dari satu t e~npa t  ke  

tempat lain d a l a ~ n  pengawasan Pabean (BC 2.3) 

9. Pengeluaran barang Impor dari TPB ke DPlL (BC 2.4) 

10.Pemberitaliuan pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat 

(3.5) 

'' lbid 



1 1 .  Pemberitahuan Ekspor barang (BC' 3 . O )  

Berikat (BC 4.0) 

I'cmberitahuan 11npo1- barall2 ( P I B ) .  clibuat denyan ~nodul  1111portir~ PPJK 

1 .  Illvoice 

2. Packing list 

3. Bill of  lading 1 Air way Bill 

4. Polis Asuransi 

5 .  Sukti bayar BM & PDRl (SSPCP) 

6. Surat kuasa, jika pemberitahu PPJK 

Bea masuk tidak dipungut 

Atas barang yang dimasukkan ke Daerali Pabean untuk diangkut tcl-us 

atau diangkut la~ijut ke luar dacrah Pabean 

PEMBEBASAN BEA MASUK 

1 .  barang perwakilan negal-a asing bescrta para pejabatnya yang bertugas 

di I~ldo~lesia berdasarkan asas timbal balik: 

2. barang untuk keperluan badan inten~asional beserta pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia; 

3. buku ilmu pengetahuan; 



I. bal-ang ki1.1111;ln hadiali.hibah untuk keperluan ibadah nntuk ii~iiu~ii. 

a~nal .  sosial. kehudayaan atau untuk k e p a l t i ~ i p i  p c ~ ~ a i ~ ~ g u l a ~ ~ g a ~ i  

be11ca11a alam: 

5 .  baran: i ~ n ~ i ~ k  k t ' j ) ~ ~ - I i ~ ; l i i  Inuseuln. kebun binatany. clan icmpar I ; l i l l  

semacam itu !.alig terhuka untuk ulnum sel-ta burang untuk koiise1.\-asi 

alam: 

6.  barang untuk keperluan penelitian dan p e n g c ~ i ~ b : ~ ~ ~ y a n  ilmu 

pengetahuan: 

7. barang untuk keperluan khusus kau~n  tunanetra dan pcnya~idang cacat 

lainnya; 

8. persei~.jataan. amunisi. perlengkapan militer dan kepolisian. t e ~ ~ n a s u k  

s u k ~ ~  cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pel-tallanan dan 

keamanan ncgara: 

9. barang dan balian yang dipergunakan untuk nienghasiikan harang bagi 

kepei-luan pertahanan dan keamanan negara: 

1O.barang co~itoh yang titlak untuk diperdagangkan; 

1 l .peti atau kcmasan lain yang be]-isi jenazah atau abu jena/,uli: 

12.barang pindahan: 

13.barang pribadi penurnpang, awak sarana pengangku:. pelintas batas. 

dan basal12 kiriman sampai batas nilai pabean danlatau j u ~ ~ i l a h  tertcntu; 

14.obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah 

yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; 



1 5.ba1-an: ya~ ig  telali diekspor untuk kepcsluan pel-bai kan. pengerjaan, dan 

I O.b;~l-u~ig !.ang telali diekspor kemudian diimpol- kcnibali daiam kualitas 

\ ang  sarna dengan kual itas pada saat dickspor: 

I ?.hallan tenpi nianusia. pengelompokarl dal-ah. clan h:~lian penjenisan 

lasingan. 

PEMBEBASAN atau KERINGANAN BEA MASUI*; 

I .  barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri 

dala1.11 I-angka penanaman modal; 

2. mesin i~rituk pembangunan dan pengembangan industi-i; 

3. Garang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan 

iiidustri untuk jangka waktu tertentu; 

4. pel-alatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran 

lingkungan; 

5.  bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri 

peltanian. peternakan, atau perikanan: 

0. liasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telali 

mendapat izin; 

7. harang yang mengalami kerusakan, penurunan ~nutu ,  kemusnahan, atau 

penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke  

dalaln daerah pabean dan saat diberikan pel-setujuan ilnpor untuk 

dipakai; 



8. barang oleh pemerintah pusat atau pemenntah daerah yang ditujukarl 

untuk kepentingan umum: 

9. barang untuk kepel-luan olaliraga yang diimpor oleh induk or~anisasi  

olahraga nasional: 

l0.barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan 

pinjamau danlatau hibah dari lual- negeri; 

1 l .barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain 

dengall tujuan untuk diekspor. 

FASILITASIKEMUDAHAN 

1.  Pre 1Votification I Pembel-itahuan Pendahuluan 

2. Trucklossing (hanya untuk impol-tir jalur prioritas) 

3. Pembayaran Berkala (lianya unt uk i~nportir jalur prioritas) 

4. Rush Handling 

5. Pengeluaran barang dengan penangguhan peinbayarail BM 8r PDRI 

6. Pembongkaran & penimbunan barang impor di gudang iinportir 
- - - . - . . . . . - . 

~ - .~ . ~ - ~ -  . - ~  . - . - -  - -  ~ . - . . ~. .. 

7. Pemeriksaan barang i~npor  di gudang importir 

8. Pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan 

PIB 

9. PIB Berkala 

10.Returnable Package 

PERIJINAN I TATA NIAGA 

Jenis : 



1 .  Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK.  Melekat kepada 

objek (barailg) misalnya barang bukan barn (bekas). senjata api. barang 

~vaj ib  periksa kru-antina. ~nakanan dan obat-obatan 

7. Peri-jinan dilampiskan pada saat pengajuan PIB 

3. Barang impot- . hanya dapat diberikan izin pcngelunran setelah 

mendapatkan pel-ijinaili persetujuan dari instansi teknis terkait. 

Adapun bentuk/wujud penyelundupan dengan memperhatikan 

perundang-undangan yang ada dan kasus-kasus penyelundupan yang 

terjadi, maka penyelundupan dapat terjadi dalam ha1 impor. ekspor, dan 

inter-insuler, sedangkan terjadinya dapat ~nelalui  laut, udara dan darat. 

Dapatlah dicatat beberapa kasus-kasus (bentuk-bentuk) penyelundupan 

yang sudah pe171ah terjadi, lnaupun yang mungkin akan terjadi kelak 

sebagai berikut:'" 

1. Penyelundupan impor/ekspor melalui laut 

a. Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang salna sekali 
.. - - - - -. - - - -- - - .- - .. .. ~- - - - . . - - . . - -. - . - 
tidak ~nemakai dokulnen, biasanya perbuatan de~nikian dilakukan 

dengan tidak lnelalui instansi resnli dan pelabul~an I-esmi tetapi 

dilakukan di pantai-pantai (sungai-sungai) tel-tentu dan s e ~ i n g -  

sering dilakukan pada waktu malam hari. 

b. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang tidak melalui instansi- 

instansi resini tetapi melalui pelabuhan resmi, dengalan tidak 

memakai dokumen-dokuinen, atau memakai dokumen-dokumen 

41, Bahan~ddin Lopa. Ti'nr1u.k Pidnno Ekononli Pen~bcrhtrstr~r fintkrk Pitlcr~m 
Per7~yeluntl~y~rr)7. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1984 Cetakan Ke 2. Hlm. 93 



tetapi dokumen-dokumen Fang tidak sempurna. Biasanya 

perbuatan demikian dilakukan ole11 atau dengan bantuan oknum- 

oknurn tertentu yang secat-a latlgsung maupun tidak l a n g s u n ~  

menyalal~gunakan kekuusaan a n :  ada padanya, tidak 

mengindahkali petunjuk-petunjuk petugas Dnvane di pelabuhan 

yang akan lnemeriksa barang-bal-ang yang dibawanya. Petugas- 

petugas Dovane biasanya berusalia untuk memenksa, tetapi tidak 

diindahkan oleh oknum-oknum yanz bersangkutan. 

c. Pemasukan atau pengeluaran barang-barang melalui instansi- 

instansi resmi dan pelabuhan-pelabuhan reslni dengan ~nemakai 

dokumen-dokumen yang diperlukan, tetapi seluruhnya atau 

sebagiannya yang tercatat dalam dokumen-dokumen itu, tidak 

sesuai dengan kenyataan barang atau harga barang. Pada kasus ini 

terjadi manipulasi kuantitas. misalnya da la~n  dokumen tercatat 100 

koli, kenyataan barang 150 koli atau manipulasi kualitas yaitu 
.. ~~ . . ~. ~ . ~ ~ .  - - - - - -  ---- - . -. -- . . . .... . _  - _ - -- 

dokulnen tercatat kain-kain polin kasar tetapi kenyataan barang 

adalah kain-kain wool. Ada kalanya juga tercatat da l a~n  dokumen- 

dokumen PU (AA) atau i~ivoerpas adalah obat-obat nyatnuk tapi 

kenyataan barang adalah gelas-gelas lux yang mahal-mahal. Dan 

seperti pernah disinyalir di pelabulian-pelabuhan besar di Indonesia 

(Jakarta, Medan, Surabaya, dan lain-lain) telah sering-sering 

diselundupkan juga obat-obat bius dan barang-barang berbahaya 



laiilnya. padahal dalam dokumen-dokumennya tercatat roti atau 

Pelanggal-an nonna hukum y u n ~  ditafsirkan atau patut ditafsir-kan sebagai 

perbuatan yang merugikan. meujcngkelkan dan tidak boleh d i b i a r k a ~ ~ " . ~ ~  

Dari pengeltian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelu~ldupan tennasuk 

pelanggaran nonna huku~n dimana telah merugikan negara dengan 

berkurangnya pendapatan negara dalarn Bea dan Cukai. 

3.Tinjauan umum penyelundupan dalam persfektif kriminologi 

lstilah Kri~ninologi pertanla kali digunakan oleh Rnfi-rele Garofalo pada 

tahun 1885 dengan narna ~r imil~ologia" .~ '  Sekitar waktu yang sama. 

antropolog Perancis Topinard Pnulus juga menggunakan Istilah Prancis 

Criminogie untuk maksud yang salna dengan ~ o r o f a l o " . ~ ~ '  Kriminologi 

berasal dari bahasa iatin Crimen: dan Yunani iog ia )  yang menunjuk pada 

studi Ilmiah tentang sifat. tingkat, penyebab dan pengendalian perilaku 

Kriminal baik yang terdapat dala~n lndividu maupun dalam Kehidupan 
. . ~  .. - 

~ -~ ~ -- . . . . . 
~ ~- ~-~ ~. . ~- ~.. - 

Sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dengan demikian, cakupall studi 

Kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi 

bentuk, penyebab, konsekwensi dari Kejahatan, serta reaksi sosial 

terl~adapnya, tennaslik reaksi lewat peraturan perundang- undangan dan 

Kebijakan- kebijakan pemerintah di berbagai bidang. i r 5  1 

47 l b ~ d  hlm. 93-94 
48 Soejono. D. P~.nor~ggiiltirlgti~t fijohnton. Alumni. Bandung, 1976.hlm 8 
49 Indah Sri Utari, Alirvr11 dtin Tvo1.i dtrlcinl KI-inlinologi. Thafa Media. Yogyakarta. 

2012 hlm 1-2 
Ibid 
Ibid 



Olel: kal-cna cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, 

meti>.t.babkr~li ktiminogi menjadi sebuali Kajian Interdisipliner terhadap 

kej~~li~itan.  Kt-ilninogi tidak berhenti pada desklipsi tentang pel-istiwa dan 

bentul;. Balihan kri~ninogi J u g  mengkaji upaya penycnclalian kejahatan baik 

fnl-lnnl maupun Informal. baik reaksi pemenntali niaupun I-eaksi masyarakat 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kriminologi 

adalah disiplin Illnu yang berdasarkan studi Ilniiah mempelajari sifat, 

tingkat, penyebab dan pengendalian perilaku Kri~ninal baik yang terdapat 

dalnm Individu maupun dalam Kehidupan Sosial, budaya, politik dan 

ekonnmi. konsekwensi yang akan diterima dari segi sosial lnaupun 

peraturan perundang- undangan yang berIaku.dengan cakupan yang begitu 

luas maka Unsur Kejaliatan Ekonomi yang ada pada penyelundupan juga 

mencakup ob.jek studi Kriminologi. 

Adapun tujuan memepelajat-i kriminologi adalah : 
- . . . ~ ~ .  - -  ~ . -~ . - . - --- _ . .  .. ~ 

I .  Tujuan secara U~nutn adalah untuk tnempelajari kejal~tan dal-i berbagai 

aspek. seliingga diliarapkan dapat memperoleli pemaliaman mengenai 

Fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secat-a Konkl-it untuk : 

a. Bahan masukan bagi pembuat Undang- undang ( pembuatan 1 

pencabutan Undang- undang). 

'' lbid 



b. Bahan masukan bag1 aparat penegak hukum dalam proses 

penegakan huku~n clan pcnceyalian kejahatan nonpenal terutama 

Poll-i. 

c. Memberikan Infonlinsi liepada semua instansi Agar melaksanakan 

fungsi- fungsi yang tlicmhannva secal-a konsisten dan Konsekwe~i 

untuk mencegah te~jadi kepilatan. 

d .  Membe~ika~i  infomiasi kepada perusaliaan- perusahaan untuk 

~nelaksanakan pengamanan intenial secara ketat dan teridentifikasi 

serta melaksanakan fungsi sosial dala~n area wilayah perusahaali 

yang mempunyai fungsi pengalnanan eksternal untuk mencegah 

terjadi kejahatan 

e. Mernberikan infonnasi kepada masyarakat pemukiman , tempat- 

tempat umum untuk membcntuk pengamanali swakarsa dalani . 

<: 
mencegah terjadinya keja1iatan:- 

Kriminologi adalah ilmu pengctahuan yalig bertujuan menyelidiki gejala 
- . .~ .. - . ~ 

~ . - - . - . .. .. . _ . . _ ,..___ ~~ - ~ ~ -  . ~ .~ ~ 

kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau ~nunii).kriminologi teoriris 

adalali ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, seperti ilmu 

pengetahuan yang lainnya yang sejenis. tnemperliatikan gejala- gejala dan 

mencoba menyelidiki sebab- sebab dari gejala tersebut(aetio1ogi) dengan cara 

yang ada padanya. 

Kejaliatan adalah pokok penyelidikan~iya. artinya kejahatan yang 

dilakukannya dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis dari persoalan 

53 H.R. Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung: Jakarta,2007, hlm. 3 



tersebut yaitu perumusan da~ipada berbagai kejahatan itu-tidnk menarik 

perhatiannya ataii ban\-a dengan tidak 1angsung.Penyusunan dan  strategi 

pencegallan d a t ~  pe~i~binaan pelanggar hukum memerlukan dr~sar-dasar 

pelnahaman yang men!.eluri111 dan sistematik baik mengenai k~lktol--faktor 

yang mempengal-crhi ter~adinya kejahatan maupun tipologi kejahatan yang 

terdapat di dala~n mas?arakat. untuk lne~nberikan arali bag1 pengembangan 

langkah dan pola pencegahan serta pembinaan pelanggaran h u k u ~ n . ' ~  

Faktor-faktol- yang mernpengaruhi kejahatan pada pokoknpa terletak 

pada: 

a. Faktor-faktor sosio-kultural, tennasuk akar kejaliatan d:~n dinamika 

sosial yang melatar belakangi kejahatan 

b. Faktor-faktor pencetus 

c. Faktor-faktor yang terdapat dalam setiap reaksi sosial resmi atau dari 

warga masyarakat tel-hadap keja~iatan. '~ 

Dasar-dasar pemahaman lain yang penting bagi usaha n~ernncang pola 
.- --. - . . ~. .. . . . . .. ~ 

- - . .  - - - _ _.-- ~ ~- 

penegakan dan pembinaan pelanggar hukum adalah pengetahuan tentang 

tipologi penjahat. kejahatan dan kl-iminalitas. 

Di dalam perketnbangan bidarlg pengetahuan llmiah Kriminologi telah 

banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat da la~n  

tipe-tipe tertentu. Mayhew dan Moreau, niisalnya mengajukan suatu tipologi 

rlatan- kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan dengan keg' 

kegiatan penjahat. Mereka ~ne~nbedakan "penjahat dan profesional" yang 

54 Mulyana. W. Kusumah. Kejahotun Per?juhal dun Reahi Soxiill. Alumni 
Bandung. 1983. Hlm. 13 

'' Ibid 



menghabiskan lnasa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kl-ilninal dan penjahat 

"nccitic~~~crl" yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan 

ya1i.g tidak dapat diperhitungkan sebelum~~ya. Di sainping i t u  terjadi pula 

pelijahat-pe~~-lahat yang terbiasa yang tel-us melakuk:~n keiahatan ole11 karena 

kurangnya pengendalian diri.5" 

Menurut Marshal 8. Clindhcrd Q u  lnney, suatu tipologi kejahatan harus 

. - 
disusun berdasarkan suatu teori unium tentang kejahatan.' ' 

Dengan menyadari bahwa suatu tipologi berbeda dengan tipologi lain 

sesuai dengan gejala-gejala tertentu yang melandasinya sel-ta  nasala ah-masalah 

seperti tipologi-tipologi multi dimensi, taraf Abstraksi dan teori yang 

menjelaskan tipe-tipe itu fakta bahwa kejahatan bersifat relatif serta sejumlah 

faktor sosial budaya lain. Mereka mengutarakan mengenai delapan tipe 

kejahatan yang didasarkan pada e~npat karakter yaitu 

a. Karir penjahat dan si pelanggar liukum 

b. Sejauh mana perilaku itu luelnperoleh dukungan kelo~npok 
- .. . ~. - .  - .~ . .  ~.. . . .  .. -~ ~. -. ~~~- . ~ ~..~ ~. .. 

c. Hubungan timbal balik antara kejahatan p ~ l a - ~ m l a  pe~ilaku yang sah 

d. Reaksi sosial terhadap kejahatan. 

Tipe-tipe kejahatan yang telah disusun oleh mereka adalah sebagai 

a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk 
pel-buatan kriminal seperti pembunuhan dan pcrkosaan si pelanggar 
hukum tidak menganggap dirinya sebagai pe~~jaliat dan mereka 
seringkali belum lnelakukan kejahatan tersebut. Sebelumnya 

- - - -  

"' lbid hlrn. 13 
'' lbid hlm. 15 
-'"bid hlm. 15 



melainkan keadaan-keadaan te~tentu yang me~naksa mereka 
melakukannya. 

b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu 
tennasuk di dalamnya sntara lain pencul-ian ke~ldal-aali bennotol-. 
pelanggar hukum tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat 
dan mampu memberikal~ pen~bc~ial-an-pembenarali atas kejahatannya. 

c. Kejahatan-kejaliatan yang tlilakukan dalaln pekerjaan dan kedudukan 
tp ! - tp -~ tg  y p g  p d 2  ~!;?~!;?!~\;:! +!2d:zk2r! 3 3 : 1 ~  berkedlldEk2:? 

L. 

tinggi. Pelanggar hukum tidak memandang dirinya sebagai penjaliat 
dan memberikan pembenal-an bahwa kelakuan1:ya ~nerupakan bagiari 
dari pekerjaan seliari-11al-i j~tga oleh .karena perbuatannya selingkali 
dapat diberikan toleransi ole11 kan.an-kawannya. 

d.  Kejahatan politik yang ~neliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan 
sebagainya. Si pelanggar hukum melakukannya apabila mereka lnerasa 
bahwa perbuatan ilegal itu sangat penting dalarn mencapai pel-ubahan- 
perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. 

,. e. Kejahatan .terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang 
dirinya sebagai penjahat apnbila mereka terus menerus ditetapka1.1 ole11 
orang lain sebagai penjahat. 

f. Kejahatan konvensional yang lneliputi antara lain peralnpokan dan 
bentuk pencurian teruta~na kekerasan dan pemberontakan. Pelanggar 
hukum melakukannya sebagai suatu "poi-t tinre cnt.cern dan seringkali 
untuk menalnbah pengliasilan sah ~nelalui kejahatan. 

g. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain kekerasan, 
pelacuran, dan perjudian tel-organisasi serta pengedaran narkotika dan 
sebagaimana da la~n  banyak ha1 pelayanan ilegal yang dijalankan yang 
dikehendaki oleh warga masyarakat biasa ini disediakan oleh kejahatan 
terorganisasi ini. Reaksi masyarakat ditentt~kan oleh sejaulilnana 
pelayanan yang diberikan melnang dikehendaki dan oleh karena 

- -- ... - -  -- sukaniya menanggulangi opel-asi..kejahatan il?il . .. 
. -- - 

h. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai cara hidup seseorang. 
Mereka memandang dil-i scndil-i scbagai penjahat yang bergaul dengan 
pe~ijanat-penjahat lain sel-ta mempunyai status tinggi dalam dunia 
kejal~atan.~" 

Penyusunan tipologi yang dimaksud dapat diawali dengan penelitian- 

penelitian yang merupakan bahan bagi usalia ulituk n~enteoritisasi din~ensi- 

dimensi "definitional" mengenai kejahatan yang meliputi perbuatannya. 

Kerangka interaksi, konsep dan pe~ljahat, sikap-sikap dan karirnya serta 

dimensi-dimensi latar belakang yang meliputi asal usul, golongan sosial, latar 

59 Ibid, Hlrn. 17-19 
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Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 

rnengadakan dasar-dasar dan atul-an-aturan ~intuk:  

1 )  menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilaralig.dengan disertai ancaman ntau sangsi yang berupa tertentu bagi 

barangsiapa rnelanggar larangan tersebut' 

2 )  menentukan kapan dan dalaln hal-ha1 apa kepada rnereka yang telah 

~nelanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan; 

3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah ~nelanggar larangan 

tersebut. 

Keenam kata" penye1undupan"menur-ut Pasal 1 03 dan 103A Undang- 

undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalal~: '~ 

Setiap orang yang: 

a. menyerahkan pe~nberitahuan Pabean dan/ atau dokunlen pelengkap Pabean 
~ .. ~ ~.~~ - ..- -~ . . . .  ~ .~~ ~ ,. , ,  . . .. . ~ . . . ~  ~ ~. 

yang palsu atau dipalsukan: 

b. mernbuat, menyetujui, atau tulut serta dalaln pemalsuan data 

kedalaln bukl-1 atau catatan; 

c. lne~nberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang 

digunakan untuk peme~luha~l  kewajiban pabean: atau 

d.  menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, 

memperoleh atau memberikan barang i~npor  yang diketahui atau patut diduga 

(4 Undang- undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 



berasal dari tindak piduna sebagaimann dimaksud dalanl pasal I02 dipidana 

dengan pidana pel!j;u-a paling irigkat 2(dua) tahun dan pidana pc11ja1-n paling 

lama S(delapan) tahun clan atlru pidana denda paling ssedikit Rp.  

100.000.00O(sesatus ~ u t a  supii~ll, c i , ~ i l  p;iling banyak ~.OOC).OOO.(.)OO.OO( lima 

lniliar I-upiah) sedangkan menusut pasal IO3A penyelundupan aclalah:!" 

( 1 )  setiap orang yang secal-a tidak sah mengakses s is te~n elcktronik yang 

berkaitan dengan pelayanan dan:' atau pengawasan dibidang kepabeanan 

dipidana dengan pidana petljal-a paling singkat I (satu) tahun dan pidam 

penjara paling lama S(  lima) tlihun d a d  atau pidana denda paling sedikit 

Rp.50.000.000.00(li1na puluh juta rupiah) dall paling banyak Rp. 

1.000.000.000.00(satu lni liar I-upial?) 

(2) perbuatan sebagaiinana dimaksud pada ayat ( 1 )  yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya pungutan negara herdasarkan Undang- undang ini dipidatla 

dengan pidana denda paling scsedikit Rp. 1.000.000.000.00 dan paling 

banyak 5.000.000.00G\.00(1i1na miliar I-upiah) 

Dari pengertian diatas dapat dis~mpulkan bahwa penelitian ini beitujuan 

untuk lneneliti penegakan hukum pidana mulai dari proses penyidikan oleh 

Pejabat Bea dan Cukai dan Kepolisian. penuntutan oleh Jaksa, sainpai dengan 

putusan yang dibuat ole11 Hnkim.tc1-hadap penyelundupan yang terjadi dl 

Propinsi Riau. Dasal- yur-idis dalitm penelitian ini adalah Undang- undang 

N o ~ n o r  17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta ditambah dengan Undang- 

undang dan Kepres yang berhubungan dengan masalah penyelundupan. 
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F. hletotle Penelitian 

1 .  Oblck Pznclitian 

a .  Bagaimana penegakan hukum pidana tel-lindap tel-hndap tindak 

p i c i ~ ~ n a  penyelundupan di Propinsi Riau 'l 

b.  l3;l:iiimana Implementasi tel-haclap tindak pidnna  pen~.elundupan 

vang terjadi di Propinsi Riau '! 

2. Subiek Penelitian 

a. Pe-jabat dilingkungan Bea dan Cukai di Propinsi Riau 

b. Pe-inbat Polisi negara Republik Indonesia di Propinsi Riau 

c. Jaksa dilingkungan Kejaksaan Propinsi Riau 

d. Hakiln dilingkungan Pengadilan Tinggi Propinsi Riau 

3.  Sumbel- data 

a. Data pritncr 

Data prirncl- diperoleh dm-i ulawancara dengan pej abat instalisi Bea dan 

Cukai. pejabat Polisi negara Republik Indonesia dl 1'1-opinsi Riau, 

Jaksa clilingkungan Kejaksaan Provinsi Riau, Hakim dilingk~iligan 

Pengadilan tinggi PI-ovinsi Riau. 

b. Data sekundel- 

data sekunder dipet-ole11 dari balian hukum primer, yaitu" ballan- bahan 

hukum yanz mengikat'-,6h seperti Undang-undang No. 17 Taliun 2006 

tentang Kepabeatian, Undang- undang No.39 Taliun 2007 tentang Bea 

66 Barnbang Sunggono, Mc.to(lolo,oi Penelifinn Hi~kunr. Cetakan Keli~na.PT. Raja 
Grafindo Persada: Jakarta.2003.hlm 194 



dan Cukai dan Keputusan Presiden. Bahan liuku~n sek~~ni le r  

yakni"-ang memberikan penjclasa~i mcngenai bahan hukum 

~neliputi. buku- buku. media Infor-ninsi sepel-ti surat kahar-.inre!-net. 

Bahan Iiukurn terrier atau ballall I i ~ ~ k i i ~ n  pcnunjang me~icakup-' ballan- 

bahlln hukuni yan? muml~csi petu~ijuk-pcturijuk rnaupun penjelasan 

terhadap bahan huku~n prinier dan ~ekunder",""neli~uti Knmus 

Bahasa indonesia. 

4. Teknik pengumpulan data 

a. Data Primer 

dilakukan dengan wawancara tel-pimpin, yaitu dengan rnembuat 

daftar pertanyaan terbuka dan tel-tutup, untuk narasurnber yang 

diwawancara ole11 penulis. 

b. data sekunder 

dilakukan dengan cam: 

a. studi kepustakaan. yakni dengan mengkaji berbagai peratusan 

perundang-undangan atau litel-atul- yang berhubungan dengan 

aspek penegakan liukum pidana terhadap tindak pidana 

penyelundupan di Propinsi Riau: 

b. studi dokumentasi. yakni de~lgan mengkaji berbagai doku~nen resmi 

institusional yang be~upa  putusan penyadilan, risalah sidang dan 

lain-lain yang berhubungan dengan aspek penegakan hukuln 

pidana terhadap penyelundupan di Propinsi Riau 

0 7 Bambang Sunggono, ~Wetociologi ... .op.cit~hlm. 195 
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5 .  Metode pendekatan 

Llctodc pendekatan yang cligunakan adalali deskriptit' not-matif 

untuk mcmaliami dan me~ijawab perniasalalian -an: tclnli 

dir-umu.ska11 tial-i Juilul penelitian. Pttndekatan .ii11g d i y n a k a n  

aclalali pcndckatnn yuridis ~orn~a t i f - . " ' )  pendekatan FUI-idis 

normatif ha la l i  menganalisis pennasalallan dari sudut pandang 

atau ~nenurut kctentuan Iiukumi undang-undang yang berlaku. 

6. Analisa data 

Analisa data yang dilakukan adalah desknptif kualitatif-yaitu data 

yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara 

kualitatif (conten ana1ysis)dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. data penelitian diklasifikasikan sesuai dengall pen~iasalahan 

penelitian; 

b. hasil klasifikasi data selalljutnya disistelnatisasikan; 

c. data yang telah disiste~natisasikan kelnudian dianalisis untuk 

dijadikan dasal- dalaln mengambil kesimpulan. 

- 
69 Ibid 



BAB I1 

TINJAUAN LMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROPINSI RIAU 

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana 

Adrie Primera dalarn jurnal hukum berjudul Indonesia dan Sistim 

Penegakan Hukurn Pidana mengatakan ." Berbicara mengenai penegakan 

hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, 

yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukurn pidana 

materiil di Indonesia secara umum diatur di dalarn Kitab Undang-undang 

Hukurn Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan 

perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga 

dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus 

ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.' 

Berpijak pada kedua aturan hukum positif penegakan hukum pidana di 

Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni 

sistem penegakan hukum pidana secara Diferensiasi Fungsional 

dan Intregated Criminal Justice System. Mengapa demikian, karena pada 

struktumya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani 

lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta 

wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan 

dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan 

1 Adrie Primera," Indonesia d m  Sistim Penegakan Hukum Pidana" terdapat dalam 
http://alsaindonesia.org/site/indones/ 



pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim 

yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi 

sebab Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional. Namun 

apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja 

secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan 

Kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan 

menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari 

Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses 

yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian 

dianggap belurn lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, 

maka berkas tersebut dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai 

dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutana2 

Di sisi lain, dalam mekanisme check and balances antara Kepolisian dan 

Kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat 

Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 (dua) 

keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberata, 

melalui mekanisme sidang pra-peradilan.Kedua proses tersebut, menunjukkan 

bahwa selain menganut sistem Diferensiasi Fungsional, Indonesia juga 

menganut Integrated Criminal Justice System dalam proses penegakan 

hukurn pidananya.3 

Penegakan hukum pidana di tiap-tiap negara biasanya berkiblat pada 

model-model tertentu. Dalam hal ini, Indonesia lagi-lagi mencampurkan 2 



(dua) model penegakan hukum, yaitu Crime Control Model dan Due 

Process Model. Kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer 

ini, sebenarnya saling bertolak belakang satu sama lain. Crime Control 

Modellebih menekankan pada adanya asas praduga bersalah 

atau Presumption of Guiliy, sedangkan Due Process Model lebih 

menekankan pada adanya asas praduga tak bersalah atau Presumption of 

Innocence. Namun ketika ditilik landasan filosofisnya, sebenarnya 2 (dua) 

asas tersebut tidaklah saling berlawanan, karena memang berasal dari 

konsep berpikir yang berbeda. Asas praduga bersalah mendasarkan pada 

pemikiran "jangan sarnpai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum", 

sedangakan asas praduga tak bersalah mendasarkan pada pernikiran 'tjangan 

sampai ada orang yang tak bersalah, dih~kum".~ 

KUHAP sebagai induk hukum acara pidana Indonesia sendiri secara 

eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut kedua asas tersebut, yakni 

bisa kita temukan dalarn ketentuan Penjelasan Umum, angka 3 huruf c dan 

angka 3 huruf e. Walaupun terkesan mencampuradukkan, namun penerapan 

kedua asas ini secara bersamaan sebenarnya merupakan hal yang bisa 

ditoleransi, hal ini dikarenakan adanya perbeciaan tugas dari tiap aparat 

penegak hukum. Polisi dan Jaksa rnisalnya, secara prinsip memang hams 

bekerja berdasarkan asas praduga bersalah atau Presumption of Guilty, 

k a n a  jaksa khususnya, hams meyakinkan pada majelis hakirn pemeriksa 

perkara bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dengan 



mengurnpulkan alat bukti dan barang bukti. Namun di sisi lain, baik Polisi 

maupun Jaksa harus memperlakukan TersangkalTerdakwa seakan-akan 

tidak ber~alah.~ 

Begitu juga dengan tugas seorang hakim, yang memeriksa perkara dan 

memberikan putusan terhadap salah atau tidaknya Terdakwa, harus 

menggunakan asas praduga tidak bersalah atau Presumption of Innocence. 

Hal ini berkaitan dengan asas dasar hakim yang berlaku di seluruh dunia, 

yaitu "Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, daripada 

menghukum orang yang tidak bersalah."Berdasarkan uraian di atas, 

sebenarnya dapat terlihat jelas bahwa meskipun KUHAP menerapkan kedua 

asas tersebut, namun pada praktiknya tetap lebih condong kepada asas 

praduga tak bersalah atauPresumption of Innocence. Hal ini juga disebabkan 

karena penegakan hukum pidana pada era KUHAP, lebih menitik beratkan 

pada perlindungan hak asasi warga negara, dari kesewenang-wenangan 

negarayang mana juga didukung oleh aturan dalarn Penjelasan Umum 

KUHAP, yakni pada angka 3 huruf c . ~  

1. Pengertian penegakan hukum 

Penegakan hukum menurut Bambang Poernomo adalah "Penegakan hukum 

pada umumnya diartikan kegiatan memerlukan ketentuan hukum dalam 

wilayah negara. Sehubungan dengan pengertian yang demikian itu berarti 

penegakan hukum pada umumnya perlu diperluas sesuai dengan pandangan 



dan teori tentang kedaulatan negara yang dikembangkan oleh konvensi atau 

hukurn interna~ional".~ 

Jadi penegakan hukum menurut Bambang poernomo adalah 

"mempunyai arti yang luas tidak hanya menyangkut alat perlengkapan 

negara penyelengara proses perkara pidana seperti disebut diatas (instansi 

pengadilan), melainkan juga alat perlengkapan negara pembentuk undang- 

undang, pejabat pemerintahan dan petugas eksekusi pidana".8 

Penegakan hukurn menurut Soerjono Soekanto adalah "Penegakan 

hukum terletak pada menyerasikan kegiatan pada nilai-nilai yang 

terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan 

darisikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan, memelihara clan mempertahankan perdarnaim  hid^^."^ dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak hanyak 

intansi pengadilan yang berperan tetapi juga termasuk Undang-undang, dan 

aparat hukum seperti kepolisian. 

Dalarn penegakan hukurn ada tiga unsur yang hams diperhatikan yaitu: lo 

1. Kepastian Hukum 

Bambang Poernomo, Pola dmar Teori-As Umum Huhm Acma Pidana dm P e n e g a h  
Huhm Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1993 hlm. 38 
Ibid.hlm. 14 

barnbang Poernomo, FaRror-faRror Yang Mempengaruhi P e n e g a h  Huhm, Rajawali 
Pers, Jakarta, hlm.2 

'O Sudikno Mertokusumo, "Penegekan huhm danpenemuan h h m  " makalah dalam 
penataran dosen hukum perdata yang diselenggarakan oleh FH UGM di Yogyakarta 
pada tanggal 1 - 13 Agustus 1994, hlm 9 



Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 

adanya kepastian kukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas 

menciptakan kepastian hukurn karena bertujuan untuk ketertiban 

masyarakat. 

2. Kernanfaatan 

Masyarakat mengharapkan adanya marnpaat dalam pelaksanaa hukurn. 

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau 

pelaksanaan hukum hams memberi marnfaat atau kegunaan bagi 

masyarakat. 

3. Keadilan 

Dalarn pelaksanaan/penegakan hukum harus adil. Hukurn tidak identik 

dengan keadilan. Hukum bersifat m u m  dan mengikat semua orang. 

Dari ketiga unsur diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

memerlukan kepastian hukum yang jelas diatur ketentuan dan 

sangsinya, dalarn pelaksanaan kuhum yang bermanfaat harus 

mempunyai keadilan karena hukurn bersifat~ mengikat pada setiap 

orang. 

Sedangkan dalam pelaksanaanya organisasi peradilan pidana 

diwajibkan melalui fungsi-fungsi sebagai berikut." 

1. Penyidikan; 

2. Penututan; 

" Satjipto Raharjo, "Keadaan Dan Pennasalahan Dalam Penegakm Huhm 
Dewasa ini ". Pembina Hukum Nasional (BPHN), Depertemen Kehakiman RI, 
Jakarta, 1995. Hlm 25, 



3. Pengadilan; 

4. Permasyarakatan, sebagai bentuk putusan pemidanaan. 

Fungsi-fungsi tersebut diatas diatur secara terpisah dalam bentuk 4 (empat) 

Undang-undang yaitu : 

1. CTndang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan- 

ketentuan Pokok Kepolisian NegGa 

2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pokok Kekuasaan 

Kehakiman Undang- undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman 

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang lembaga 

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diarnbil kesimpulan penegakan hukum 

dalarn hal ini fungsi penyidikan dijalankan oleh Kepolisian, fungsi 

penuntutan dijalankan oleh Kejaksaan, fungsi mengadili dijalankan oleh 

pengadilan serta lembaga pemasyarakatan sebagai sarana untuk 

menjalankan sanksi pidana. 

Menurut Soerjono Soekanto proses Penegakan hukum akan berhasil apabila 

paling sedikit memiliki empat ~ak to r : ' ~  

1 .  Faktor undang-undang 

2. Faktor penegak hukurn 

l2 Soerjono Soekanto, Op Cit. Hlm 4 



3. Faktor sarana atau fasilitas 

4. Faktor masyarakat atau kebudayaan 

Dari empat faktor diatas jika dikaitkan dengan pelaksanaan penegakan hukurn 

dalarn tindak pidana penyelundupan dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaanya terdiri dari Undang- undang No. 17 tahun 2006 tentang 1 

kepabeanan,peran kepolisian dan Aparat Bea dan Cukai dalarn menindak 

pelaku penyelundupan, sarana dan fasilitas pendukung seperti perahu 

untuk patroli mengawasi perairan dan kesadaran masyarakat untuk 

menegakkan hukum. 

2. Definisi hukum pidana 

Definisi hukum pidana menurut Moeljatno adalah" Hukum pidana adalah: l3 

Bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang 

mengadakan dasar- dasar dari aturan- aturan untuk : 

1) Menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancarnan atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 

2) Menentukan kapan dan dalam hal- ha1 apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan ; 

13 Moeljatno,Asm-mas hukum pidana,Rieneka Cipta,cetakankelima,Mei, 1993, hlm 1 



3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

Van Hamel dalarn bukunya Inleiding studie Ned. Strafrecht 1927, 

sebagaimana telah disimpulkan oleh Moeljatno, memberikan definisi 

hukum pidana sebagai " semua dasar- dasar dan aturan- aturan yang 

dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban 

hukum(rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan 

hukum clan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan- 

larangan tersebut". l4  

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

hukum pidana adalah hukum yang ada dimasyarakat yang diberlakukan 

dalam aturan- aturan dasar, berisi peraturan yang tidak boleh dilanggar 

dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggamya . 

3.  Definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana 

a. Perbuatan pidana 

Perbuatan pidana adalah : 

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 

dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat 

l4 aid, Hlm 8 



bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan 

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menirnbulkan 

kejadian itu."l5 

Menurut Roeslan Shaleh, Perbuatan Pidana adalah : 

Perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang 

dikehendaki oleh hukurn ; juga disebut sebagai delik. Syarat utama 

dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan 

yang melarang dan mengancam denganpidana barang siapa yang 

melanggara larangan tersebut. Pengertian yang demikian mengenai 

perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUH 

Pidana. Dapatlah dikatakan bahwa perbuatan pidana diartikan 

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tatat ketertiban yang 

dikendaki oleh hukurn.16 

Menurut hukum pidana di Nederland, perbuatan pidana 

dite jemahkan dengan "strafbar Feit " karenanya pula masih ada 

pendapat yang menyatakan bahwa pengertian yang tergantung 

dalam "strafbaar Feit " itu mempunyai kesamaan unsur.17 

Simon menyatakan mengenai straflaar Feit adalah: 

Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 
hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh 
orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel 
Menyatakan bahwa straflaar Feit itu sebagai kelakuan yang 

l5 Ibid.,Hlm 8 
Roeslan shaleh, Perbuatan Pidana danpertanggungiawaban pidana, Aksara Baru, 
Jakarta, Cetakan Ketiga,1983, Hlm 9 

"Ibid, hlm 20 



dirurnuskan dalam Undang-undang, yang bersifat melawan hukum, 
yang pantas dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.18 

Menurut sifat dan wujudnya, perbuatan pidana adalah 

"perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut juga 

merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau 

mengharnbat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat 

yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa 

perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti s~sial". '~ 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dapat 

disirnpulkan bahwa ' p i t  dalam strajbaar Feit berarti handeling, 

kelakuan atau tingkah laku dan pengertian strajbaar Feit 

dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan 

Mengenai penjelasan tentang " strajbaar Feit " tidak ada 

kesamaan antara para ahli hukum. Moeljatno dan Roeslan Shaleh 

memakai istilah "perbuatan pidana meskipun tidak untuk 

mente rjemahkan straJbaar Feit menjadi peristiwa pidana77.21 

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena 

"peristiwa itu adalah pengertian yang kongkrit yang hanya 

menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, rnisalnya matinya 

l 8  Roeslan Shaleh, Op cit., hlm. 22 
191bid 

Moeljamo, Op cit., hlm. 26. 
Andi Hamzah Asas-mm H h  Pidam Rinike Cipta, Jakarta, 199 1, hlm.64 



orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang 

adanya orang mati kerena perbuatan orang lain"." 

Selanj utnya beliau mengatakan bahwa: 

Strufiaar feit" itu sendiri atas handeling dan 

gefoldg(ke1akuan dm akibat). Adapun mengenai yang kedua, ha1 

itu berbeda juga dengan" Tindak Pidana " sebab disini tidak 

dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan perbuatan pidana. 

Tindak pidana hanya menunjukkan pada sifatnya yang dilarang 

dengan ancarnan dengan pidan kalau dilanggar. Apakah yang 

melanggar itu benar- benar dipidana seperti yang sudah 

diancarnkan, ini tergantung pada keadaan bathimya dan hubungan 

banthinya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Lain 

halnya strafbaar feit disitu dicakup pengertian tindak pidana dan 

kesalahan atau dengan kata lain,kata7' tindak "tidak menunjuk pada 

hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan 

konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan 

bahwa tindak adalah kelakuan, ti ngkah laku,gerak-gerik atau sikap 

jasmani seseorang mana ha1 dalarn tindak tanduk, tindakan dan 

b e r t i n d ~ . ~ ~  

p~ -~ ~ - - 

22 Moeljatno, Loc. Cit. 
23 Ibid 



Moeljatno menyatakan bahwa '' perbuatan pidana itu dapat 

disamakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan straflaar. feit 

yang meliputi pertanggungjawaban pidana".24 

Adapun alasan Moeljatno menyarnakan antara perbuatan pidana 

dengan criminal act adalah: 

Pertama, adalah karena criminal act juga berarti kelakuan dan 

akibat, atau dengan kata lain : akibat dari suatu kelakuan yang 

dilarang oleh hukum; dan kedua, karena criminal act juga 

dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan 

, criminaliability atau responsibility. Untuk adanya 

criminaliability(jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain 

daripada melakukan criminal act(perbuatan pidana) orang itu juga 

hams mempunyai kesalahan(gui1t). Hal ini dinyatakan dalam " 

Actus non facit reum ". Nist mens sit resV.(an act does not make a 

person guilty, unless the mind guilty)25 

Menurut doktrin terdapat dua pandangan mengenai pengertian 

perbuatan pidana ,yaitu: 

pandangan yang bersifat monistis dan pandangan yang bersifat dualistis. 
Pangan monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu, 
kesemuanya merupakaa sifat dari perbuatan pidana. Dengan kata lain aliran 
monistis adalah aliran yang memuskan delik (strafbaaP.feit) secara bulat, 
tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu &ak dan 
pertanggungjawaban difihak lain.26 

24 Ibid., Hlm 57 
ZS Ibid 
26 Sudarto, Huhm Pidana Jilid la-b, FaRultas H u h m  UNSOED, 
£ ' u ~ & ~ @ l 9 7 8 m . 3 2  



Sedangkan" pandangan dualistis memisahkan antara pengertian perbuatan 

pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility 

atau kriminaliability). Oleh karena ha1 tersebut dipisahkan, maka pengertian 

perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana".'7 

Ajaran tersebut diatas memandang bahwa untuk menjatuhi pidana.ada dua 

tahap yang harus dilak~kan:'~ 

1. Hakim harus menyatakan" apakah terdakwa relah melakukan perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan undang- undang dengan disertai ancaman 

pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan itu; 

2. Apabila yang pertama diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 

memang terdakwa telah melakukan perbutan yang dilarang oleh suatu 

aturan undang- undang, dinyatakan lebih lanjut,apakah terdakwa tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu. 

Pandangan para penulis yang berpandangan monistis mengenai pengertian 

perbuatan pidana adalah sebagai berikut: 

1. Simons 

" straj5aarfeit7' itu sebagai" suatu tindakan melawan hukum yang telah 

dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakanya danoleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihuku~n''.~~ 

- - 

27 Ibid Hlm.3 1 
28 Roeslan Saleh, Op. Cit., Hlm. 89 
29 Sudarto, Op. Cit. Hlm.112 



2. Van Hamel 

Strafbaar feit" adalah" eene wettelijke omschreeven menschelijke 

gedraging onrechhtmatige.strsJivaardig en aan schuld te wijten'kelakuan 

orang (menselijke gedrading) yang dirumuskan dalam wet,yang bersifat 

melawan hukurn, yang patut dipidana(strafwaarding) dan dilakukan 

dengan ke~alahan".~' 

3. H. B.Vos 

Strafbaar feit" adalah kelakuan" manusia yang oleh peraturan perundang- 

undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada 

umumnya dilarang dan diancarn dengan pidanay'.31 

" Verbrechen in weiteran, algeimeinen sinae" adalah 

dietatbesttbesttandmaszige rechtwedigeung schuldhafte handlung( 

perbuatan yang memenuhi rumusan delik, adalah melawan hukurn yang 

dilakukan dengan kesalahan, culva/ tidak disengaja maupin dollus1 

d i ~ e n ~ a j a ) ' . ~ ~  

Sebaliknya pendapat para penulis yang berpandangan dualistis 

(meniisahkan actus reus dan mens rea)adalah sebagai berikut: 

1. MoeljatnoPerbuatan pidana adalah."perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum dan disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi 

barangsiapa yang melanggar larangan ter~ebut".~~ 

%id., Hlm.56 
" Andi Hamzah,Op. Cit.Hlm.66 
32 Sudarto,Op.Cit.Hlm.66 
" Ibid, Hlm 35 



2. Kontrorawij k 

Perbuatan pidana adalah" perbuatan yang dilarang oleh suatau aturan 

hukum, dan disertai ancarnan (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

bagi barangsiapa melanggar larangan t e r seb~ t " .~~  

Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan 

pidana, kita menganut" asas bahwa tiap- tiap perbuatan pidana hams 

ditentukan sebagai demikian oleh aturan undang- undang 

(legaliteitC5 

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan dimana 

perbuatan adalah perbuatan pidana yang melanggar ketentuan yang 

sudah ada ketentuannya dalam hukum pidana , sfrafbaarfeit 

mempunyai dua aliran yaitu pandangan monistis dm dualistis 

diIndonesia sendiri pandangan yang banyak dipakai adalah pandangan 

dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan 

pertanggungawaban pidana. 

b. Unsur perbuatan pidana 

unsur perbuatan pidana dari para penulis yang berpandangan 

monistis adalah sebagai berikut: 

1. Simons 

Simons merumuskan bahwa strafbaar @it adalah kelakuan 

yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukurn yang 

" Ibid 
35 Roeslan Saleh,Op. Cit., Hlm. 14 



berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang 

bertanggungjawab. Jankers dan Ultrecht memandang rumusan 

simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi: 36 

a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 

b. Bertentangan dengan hukum; 

c. Dilakukan oleh orang yang bersalahlkesalahan; 

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. 

2. E. Mezger 

Unsur perbuatan pidana a d a l ~ i h : ~ ~  

a. Perbuatan dalarn arti yang luas dari manusia ( aktif dan 

membiarkan); 

b. Sifat melawan hukum(bai k bersi fat objektif maupun 

subjective); 

c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 

d. Diancam dengan pidana. 

3. Ultrech 

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut ultrechtdisebutkan 

b a l ~ w a : ~ ~  

Seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua ha1 ; hams 

ada suatu kesalahan yang bertentangan dengan hukurn(anasir 

objektif, dan seorang pembuat kelakuan yang bertentangan 

dengan hukum itu yang bertanggung jawab atas perbuatannya 

36 Andi E ~ ~ O p .  Cit., Hlm.66 
37 Ibid., Hlm 38 
38 Roeslan saleh,Op.Cit,Hlm 14 



(anasirsubjektif). Yang perlu dilihat pada suatu peristiwa 

pidana adalah suatu kelakuan manusia yang bertentangan 

dengan hukurn(me1awan hukum), dan oleh sebab itu dijatuhi 

hukuman. Tetapi adanya suatu kelakuan yang melawan hukurn 

itu belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disarnping 

keliknan yang melawan hukum hams juga ada seorang 

pembuat yang bertanggungjawab atas kelakuannya(kesa1ahan). 

Unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno yang dilanjutkan 

oleh Roeslan saleh yang berpandangan dualistis adalah sebagai 

berikut: " menurut Moeljatno pada hakekatnya tiap- tiap 

perbuatan pidana harus terdiri atas unsur- unsur lahir oleh 

karena perbautan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang 

ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam 

lahir".39 Pendapat para ahli diatas menyimpulkan bahwa suatu 

perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana 

hams memiliki beberapa unsur diantaranya unsur kesalahan, 

unsur adanya unsur lahir yang menirnbulkan akibat sehingga 

hasil dari perbudan tersebut terlihat secara nyata dan dapat 

dibuktian. 

Jadi unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah sebagai 

berik~t;~'  

a. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan); 

39 Moeljamo,Asas-mas Hukum Pidana ..., Op.Cit hlm.58 
40~bid.,hlm.63 



b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 

c. Keadaan yang memberatkan pidana; 

d. Unsur melawan hukurn yang objektif; 

e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

Jadi Roeslan shaleh menyatakan bahwa pengertian 

perbuatan pidana tidak termasuk ha1 pertanggungjawaban 

pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu 

kemudian dipidana, ha1 tersebut tergantung pada soal 

apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. 

Dalam pengertian hukum pidana disebutkan bahwa 

kesalahan mempunyai unsur dalam arti yang luas ,yaitu:41 

a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat; 

b. Ada kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu 

adanya sengaja atau kelapaan tidak adanya dasar 

peniadaan 

c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus 

dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan 

kepada pembuat 

Moeljatno yang mengikuti teori Herman kontorowijk yang "mengkritik 

pandangan ministis terhadap perbuatan, yang mencampurkan unsur-unsur 

handlung dan schuld. Kontrowijk berpendapat bahwa " bahwa kesalahan 

41 Andi hamzah, Op. Cit., Hlm. 107 



seseorang bukanlah sifat perbuatan , tetapai sifat seseorang yang melakukan 

perbuatan  it^".^" 

c. Pertanggungjawaban pidana 

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah " asas legaliteit yaitu asas yang 

. ... menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancarn pidana 

barang siapa yang melak~kann~a"." Orang yang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana ) jika dia tidak melakukan perbuatan 

pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, seseorang dianggap 

akan mempunjrai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, 

dilihat dari segi masyarakat dianggap tercela karenanya dan karenanya 

bahkan hams dapat menghindari untuk melakukan perbuatan pidana". 44 

Bahwa "untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan 

melakukan perbuatan pidana saja, akabn tetapi disarnping itu hams ada 

kesalahan, atau sikap bathin yang dapat di~ela".~' Asas dalam 

pertanggungjawaban pidana ialah" tidak dipidana jika ada kesalahan (geen 

straf zonder zchuld;acrtus non facit reum nist mens sir rea). Asas ini tersebut 

dalam hokum tertulis tetapi dalam hukurn talc tertulis yang juga di Indonesia 

berlaku".'%apat disirnpulkan bahwa orang bisa dinyatakan melakukan 

42 Andi zainal abidin, Asas-asas Huhm Pidana Bagian Perfama. Alumni , 
BandungCetakan Pertama, 1987Mm 55 

43 Roeslan Shaleh, Op.Cit., hlm.70 
44 Moeljatno.Asar-asas huhm pidanq Op.Cit, hlm. 157 
45 Ibid,Hlm57 
46 Ibid.,Hlm. 153 



perbuatan pidana tetapi belurn tentu bersalah jika tidak ada unsur kesalahan 

dan kesalahan ini hams membuktikan, 

Kesalahan menurut Simons adalah "keadaan physikis orang yang 

melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang 

sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatan 

te r~ebut" .~~  

Simons mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan 

dipidananya seseorang rnaka h m l a h  memenuhi :48 

a. melakukan perbuatan pidana; 

b. Mampu bertanggungjawab; 

c. Dengan sengaja atau kealpaan; 

d. tidak ada alasan pemaaf. 

Dalam hal tersebut diatas, yang diperhatikan simons 

a. Keadaan psychis (bathin) yang tertentu dari orang yang melakukan 

perbuatan tersebut; 

b. Adanya bubungan tertentu antara kedua batin dengan perbuatan yang 

dilakukan; 

Berdasarkan ha1 tersebut diatas dapat disimpulan bahwa hak yang pertama, 

yaitu mengenai keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, 

47 Moeljatno,Op.Cit., Hlm. 158 
Roeslan Shaleh, OP.Cit., Hlml 1 

49 Moeljatno, 1oc.cit 



dalarn hukurn pidana tersebut masalah kemarnpuan bertanggungjawab; ha1 

yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara bathin itu dengan perbuatan 

yang dilakukan, disebut masalah mampu bertanggungjawab. 

Dalam pasal 44 KUHPdisebut bahwa "barang siapa yang melakukan 

perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan 

karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau gangguan karena penyakit 

dari pada jiwanya maka orang itu tidak dapat dipidana". 

Berdasarkan pasal 44 KUHP tersebut, maka untuk adanya kesalahan 

menurut moeljatno, adalah adanya " hubungan hubungan antara kedua 

bathin dengan perbuatan (atau dengan keadaan yang menyertai perbuatan ) 

yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. 

Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk 

bentuk kesalahan (schuldvormen) diluar dua bentuk tersebut, KUHP kita 

tidak mengenal macam-macam kesalahan lain".50 

Menurut E. U ltrecht pertanggungjawaban pidana atau kesalahan 

menurut hukum pidana terdiri dari tiga anasir-anasir sebagai berik~t:~'  

a. Teorekeningsvatbaarheid dari pembuat (kemampuan bertanggundawab); 

b. Suatu sikap psychis pembuat berhubungan dengan kelakuannya (disengaja 

atau kealpaan) 

50 Ibid Hlm. 16 1 
E.Ultrech, rangkaian sari hliah huhm pidana I ,  Pustaka Tintamas, Surabaya, 

1994.hh.288-289 



c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana 

pembuat; 

d. Moeljatno dalarn bukunya dalarn asa-asas hukurn pidana menyebutkan 

bahwa: 

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu 

melakukan perbuatan pidana, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang 

merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna Cjelek) 

perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan hams menghindari untuk 

berbuat demikian, jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang 

disengaja dilakukan, dan celaannya lalu berupa; kenapa melakukan 

perbuatan yang ia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan rna~~arakat . '~  

Untuk adanya kesalahan, menurut Moeljatno hams memenuhi syarat 

antara lain:53 

a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum ); 

b. Diatas urnur tertentu; mampu bertanggungjawab; 

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan; 

d. Tidak ada alasan p e m d ,  

Sedangkan Jonkers dan Pompe menyatakan bahwa kesalahan mempunyai 

syarat-syarat sebagai berikut:" 

-- - - 

'* Moeljamo,Op.Cit., Hlm.157 
53 Ibid Hlm.161 .I64 



a. Sifat melawan hukum; 

b. Mempunyai bentuk kesengajaan atau kealpaan; 

Adakalanya isi kesalahan tersebut diatas dapat disimpulkan mempunyai 3 

a. Tentang kemampuan orang yang bertanggungjawab orang yang 
melakukan perbuatan; 

b. Tentang hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan 
yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan; 

c. Tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahadpemaaf (schuld 
onbreeki). 

Di Nederland, Seseorang Sarjana Hukum memandang kesengajaan 
dadatau kelalaian dalam hal kejahatan sebagai unsur pertanggungjawaban 
dan bukan sebagai unsure strafbaar feit Alasannya seperti yang 
dikemukakan oleh De Ward bahwa karena psychis element (unsure 
rohaniah yang merupakan sikap bathin) sebagai schuldsubsfraat (dasar 
kesalahan) terrnasuk schuld ( kesalahan ), maka tidak mungkin 
memasukkannya kedalarn strafbaarfeeit, karena ia termasuk strafbaarfeit 
van de dader ( ha1 dapat dipidananya pembuat).56 

Menurut doktrin mens rea disebut bahwa "adanya subyektif adalah mutlak 

bagi pertanggungjawaban pidana, maka bersandar pada dokrin ini suatu 

peradilan pidana dapat melibatkan penyelidikan-penyelidikan terhadap 

kesehatan tertuduh apakah dibawah ancaman-ancaman atau hasutan- 

hasutan, atau adanya penyakit tertentu dalarn melakukan perbuatan 

54~ambang Poemorno, Asus- asas hukum Pidana, Ghalia Indonesia , Jakarta,Hlm. I40 
SS Ibid 
"~ndi  Zaiial Abidin, Op.Cit,Hlm.58 
57~oeslan Shaleh,Op.Cit., Hlm20-21 



Dokrin mens reaini disebut "sebagai dasar dari hukurn pidana, dan dalam 

praktek bahkan ditarnbahkan bahwa pertanggungjawaban pidanya menjadi 

lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi 

memaafkan itu".j8 

Disebutkan didalam pertimbangan H.R. yang dimuat dalam putusannya 

pada tahun 1924, dimana dikatakan bahwa "menurut undang-undang kita 

kemampuan bertanggung jawab tidak dipandang sebagai unsur 

straflaarfeeit, yang boleh karenanya harus dibuktikan adanya itu dengan 

alat-alat pembuktian yang sah, tetapi jika unsur itu tidak ada, maka ada 

alasan yang menghapuskan pidana".59 Menurut Moeljono "tidak 

disebutkan tentang arti dari kemampuan bertanggung jawab didalarn 

KUHP". Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab hams ada:60 

a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan 

perbuatan yang buruk, yang sesuai hukurn dan yang melawan hukurn; 

b. Kemarnpuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik dan buruknya perbuatan, 

Yang pertama, adalah yang merupakan faktor akal (intellectual 

factor),yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang dan 

diperbolehkan. Kedua, adalah faktor kehendak (volitional factor), yaitu 

58~bid 
59 Andi ham7;lh. Op.Cit., Hlm 20- 2 1 

Moeljatno,Op.Cit., Hlm165-166 



dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsyafan a t .  apa yang 

diperbolehkan dan apa yang tidak. 

Menurut Van Hamel, seseorang dapat dipertanggungjawabkan 

perbuatannya apabila:61 

a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengertilmenginsyafi 

nilai dari pada perbuatannya. 

b. Orang hams meninsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara 

kemasyarakatan adalah dilarang. 

c. Orang hams menentukan kehendaknya terhadap perbuatanya. 

Menurut Simons, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabanya 

apabila.62 

a. Keadaan jiwa seseorang adalah adalah demikian rupa, sehingga ia 

menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan 

terlarang. 

b. Orang tersebut hams adapat menentukan kehendaknya terhadap 

perbuatnya. 

Menurut Moeljatno, unsur kemampuan bertanggungjawab dapat 

disarnakan dengan unsur sifat melawan h u b ,  sebab keduanya 

merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya 

sifat melawan hukum, dan yang lain adanya ke~a l ahan .~~  

6 1 Laden Marpaung unsur- unsur perbuatan yang dapat dihuRum(delik), Sinar Grafika, 
Jakarta, 199 1 ,Hlm.61 
Ibid 

63 Moeljatao,Op.Cit., Hlm165- 168 



Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli diatas orang dapat 

dinyatakan melakukan perbuatan pidan apabila perbuatannya itu 

mengandung unsur kesalahan dimana kesalahan tersebut sengaja 

dilakukan. unsur kesalahan ini hams dibuktikan lagi dengan kemampuan 

bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, keadaan jiwa 

orang yang melekukan perbuatan, tidak adanya alasan pemaaf. 

B. Tinjauan Umum Tentang Penyeludupan 

1. Pengertian istilah penyelundupan 

Istilah penyelundupan (bahasa inggris : smagle, bahasa belanda: smo kkel. 

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia berarti "proses pemasukan barang 

secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyeludupan 

barang t e r ~ a r a n ~ " . ~ ~  

Penyeludupan adalah tindakan pidana yang dilarang secara resmi oleh 

Pemerintah yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Tindak Pidana Kepabeanan. 

Dahulu, sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana 

Penyelundupau ("KUHP") . Setelah adanya UU tersendiri yang mengatur tindak 

pidana Penyelundupan, maka yang hams diberlakukan adalah ketentuan UU 

Kepabeanan se- diatur PasaJ 63 ayat (2) KUHP: 

6Pl'im penyusun Kamus h a t  Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Indonesia, Balai h t a k a ,  1989, Hlm. 184 



" J i h  suatu perbutan masuk &am suatu aturan pidana yang 

urnurn, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya 

yang khusus itulah yang diterapkan " 

Bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP inilah yang juga dikenal dalam ilmu hukum 

scbagai asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu aturan hukum yang lebih 

khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih urnurn. sebagaimana yang 

tercantum dalam undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. '' 

Berdasarkan Pengertian diatas maka ketentuan tentang Tindak Pidana 

Penyelundupan diatur dalam Ketentuan Khusus terdapat pada Undang- Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 maka Tindak Pidana Penyelundupan termasuk dalam 

Ketentuan Tindak Pidana Khusus.. 

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan 

penyelundupan pada pasal 102 adalah "Setiap orang yang: 

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) 1 ; 

b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa 

izin kepala kantor pabean; 

c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan 
pabean sebagaimana dirnaksud dalam Pasal7A ayat (3)2 ; 

d. membongkar atau menirnbun barang impor yang masih dalam pengawasan 
pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dda tau  diizinkan; 

e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukurn; 

f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya 
dari kawasan pabean atau dari tempat penirnbunan berikat atau dari tempat 
lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai 



yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan 
Undang-Undang ini; 

g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat 
penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan clan tidak 
dapat membuktikan bahwa ha1 tersebut di luar kemampuannya; atau 

h. dengan sengaja memberitahukan jenis danlatau jurnlah barang impor dalam 
pemberitahuan pabean secara salah, di pidana karena melakukan 
pznyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 
l(satu) tahun d m  pidana penjaa paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
dipidana denda pding sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000700 '(lima miliar rupiah).6s 

mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat 

penimbunan berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud 

mengelakkan pembayaran bea masuk dda tau  pungutan Negara lainnya dalarn 

rangka impor". Mengenai pelanggaran administratif dalarn undang- undang 

No. 17 tahun 2006 diatur dalam pasal 103 yang berbunyiflSetiap orang yang: 

a. menyerahkan pemberitahuan pabean dda tau  dokurnen pelengkap pabean 

yang palsu dan dipalsukan; 

b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalarn buku 

atau catatan; 

c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan 

untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau 

d. Menimbun, menyimpan, merniliki, membeli, menjual, menukar, 

memperoleh, atau memberikan barang irnpor yang diketahui atau patut 

diduga berasa dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 

"vndang- undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penerbit Sinar Grafika, 
Jakar~2001 .I-Ilm.54 



dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (dua) tahun d m  pidana 

penjara paling lama 8 (delapan) tahun danlatau pidana denda paling sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) d m  paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah)".66 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967, "tindak 

pidana penyeludupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan 

pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau 

pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Lndonesia (impor) ". 67 

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian peyeludupan adalah; 

Mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak 

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak 

mematuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh 

peraturan dan perundang-undangan douaneformaliteiten, yaitu syarat-syarat 

pabean yang harus dipenuhi dalam dal memasukkan (mengimpor) atau 

mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) 

interinsuler. 68 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian penyeludupan 

adalah pengeluaran barang atau memasukkan barang yang tidak sah secara 

kepabean dari wilayah Indonesia ataupun dari luar wilayah Indonesia. 

2. Jenis pelanggaran dalam penyeludupan berdasarkan undang-undang 

Undang- undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penerbit Sinar Gratika, 
Jakarta,2001 .Hlm.54 

67 Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonorni, Pramdya Paramita, Jakarta,l990 
Ibid.,Hlm..29 



Dilihat dari jenis didalam praktek penyeludupan dapat dikategorikan 

menjadi dua yaitu penyeludupan fisik dan penyeludupan adrninistratif. 

Berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan para penyeludupan untuk 

meloloskan barang dari dan ke wilayah Indonesia dapat dilihat dalam pasal 

103, 104 dan 105 UU No. 17 Tahun 2006. 

Pasal 103, 104 dan 105 UU No. 17 Tahun 2006 menentukan jenis-jenis 

pelanggaran yang termasuk pelanggaran adrninistratif:: 

Pasal 103 berbunyi Setiap orang yang: 

a. menyerahkan pemberiwuan pabean dadatau dokumen pelengkap pabean 
yang palsu dan dipalsukan; 

b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku 
atau catatan; 

c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan 
untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau 

d.menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, 
memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut 
diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana 
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dadatau pidana denda paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (seratus juta ru iah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 69 

(1)Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang 
berkaitan dengan pelayanan d d a t a u  pengawasan di bidang kepabeanan 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dadatau pidana denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (2)Perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan 
negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

69~ndang- undang RI No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 



tahun clanfatau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).70 

Dalarn pasal 103 dan 103 A dapat diuraikan unsur sebagai berikut: 

a. Menyerahkan dan memberikan keterangan palsu merupakan perbuatan 
pidana 

b. Yang digunakan unhds pemenuhan kewajiban pabean merupakan ha1 ihwal 
y ang menyertai perbuatan. 

c. Memberikan keterangan lisanlatau tulisan yang palsu merupakan ha1 
melawan hukurn yang bersifat subjektif. 

d. Menimbun,menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, 
memperoleh, atau memberikan barang impor adalah perbuatan pidana jika 
telah terbukti. 

e. Sedangkan dalam pasal 103 A secara tidak sah mengakses sistem 
elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dda tau  pengawasan di 
bidang kepabeanan merupakan perbuatan pidana 

Pasal 104 dan 105 UU No. 17 Tahun 2006 menentukan jenis-jenis 

pelanggaran yang termasuk pelanggaran fisik: 

Barang siapa yang; 

Pasal 104 Setiap orang yang: 

a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B; 

b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau 
catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan; 

c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalarn penghilangan 
keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau 
catatan; atau 

d. menyirnpan danlatau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan 
yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai 
kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, clan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dadatau pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga rniliar rupiah).Selanjutnya dalam pasal 105 W 
No. 17 Tahun 2006, ditemukan jenis pelanggaran penyeludupan fisik lain: 

Undaug- undang RI No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 



Barang siapa: 

Pasal 105 :Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, 

melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah 

dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun danlatau 

pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Menurut Andi. Hamzah yang dimaksud dengan: 

1) ~ e n ~ e l u d u ~ a n  fisik ialah "yaitu mengimpor atau mengekspor 
barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang- 
barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan 

2) Penyeludupan adrninistratif adalah "pemasukan atau pengeluaran 
barang-banrang yang lengkap dokumen-dokurnennya dan melalui 
instansi-instansi dan pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi data-data 
yang tertulis dalam dokumen atau yang dilaporkan tidak sesuai 
dengan kenyataan yang sebenarnya. Ada kemungkinan terjadi 
perbedaan Witas maupun harga7' 

Baharuddin Lopa menjelaskan: 

Biasanya yang dimaksud dengan penyeludupan fisik adalah "perbuatan 
yang diuraikan dalam pasal 26 b RO (delik kejahatan), sedangkan 
penyeludupan adrninistratif ialah delik pelanggaran yang sewaktu-waktu 
dimungkinkan juga menjadi delik kejahatan yang diuraikan dalam pasa.125 
RO. Oleh karena hanya pasal26 b lah yang sejak semula dinyatakan sebagai 
kejahatan sedangkan pasal-pasal lainnya dalarn RO masih berstatus 
mungkin pelanggaran dan mungkin pula kejahatan, maka perbuatan 
penyelundupan pasal26 b yang ditetapkan sebagai penyelundupan fisik atau 
penyelundupan murni yang sering orang narnakan penyelundupan ilegal. 
Yang lainnya adalah penyelundupan administratif atau atau penyelundupan 



Moch Anwar menjelaskan: 

Yang dimaksud dengan penyelundupan fisik ialah" dalarn ha1 ini sarna 
sekali tidak dipergunakan dokumen perbuatan ini bertujuan menghindarkan 
diri dari segala kewajiban- kewajiban ataupun larangan-larangan yang telah 
ditetapkan dalam atau berdasarkan OB serta Reglernen larnpirannya dan 
peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari OB serta reglemen 
larnpirannya itu. Perbuatan ini urnumnya dilakukan diluar daerah pelabuhan 
dirnana tidak terdapat petugas- petugas Bea dan Cukai. Dapat dinyatakan 
secara tersembunyi. Perbuatan ini dilakukan melalui daerah perlabuhan 
(laut, udara); Truck-lossing. Transhipment, diluar daerah pelabuhan.73 

Selanjutnya beliau mengatakan penyelundupan adrninistratif 
ada1ah"perbuatan dilakukan seakan- akan barang itu dilindungi oleh 
dokurnen yang diperlukan. Jadi di ergunakan dokurnen yang tidak sesuai 
dengan barang yang dilindunginya. P, 

Dari pengertian diatas dapat disirnpulkan bahwa penyelundupan fisik adalah 
penyelundupan yang dilakukan tanpa adanya dokumen yang lengkap, 
walaupun barang tersebut legal untuk diperdagangkan keluar negeri, 
sedangkan penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang 
dilakukan dengan dokumen yang lengkap yang sah yang telah diberitahukan 
kepada pejabat Bea dan Cukai, tapi tidak sesuai dengan barang yang 
sebenarnya biasanya barang yang diselundupkan adalah barang yang mahal 
atau dilarang untuk diperdagangkan keluar negeri 

3. faktor- faktor penyebab penyelundupan 

Perbuatan penyelundupan disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Moch 

Anwar menyebutkan beberapa faktor yang menyebkan adanya 

penyelundupan adalah: 

a. Geografis 
Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia 
dipersimpangan jalan antara 2 b e n u  dengan garis pantai yang panjang 
sekali dengan negara- negara yang sudah lebih maju dibidang industri 
memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para 
pengusaha di luar negeri untuk melakukan penyelundupan. 

b. Kelebihan produksi 
kelebihan produksi ( over- production) dinegara- negara yang sudah maju 
di bidang industri seperti jepang menimbulkan kesulitan dalam pemasaran 

" Moch Anwar, Segi- segi h u h  masalahpenyeltmdupananYAlumni Bandung,1979HLm.55-56 
74 Ibid.,Hlm.56 



hasil industrinya. Untuk mengatasi kesulitan ini diselenggarakan usaha- 
usaha oleh para pedagang untuk memasukkan barang- barang tersebut 
kenegara-negara lain secara tidak sah, antara lain ke Indonesia. 

c. Industri dalam negeri 
Kondisi industri dalam negeri masih dalam tahap perkembangan. Produksi 
industri masih jauh dari yang diharapkan untuk mengatasi kekurangan 
dalam pengadaan barang kebutuhan rakyat. Biaya yang tinggi dan sarana 
angkutan yang kurang menimbulkan kesulitan dalarn perluasan pemasaran, 
hingga hasil industri dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang 
impor( disparitas harga antara harga di indonesia dan harga diluar negeri). 

d. Masyarakat 
Masyarakat dalarn usaha-usaha penanggulangannya kurang memberikan 
partisipasinya, meskipun mass-media cukup memuat berita- berita tentang 
penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, merasa beruntung 
dapat membeli barang secara murah dengan mutu yang tinggi ( ingat pasar 
ular ditanjung Priok) hal ini disebabkan kehausan pasaran akan barang 
serta daya beli yang 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya 

penyelundupan di Indonesia adalah 

1. Faktor Geografis wilayah Indonesia terdiri dari beribu- ribu pulau 
menyebabkan sulitnya pengawasan menyebabkan daya tarik untuk 
melakukan penyelundupan hal ini seperti kondisi Geografis Propinsi 
Riau terdiri dari banyak sungai dan anak sungai yang memiliki 
pelabuhan tikus. 

2. Indonesia yang bukan negara maju menjadi tempat pemasaran yang 
strategis bagi negara maju yang kelebihan hasil produksinya ini 
dibuktikan dengan membanjirnya makanan ringan, asesoris wanita, 
barang elektronik dari negara tetangga Singapura clan Malaysia 

3. Kondisi industri Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan negara 
maju karena lambatnya pemasaran menyebabkan hasil produksi 
dipasarkan secara lambat. 

4. Kurangnya partisipasi dalam penanggulangan penyelundupan 
masyarakat yang masih membeli produk luar negeri ataupun barang 
cuci gudang dari luar negeri dengan harga murah menyebabkan 
semakin menambah rninat para pel* penyelundupan untuk 
menyelundupkan barang. 

4.pengaruh penyelundupan 



Penyelundupan sebagai perbuatan yangdilarang dihdonesia mempunyai 

banyak pengaruh yang merugikan tidak hanya bagi masyarakat tapi juga 

bagi negara Indonesia karena dimata negara lain Indonesia dianggap tidak 

mampu menjaga keamanan dalam bidang ekonomi dan batas wilayah. 

Perbuatan penyelundupan mempunyai pengaruh yang sangat banyak bagi 

negara. Menurut Moch. Anwar pengaruh penyelundupan ada dua: 

a. Bagi pendapatan negara 
Penyelundupan pada umumnya, khususnya penyelundupan administratif 

mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta 
pungutan- pungutan lain. Penyelundupan administratif didasarkan atas 
under invoicing yang menimbulkan akibat mengurangi pengenaan bea 
serta pungutan- pungutan lain atas pemasukan dan pengelwan barang. 

b. Bagi perkembangan industri 
Penyelundupan mengakibatkan kemacetan atau hambatan dalam 

perkembangan industri dalam negeri. Misalnya banyak pabrik tekstil 
dirnajalaya berhenti berproduksi b kredit yang diterima oleh pabrik 
tersebut tidak dapat dikembal ika~~.~~ 

Berdasarkan pendapat Moch Anwar penyelundupan merugikan negara 
dari segi pendapatan yang berkurang melalui pungutan dari bea masuk 
dan pengeluaran barang dari bidang Industri juga mengalami kerugian 
karena kemacetan kredit yang tidak bisa dikembalikan. 

C. Tindak Pidana penyelundupan dalam perfektif kriminologi 

Sebelum membahas penyelundupan dalam perspektif kriminogi perlu di 

jelaskan hubungan antarzi hukum p i b a  dengan Kriminologi. Adapun 

Hubungan hukum pidana dengan Krirninologi adalah" Hukum P i b a  adalah 

teori mengenai aturan- aturan atau norma, sedangkan kriminologi adalah teori 

tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku 



atau perbuatan yang diancam pidana "."~edan~kan perbedaan Kriminologi 

dengan Hukum pidana adalah " terletak pada Obyeknya, yaitu obyek utama 

hukurn pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut 

norma- norma hukum yang berlaku. sedangkan perhatian kriminologi tertuju 

kepada manusia yang melanggar hukum Pidana dan lingkungan manusia- 

manusia tersebut. Akan tetapi perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab atau 

suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukurn pidka 

dengan kriminologi. Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi 

disebabkan hal- ha1 sebagai berikut : 

a. Perkembangan hukum pidana pada akhir- akhir ini menganut sistem yang 

memberi kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan 

menghubungkannya dengan sifat dan berat ringannya( ukuran) 

pemidanaannya. 

b. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang 

dilakukan oleh orang gila dan anak- anak. Akan tetapi, perhatian terhadap 

individu yang melakukan perbuatan, belakangan ini telah mencapai arti 

yang berbeda sekali dari usaha- usaha sebelumnya. Dan sehubungan 

dengan ini, pengertian- pengertian kriminologi telah terwujud sedernikian 

rupa dalam hukurn pidana sehingga criminal science sekarang menghadapi 

problem- problema dan tugas- tugas yang sama sekali baru dan 

hubungannya erat sekali dengan kri~ninolo~i".~~ 

@.chit. hlm 16 
* Ibid hlm 20-2 1 



Dalam penulisan ini jika dilihat dari persfektif kriminologi 

penyelundupan merupakan tindakan yang dilakukan melalui proses 

interaksi. Pelaku tidak bisa melakukan kej ahatan sendiri butuh 

interaksi dengan orang lain. Kejahatan yang dilakukan tidak bisa 

secara biasa, butuh proses belajar dan menyusun teknik atau 

strategi untuk melakukan kejahatan, serta didukung adanya motif- 

motif tertentu. Dalam hal ini motif ekonomi yang menjadi faktor 

dominan mengapa orang melakukan penyelundupan. Sedangkan 

motif kejahatan masuk dalam teori "differential association" 

Terdapat dua versi teori Asosiasi Diflerential. versi pertarna 

terdapat dalam buku Principle of criminology edisi ketiga. Dalam 

karya tersebut Sutherland tertuju pada sod konflik budaya 

(cultural conjlik) , keberantakan sosial (social disorganization), 

serta diflerential associations. Itulah sebabnya , ia m e n m a n  tiga 

pokok sod sebagai intisari teorinya : 

a. Any person can be trained to adopt and follow any pattern of 
behavior which he is able to execute ( tiap orang &an 
menerirna dan mengikuti pola- pola prilaku yang dapat 
dilaksanakan). 

b. Failure to follow a prescribed pattern of behaviour is due to 
the inconsistencies and lack of harmony in the injluences 
which direct the individual. (kegagalan menght i  suatu pols 
tingkah laku(yang seharusnya) &an menirnbulkan 
inkonsistensi dan ketidakharmonisan). 

c. The conjlic of culture is therefore the firndamental principle in 
the eksplanation of crime.( konflik budaya merupakan prinsip 
dasar dalarn menjelaskan kejahatan). 
Selanj utnya, Edwid H.. Sutherland rnengartikan diflerential 
associations sebagai" the contens of the patterns presented in 
associations ". Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan 
penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan 



tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi 
dengan orang lain. 

Kemudian pada tahun1974 Edwin H. Sutherland 
menyajikan versi kedua dari Teori Differential Association 
yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, 
tidak ada yang ditunrnkan berdasarkan pewarisan orang tua. 
Tegasnya pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari 
melalui suatu pergaulan yang akrab. 

sebagaimana postulat yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland 
dan Donald Cressey dengzjn ciri- ciri sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Kejahatan dipelajari secara negatif ini berarti kejahatan tidak 
diwariskan ; 

2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang- orang lain 
melalui proses komunikasi; 

3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung didalam 
kelompok- kelompok pribadi yang intirn; 

4. Proses belajar meliputi: 
a. Teknik- teknik untuk melakukan kejahatan yang kadang 

kala sangat rumit dan kadang- kadang sangat sederhana dan 
b. arah motif, dorongan, pembenaran dan sikap- sikap 

5. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi- 
definisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan- aturan 
hukum; 

6. Seseorang menjadi delinkuen oleh karena ia mempunyai 
definisi yang mendukung pelanggarannhukum dibandingkan 
dengan definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum; 

7. Pengelompokan yang berbeda- beda mungkin beraneka ragam 
dalam fiekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya; 

8. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokan dengan pola- 
pola kejahatan atau anti kejahatan menyangkut semua 
mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apapun; 

9. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan- 
kebutuhan dan nilai- nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan 
oleh kebutuhan dan nilai- nilai tersebut, oleh karena prilaku 
yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai- nilai 
dan kebutuhan- kebutuhan yang sama. 
Berdasarkan ciri- ciri yang dikemukakan oleh Edwin H 

Sutherland dalam tindak pidana penyelundupan ada beberapa 

- - 

79 Mulyana W. Kusumah.1984. Kiiminologi dun Mmalah 
Kejahatan.Bandung,Armico,Hlm44-45 



ha1 mengapa penyelundupan dapat dikatakan masuk dalam 

Teori Differential Association: 

1. Penyelundupan adalah kejahatan yang dipelajarisecara 
negatif penyelundupan tidak bisa dilakukan tanpa 
mempelajari kondisi dan situasi yang terjadi dilapangan 
perlu mempelajari wilayah yang akan dilalui untuk 
menyelundupkan barang, barang apa saja yang 
menguntungkan untuk diselundupkan: 

2. Ada interaksi antara pelaku penyelundupan, penyelundupan 
tidak bisa dilakukan sendiri perlu komunikasi dan interaksi 
dengan individu yang lain; 

3.  Penyelundupan dilakukan dengan berkelompok secara 
terorganisir sehingga antara individu saling beke rjasama; 

4. Dalam proses pembelajaran ini penyelundupan memakai 
teknik- teknik tertentu menyebabkan penyelundupan secara 
garis besar terbagi dua yaitu penyelundupan Fisik dan 
penyelundupan Administratif. Adapun motif yang terdapat 
dalam penyelundupan adalah motif ekonorni karena pelaku 
penyelundupan biasanya melakukan penyelundupan untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi; 

5. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau- pulau 
yang dikelilingi lautan dan keamanan yang sangat minim 
menjadi faktor pendorong untuk melakukan 
penyelundupan; 

D. tindak Pidana Penyelundupan Dalam Perspektif Islam 

Masalah hukum pidana dalam Islam diatur dalam suatu bidang kajian tersendiri 

yaitu Jinayat "dibahas dalam Fiqih Islam dengan istilah Al- jinaayaat. Kata 

jinaayaat adalah bentuk jamak dari kata jinaayah, yang berate perbuatan dosa 

kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana penyelundupan dalam jinayat 

masuk dalam hukuman takzir adalah hukuman yang tidak dipastikan 

ketentuannya dalam nash Al- Qur7an atau sunnah Rasul hukuman takzir 

menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya".80 

Ahmad Azhar BasyirJkhtisar Fiqih Jinayat( Hukum Pidana Islam), uii Press 
Yogyakarta, 2001 ,Hlm 1-2 



Kata ta'zir menurut bahasa berarti "mengkokohkan. Dalam istilah fikih jinayat, 

kata ta'zir berarti pengajaran. Jarirnah ta'zir berarti jarimah yang diancam 

dengan pidana ta'zir. Jarirnah ta'zir mencakup segala macam jarirnah yang 

tidak termasuk jarimah kisas, diyat, dan hud~d" .~ '  

"Semua perbuatan yang dilarang syarak, tetapi tidak diancam dengan suatu 

macam hukurnan dalam Al-Qur'an atau sunah rasul dapat dipandang sebagai 

jarimah ta'zir jika nyata - nyata merugikan pelakunya atau orang lain"." 

Jika negara melarang impor barang secara ilegal atau pun ekspor barang secara 

ilegal, dalam rangka membela kepentingan umum kaum muslimin, maka 

aturan pemerintah semacam ini tidak boleh dilanggar, baik dengan secara 

langsung melakukan penyelundupan barang, bekerja sama dengan para 

penyelundup, atau pun menyetok barang untuk para penyelundup.Ha1 itu 

mengingat kaidah fikih 'peraturan pemerintah yang ditetapkan karena 

menirnbang maslahat rakyat itu tidak boleh di1a11~~a.r.~~ 

Terlebih lagi, jika barang impor atau ekspor barang secara ilegal itu bisa 

menghancurkan perekonornian negam Di samping dampak buruk lain yang 

ditirnbulkan dengan beredarnya barang irnpor ilegal atau jeleknya kualitas 

barang yang diekspor secara ilegal, yang secara tidak langsung bisa 

memberikan dampak buruk yaitu citra negatif untuk produk-produk dalam 

negeri di pasar dunia, yang pada gilirannya bisa merusak lapangan kerja dan 

'' Ibid 
Ibid 

83 Ibid 



menimbulkan gangguan sosial di masyarakat-Ketentuan di atas berlaku jika 

larangan ekspor atau impor ilegal itu dikeluarkan oleh pemerintah karena 

pertimbangan ekonomi untuk membela kepentingan umat dan menjaga 

stabilitas masyarakat, dengan membuat aturan ekspor dan impor secara adil 

yang membawa kemanfaatan bagi kaurn muslimin. Dalarn kondisi semisal ini 

kita wajib menaati aturan pemerintah yang bukan kemak~iatan.~~ 

Dipandang dari sistem ekonomi secara Islam penyelundupan tidak sesuai 

dengan landasan Islam yaitusistem Ekonorni Syariah."Sistem yang 

didalarnnya berlandaskan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sistem 

yang akan membawa ummat manusia pada jalan yang diridhoi oleh-Nya 

Sistem ini didasarkan pada agama islam (+'$I s), karena islam sebagai 

"Rahrnatan lil alamin" yaitu rahrnat bagi semesta dam, mempunyai makna 

islam bukan hanya untuk ummat islam saja, tetapi juga untuk seluruh 

makhlukNya yang ada di muka bumi ini. Islam sangat mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia di dunia ini, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga 

tidur kembali di malam hari. Semuanya telah diatur didalam agama islam 

secara terperinci, semata-mata untuk mencapai keridhoan dan kebahagiaan dari 

Allah SWT Sang Pencipta baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti." 

Dalam agama islam kegiatan ekonomi harus didasarkan pada hukum 

syara', dalam artian ada yang boleh dilaksanakan clan sebaliknya ada yang 

tidak boleh dilaksanakan dengan kata lain "hams ada etika". Kegiatan ekonomi 

merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai didalam 



firman-Nya: ) 1 + Y l j  i)&bt!&Lj i d  az-dzariyyat:56) artinya: "Dan 

aku tidak ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribdah kepada-Ku". Islam 

juga mengajarkan bahwa manusia tidak dibenarkan untuk bersifat sekuler, 

yaitu memisahkan antara kegiatan ukhrowi dan dunia, harus ada keseimbangan 

(balance) antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang akan 

datangg6 

Dalam Agama Islam pada hakikatnya harta yang kita punya adalah milik Allah 

SWT, harta merupakan pernberian Ilahi dan juga sebagai titipan dari-Nya 

kepada kita manusia di dunia ini. Oleh karena itu, wajib hukumnya menjaga 

dan menggunakan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Agama 

Islam secara jelas telah menerangkan yang berkaitan dengan aturan-aturan 

dalarnmasalah harta tersebut. Islam telah mengatur dalam masalah harta mulai 

dari sisi cam mendapatkannya, kemudian cara menggunakannya, hingga cara 

memberikannya kepada yang berhak baik itu dalam bentuk shodaqoh, infaq, 

dan zakat. Semua penjelasan terkait masalah harta telah diatur dalam agama 

Islam sesuai dengan tuntunan Qur'an dan ~ u n n a h . ~ ~  

System ekonomi syariah terdapat tiga landasan dalam penerapannya, 

yaitu Tauhid, Aqidah, dan Syariah. Tauhid, artinya bahwa system ekonomi 

ini berlandaskan hanya pada satu tujuan semata yaitu mencapai keridhoan- 

Nya dalam setiap kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan di berbagai sisi 

kehidupan ini. Aqidah, artinya bahwa system ekonomi ini menjamin 

terhadap seluruh pelaku ekonomi yang terdapat didalarnnya h m l a h  

86 Ibid 
"bid 



mempunyai aqidah yang baik dan benar agar tidak tejadi kezhaliman atau 

ketidakadilan dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilaksanakannya. 

Syariah, artinya bahwa system ekonomi ini haruslah berlandaskan sesuai 

tuntunan syariah (Al-Qur'an aan As-Sumah) yang berlaku dalam setiap 

kegiatan ekonomi yang dilaksanakannya. Pastinya ketika sudah terpenuhi 

ketiga landasan system ekonomi syariah tersebut pada akhimya akan 

membawa kemaslahatan untuk selunih urnrnat manusia di muka bumi 

Secara etimologi, mashlahah sarna dengan rnanfaat, baik dari segi lafd 

maupun rnakna. Mashlahah juga berarti rnanfaat atau suatu pekerjaan yang 

mengandung rnanfaat. Sedangkan secara terminologi, menurut h a m  al- 

Ghazali, bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah "mengambil manfaat dan 

menolak kernudaratan dalam rangka rnernelihara tujuan-tujuan ~ ~ a r a . * ~  

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kernaslahatan hams sejalan 

dengan tujuan syara' , sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, 

karena kemaslahatan rnanusia tidak selamanya didasarkan kehendak syara', 

tetapi sering didasarkan keapada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, 

menurut h a m  al-Ghazali, yang dijadikan patokau dalam menentukan 

kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan 

tujuan manusia. 

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, lanjut Imam al-Ghazali, ada 

lima bentuk yaitu: rnemelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hark 



Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk 

memelihara kelima aspek tujua syara' diatas, maka dinamakanmashlahah. 

Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang 

berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga 

dinamakan rnashlahah. Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syathibi, 

mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara 

kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena apabila keduanya bertujuan 

untuk memelihara kelima tujuan syara' diatas termasuk kedalam konsep 

mashlahah. Dengan demikian, menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang 

dicapai seorkg hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.90 

Dari pengertian diatas jika dikaitkan dengan tindak pidana penyelundupan 

maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyelundupan jika dibiarkan 

akan merugikan Negara dalam bidang finansial karena sudah menjadi hak 

Negara.Tindak pidana penyelundupan juga merugikan kemaslahatan umat 

dan merupakan perbuatan dosa dalarn islam. Dalam hal ini untuk penegakan 

hukurn tindak pidana penyelundupan di Indonesia telah dijelaskan secara rinci 

pada Undang-undang No. 17 tahun 2006. 



BAB 111 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI 

PROVINSI RIAU 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hai l  penelitian yang dilalcukan di lapangan melalui 

wawancara bersama narasumber yang terdiri dari Polisi di Kepolisian 

Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Jaksa di Kejaksaaan 

Tinggi Riau, Hakirn di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Penyidik Khusus 

pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean B Pekanbaru. faktor yang menyebabkan adanya penyelundupan di 

Provinsi Riau,bagaimana Irnplementasi Penegakan hukum Pidana terhadap 

penyelundupan di Provinsi Riau,apa saja faktor pengharnbat terjadinya 

penegakan h u b  pidana terhadap penyelundupan di provinsi Riau, 

apakah sanksi pidana yang dikenakan sudah membuat pelaku 1 terdakwa 

jera melakukan tindak pidana penyelundupan-Dari beberapa subyek 

pelitian di dapat keterangan sebagai berikut: 

1. Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reserse Krimind Khusus 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ddam menjalankan tugasnya 

sebagai alat penegak hukurn, menurut pasal 4 dan pasd 5 Undang- 

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Kepolisian hams meliputi pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukurn, perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara 



Republik Lndonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Dalam menjalankan 

tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau 

mempunyai tugas membantu ketertiban dan Keamanan bagi 

Masyarakat di Provinsi Riau yaitu.' 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bertugas untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau merupakan 

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan h u h ,  serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri khususnya 

masyarakat di provinsi Riau. 

Menurut Bapak Kaswandi Irwan upaya yang dilakukan oleh 

Polda f iau dalam upaya Penegakan hukum pidana terhadap 

penyelundupan di Provinsi Riau adalah: 

a. Ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di Provinsi Riau 

melalui Ke jasama dalam bentuk Tim operasi gabungan dengan 

Wawancara dengan Bapak Darmawan.SH, Kanit 1 Subdit lIndustri dan 
perdagangan Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru Pukul 10.17-12 -43 
Rabu 6 Mei 2015 clan p u M  11.12- 12.07 Senin 11 Mei 2015 



polsek- polsek yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan jika ada 

penangkapan yang berkaitan dengan penyelundupan maka akan 

diserahkan pada penyidik yang berhak yakni penyidik dari 

Kantor Bea dan Cukai. 

b. Mengayomi masyarakat yang membutuhkan bantuan 

Selama periode tahun 2014 dan 2015 ada beberapa kasus besar 

diantaranya adalah kasus penyelundupan 8,088 ton ganja asal Aceh di 

salah satu Rumah Makan, Il. Kandis KM. 53 Telaga Samsam Kandis, 

Provinsi Riau, pada bulan oktober tahun 2014. 

Tidak semua kasus penyelundupan serahkan ke Penyidik PPNS Bea 

dan Cukai lebih mengedepankan Undang- undang contohnya jika hasil 

temuan adalah produk pangan maka masuk pada Undang- undang 

perlindungan pangan, jika hasil temuan berupa barang kosmetik maka 

masuk pada undang- undang Kosmetika. Selain itu Polda Riau juga 

memantau kine rja polsek yang ada di seluruh provinsi Riau untuk aktif 

melakukan patroli salah satunya adalah polsek kawasan pelabuhan 

berada di kawasan pelabuhan Sungai duku, kawasan Kabupaten 

Durnai,Kabupaten Tembilahan dan Kabupaten Bengkalis polsek ini 

berbatasan langsung dengan pelabuhan lintas negara tetangga seperti 

Malaysia dan Singapura merupakan kawasan rentan untuk terjadi 

penyelundupan.3 

lbid 
lbid 



Dalam Melakukan patroli Polsek Kawasan Pelabuhan yang berada 

dibawah Jajaran Polda Riau sering mengalami hambatan untuk 

memberantas penyelundupan di Provinsi Riau yaitu : 

a. Geografis, yaitu wilayah yang sebagian besar memiliki sungai 

panjang seperti sungai Siak,serta perbatasan lautan luas 

mengakibatkan banyak bermunculan pelabuhan tikus. Pelabuhan 

tikus adalah pelabuhan kecil yang sulit di jangkau karena 

tersembunyi pada kondisi Geografis tertentu. Penyelundupan juga 

dilakukan pada waktu malam hari disaat masyarakat tidak menyadari 

adanya aktifitas kerja untuk mengeluarkan dan memasukkan barang 

tanpa izin resmi. 

b. Sarana dan Prasarana yang sudah tidak memadai seperti sarana 

Transportasi yang sudah lama untuk patroli. 

Faktor yang yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana 

Penyelundupan menurut Bapak Kaswandi Invan adalah "4 

1. Faktor geografis Provinsi Riau yang sangat strategis dalam ha1 

jalur perdagangan antar negara yaitu selat malaka yang 

merupakan jalur perdangan Internasional. 

2. Faktor budaya masyarakat yang cenderung mencari keuntungan 

terhadap praktek penyelundupan tersebut melalui bisnis 

perdagangan. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan 

hukum pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau adalah: 

lbid 



1.kurangnya Koordinasi antar Instansi terkait dalarn penegakan 

hukum Tindak Pidana Penyelundupan tersebut sehingga 

cenderung lebih mengedepankan kewenangan masing- masing . 

2. Kurangnya sosialisasi dan Pemahaman kepada masyarakat 

tentang hal- ha1 yang berhubungan dengan tindak pidana 

penyelundupan tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kaswandi Irwan. S.IK dapat 

diambil kesimpulan bahwa peran Polda Riau dalam penegakan hukum 

pidana di Provinsi Riau berperan aktif dalam menjaga keamanan 

dengan melakukan Operasi Tim Gabungan bersama jajaran Polsek di 

Kabl Kota Se Provinsi Riau, melakukan Koordinasi dan Pengawasan 

Kinerja Polsek Kawasan Pelabuhan. Polsek Kawasan pelabuhan 

Sebagai gerbang patroli keluar masuk barang di Pelabuhan Riau. Pos 

yang ada diantaranya di Kawasan Pelabuhan Duku pasar bawah 

Pekanbaru, Selatpanjang Kabupaten Meranti,Kabupaten Inhil 

Tembilahan dan Kota Dumai. Sedangkan Faktor penghambat dalam 

penegakan hukum Pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau 

adalah letak geografis, dan penyelundupan yang dilakukan pada 

malam hari membuat sulit melacak pelaku penyelundupan 

2. Jaksa Pada pengadilan Tinggi Riau 

Dengan adanya Kasus penyelundupan di Provinsi Riau, Kejaksaan 

Tinggi Riau dalarn ha1 ini Ibu Sepni Yanti. SH selaku Jaksa Fungsional 

pada Kejaksaan Tinggi Riau di bagian Pidana Khusus selaku narasurnber 

mengatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas untuk ikut menegakkan 



hukurn dalarn kasus penegakan hukum di Indonesia juga pada Kasus 

penyelundupan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan 

peraturan perundang undangan pada Undang- undang nomor 16 tahun 

Faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan di Provinsi Riau 

a. Kurangnya pengawasan dari Instansi terkait terhadap kasus 
penyelundupan di Provinsi Riau. Lemahnya pengawasan terhadap 
aktifitas penyelundupan di Provinsi Riau 

b. Faktor ekonomi seseorang untuk mendapat keuntungan agar tidak 
membayar bea masuk. Tingginya biaya hidup di dimasyarakat. 

c. Besarnya permintaan dari konsumen atas barang Irnpor. 

Sedangkan hambatan- hambatan terhadap penyelundupan di Provinsi 
Riau adalah sebagai b e r i k ~ t : ~  

a. Pemilik barang asli pada kasus penyelundupan sulit ditemukan 
b. Komunikasi yang dilakukan antar pelaku melalui telepon seluler atau 

jaringan mobile hingga sulit dilacak dimana pelaku berada 
c. Barang yang dikrirnkan langsung melalui ekspedisi alamat asli tidak 

bisa ditemukan 
Dari hasil wawancara dengan Ibu Sepni Yanti selaku Jaksa di 

Kejaksaan Tinggi Riau dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyelundupm di Provinsi Riau adalah 

kurangnya pengawasan dari Instansi terkait terhadap kasus 

penyelundupan. Sulitnya memyelidiki kasus penyelundupan dan 

5 Wawancara dengan Jbu Sepni Yanti. SH selaku jaksa Fungsional di 
Pengadilan Tinggi Riau, Selasa 23 Juni 20 15 Puku109.2 1 - 1 1.29 WIB. 

6 Wawancara dengan Ibu Sepni Yanti. SH selaku jaksa Fungsional di Pengadilan 
Tinggi Riau, Selasa 23 Juni 20 15 Puku109.2 1 - 1 1.29 WIB. 



mengejar pelaku dikarenakan tersangka bukanlah pelaku utama, 

komunikasi antar pelaku juga sulit dilacak karena menggunakan 

telepon seluler atau komunikasi yang sudah canggih. 

3 .  Hakim pada Pengadilan Tinggi Riau 

Penegakan Hukum Pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau 

menurut Bapak H. Imam Suudi. SH., MH selaku Hakim Tinggi di 

Pengasilan Tinggi Riau mengatakan ' "Bahwa penegakan hukum Pidana . - 

di Provinsi Riau belum memadai, sedangkan faktor yang menyebabkan 

tindak pidana penyelundupan di Provinsi Riau adalah:* 

a. Faktor Demografis yang rawan bagi daerah yang berbatasan dengan 

daerah kepulauan.. 

b. Faktor sumber daya manusia yang kurang dalam menangani kasus 

penyelundupan. 

c. Riau adalah Provinsi strategis masuknya penyelundupan ditambah 

dengan perbatasan antar negara seperti Kota Dumai, Kabupaten 

Bengkalis, Kabupaten Inhil, Kabupaten Meranti. Oleh karena itu 

diperlukan pengakan hukum yang konsisten terhadap perkara- perkara 

tindak pidana penyelundupan karena Pengadilan adalah Benteng 

terakhir dalam proses penegakan hukum. adapun faktor penghambat 

te rjadinya penegakan hukurn pidana terhadap penyelundupan 

menurut Bapak H. Imam Suudi adalah: 

7 Wawancara dengan Bapak H. Imam Suudi Selaku Hakim Tinggi di Pengadilan 
Tinggi Pekanbaru, Senin 14 Juni 20 15 pukul 10.30- 1 1.25 wib dan Selasa 15 Juni 20 15 
pukul 14.15-15.05 W. 

Ibid 



a. Perlu di berdayakan lagi hakirn yang terampil khususnya terhadap 

kasus penyelundupan baik hakim karir maupun hakim Ad hoe. 

Contohnya hakim ad hoc pada kasus perikanan. 

b. Kurangnya sertifikasi dan keahlian hakim. 

Pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam memutuskan 

perkara menurut Bayak H. Imam Suudi SH. , MH adalah :' 

a. Sesuai dengan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim, 

Hakim memutuskan berorientasi pada Kepentingan negara 

Khususnya masalah Bea dan Cukai sehingga negara tidak 

dirugikan. 

b. Agar perkara lebih cepat di proses maka pemerintah 

diharapkan mengeluarkan regulasi yang mempercepat 

papenyelesaian perkara. 

c. Peraturan yang dibuat hams dilaksanakan. 

Mengenai Sanksi Pidana yang dikenakan terhadap pelaku 

penyelundupan menurut Bapak H. Umar Suudi. SH., M H  lo 

masih belum memadai dikarenakan bahwa Peradilan di 

Indonesia tejadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan 

peraturan Perundang- undangan. " Peran Pengadilan Tinggi 

Pekanbaru dalam Penegakan Hukurn Pidana terhadap 

penyelundupan di Provinsi Riau menurut Bapak H. Umar 

Suudi ~dalah."  Pada Perkara- perkara yang menyangkut 

lbid 
lo lbid 
l1 l bid 



penyelundupan Hakim selalu memberikan keputusan yang 

maksimal supaya dirasakan efek jera bagi pelaku 

penyelundupan. Upaya yang sebaiknya dilakukan untuk 

menegakkan hukum Pidana terhadap penyelundupan di 

Provinsi Riau adalah :I" 

a. Sering diadakan pelatihan terhadap Hakin( sertifikasi 

terhadap tindak pidana penyelundupan) agar Hakirn dapat 

melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Umar 

Suudi.SH., MH dapat disirnpulkan bahwa Faktor yang 

menyebabkan penyelundupan di Provinsi Riau adalah 

faktor Demografis,faktor sumber daya manusia serta 

faktor strategis dari Provinsi Riau yang banyak berbatasan 

dengan negara tetangga. 

4. Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean B Pekanbaru. 

Tindak Pidana Penyelundupan di Provinsi Riau menurut Bapak 

Sapar. A Hasibuan. SH., MA mengatakan b a h ~ a ~ ~ ~ e r u ~ a k a n  tindak 

pidana yang merugikan negara. Faktor yang mempengaruhi Tindak 

pidana Penyelundupan menurut Bapak Sapar A. Hasibuan adalah 

l2 bid 
l3 HaSil Wawancara dengan Bapak Sapar.A.Hasibuan. SH., MH selaku Kasubsi 

Penyidkm dan BHP Kantor Pengawasan dan Pelayauan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Pekanbaru. 



"14dalam UU No. 10 tahun 1995 sebagai mana diubah dengan UU No. 

1712006 tentang kepabeanan yang menjadi unsur tindak pidana 

sebagai mana tercantum dalam pasal 102 dan 102A, 103." Sedangkan 

Faktor penghambat dalam Penegakan hukum Pidana Terhadap 

penyelundupan di Provinsi Riau Belum ada hambatan. Dalam melakukan 

proses penyidikan yang dilakukan dalam menangkap pelaku 

penyelundupan adalah" l 5  PPNS Bea dan Cukai dalam proses 

penyidikan melakukan penangkapan terhadap orang yang bertanggung 

jawab atas tindak pidana dibidang kepabeanan atau cukai berpedoman 

pada KUHAP, PPNS Bea Cukai diberi kewenangan penyidikan 

berdasarkan pasal 1 12 ayat 2 UU No. 10 tahun 1995 sebagai mana 

diubah dengan UU No. 1712006 dan pasal63 ayat 2 UU No. 11 tahun 

1995 sebagai mana diubah dengan W No. 3912007." Selanjutnya 

mengenai Sanksi Pidana yang dikenakan pada pelaku penyelundupan 

beliau mengatakan bahwa."I6 Pada prinsipnya seseorang yang 

dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum akan 

menyadari kesalahannya untuk tidak mengulanginya." Selanjutnya 

beliau mengatakan Upaya Penegakan hukurn Pidana Terhadap 

Penyelundupan di Provinsi Riau adalah." 17 Berdasarkan UU 

Kepabeanan penyidik Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk 

melakukan penyidikan pada Pasal 1 12 ayat 1. Dari hasil wawancara 

l4 l bid 
l5 l bid 
l6 l bid 
l7 lbid 



dengan Bapak Sapar. A. Hasibuan SH. ,MH dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukurn Pidana terhadap 

penyelundupan di Provinsi Riau adalah Dalam ULT No. 10 tahun 1995 

sebagai mana diubah dengan UU No. 1712006 tentang kepabeanan 

yang menjadi unsur tindak pidana sebagai mana tercantum dalam 

pasal 102 dan 102A, 103." Jika sudah memenuhi unsur tindak pidana 

pada pasal tersebut. 

B. Tinjauan Putusan terhadap Putusan Pidana Terhadap Pengadilan Tinggi 

Pekan baru No. 1541 PID.SUSl2012fPTR 

1.  Tentang surat dakwaan 

Surat dakwaan harus memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana 

diatur dalam Pasal 143 KUHAP ayat 1 yaitu harus diberi tanggal dan 

ditanda tangani jaksa. Sedangkan unsur materiil diatur dalam ayat 2(a): 

memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir ,umur atau tanggal lahir, 

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agarna, dan pekerjaan 

tersangka, (b) harus cerrnat jelas dan lengkap menyebutkan waktu, 

tempat dan perbuatan pidana. Surat dakwaan No. Keg. Perkara 

banding Nomor 1 92Akta.Pid20 12/PN.DUM dan permintaan banding 

tersebut sudah diputuskan pada Surat Putusan Nomor 

154/PID.SUS/2012/PTR atas nama terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico 

Laos Romano telah memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 143. 

Secara Formil surat putusan sudah di tandatangani oleh Jaksa dan 



secara materiil telah terpenuhi dengan menyebutkan identitas lengkap 

terdakwa. 

Identitas terdakwa 

1.  Nama lengkap : Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano: 

Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbar); 

Umurl tgl Lahir : 30 T a h d  12 Januari 1892; 

Jenis Kelamin : Laki- laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Tempat tinggal : J1. Bintan Gg. Batam No. 106 Kel. Sukajadi 

Dumai Timur Kota Dumai; 

Agama : Islam; 

Pekerj aan : pelaut ( Nakhodal Tekong KM.SETIA 

MAJU GT 7 S 21No 2554); 

Pendidi kan : SMA( Tamat); 

Surat dakwaan yang diajukan kemuka pengadilan terdiri dari dua 

dakwaan yaitu yang dikenakan kepada terdakwa adalah pasal 102 

huruf a Undang- undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahn atas 

Undang- undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

mengenai mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest 

jo Pasal 102 D Undang- undang No. 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang- undang No. 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan mengenai membongkar atau menimbun barang impor 



yang masih dalarn pengawasan pabean selain di tempat tujuan yang 

ditentukad diizinkan. 

Dalam dakwaan diuraikan hal- ha1 sebagai berikut: 

I .  Peristiwa terdakwa melakukan penyelundupan; 

2. Waktu dan tempat para terdakwa melakukan penyelundupan 

barang bekas dari luar negeri; 

3. Penyebutan Para Saksi yang akan bersaksi; 

4. Pemberitahuan barang- barang bukti yang akan diajukan di muka 

pengadilan untuk memperkuat pembuktian. 

Selanjutnya adanya akta permintaan banding Nomor 192 Akta 

Pidl20121 PN.DUM. dan permintaan banding tersebut telah 

diberitahukan pada terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2012 serta 

penuntun urnum telah mengaj ukan memori banding bertanggal 10 

September 201 2 yang di terima di kepaniteraan pengadilan Negeri 

Dumai pada tanggal 10 September 201 2. 

Adapun Unsur- unsur yang terdapat dalam pasal 102 huruf a 

dan pasal 102 huruf d Undang- undang No 17 tahun 2006 adalah 

sebagai berikut : 

a.Unsur barang siapa. 

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau 

subjek hukurn yang kepadanya yang dapat dipertanggungjawabkan 

terhadap sesuatu perbuatan dan tidak ada alasan yang dapat 

menghapuskan kesalahannya tersebut baik itu alasan pemaaf 



maupun alasan pembenar. Dalam hal ini adalah terdakwa yaitu 

Yan Rahrnanto Bin Nico Laos Romano. 

b. Unsur mencoba mengangkut barang tidak sesuai manifes yang 

dimaksud dengan mencoba mengangkut barang tidak sesuiai 

manifes adalah berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti yang 

ada baik langsung maupun tidak langsung telah mencoba 

mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifes 

tersebut tanpa dilengkapi dokumen- dokumen yang sah.dengan 

cara bahwa terdakwa dalam perjalana dari Port Klang Malaysia 

menuju Kota dumai menggunakan Kapal KM Setia maju GT 7 S 

21 2554 tanpa dilengkapi dengan manifes dimana hal tersebut 

merupaka hal yang wajib dibawa oleh setiap orang yang 

membawa barang dari luar wilayah kepabeana Indonesia.. 

c. Unsur membongkar atau menimbun barang impor yang masih 

dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang 

ditentukan dadatau diizinkan dengan cara bahwa terdakwa yang 

bersandar di Parit sadak Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai 

dengan menggunakan Kapal KM.SETIA MAJU GT 7 S 21No. 

2554 yang isi muatannya berupa : 

1. 500 (lims ratus) buah ban mobil bekas, 

2. 350 (tiga ratus lima puluh) ikat ban sepeda motor bekas, 

3. 15 (Lima belas) ikat karpet bekas , 

4. 9( sembilan) lembar kasur /spring bed bekas, 



5. 70 ( tujuh puluh) ikat ban dalarn mobil. 

Tanpa memberitahukan dan tanpa izin dari kepala Kantor 

Pabean kota Dumai. 

d. Unsur tanpa mengindahkan ketentuan Undang- undang 

Yang dimaksud tanpa mengindahkan ketentuan Undang- undang 

adalah para terdakwa telah melakukan kegiatan mengekspor 

mengimpor barang tidak sesuai dengan manifes dan kegiatan 

membongkar dan menimbun barang impor yang masih dalarn 

pengawasan pabean di -tempat selain tempat tujuan yang 

ditentukan dan atau diizinkan. Tidak mengindahkan ketentuan 

Undang- undang atau prosedur, yaitu tidak dilengkapi dengan 

surat- surat atau dokurnen yang sah dari Bea dan Cukai. 

Surat dakwaan yang telah dimaksud telah memenuhi 

syarat-syarat yang diatur dalam pasal 143 KUHAP. 

Surat Dakwaan rnenurut Moeljadno secara Anglo saxon 

harus menyebutkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Aturan yang dilarang dan kualifikasi delik ( statement of offence ) 

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana didalarn 

pasal 102 huruf a dan huruf d UU No 17 tahun 20 16 tentang 

Kepabeanan " bahwa terdakwa Yan Rahmanto bin Nico Laos 

Romano telah dengan sengaja mengangkut barang Impor yang 

tidak tercantum dalam manifes( primair) aturan yang dilarang 

adalah tidak mencantumkan barang sesuai manifes. Adapun 



kualifikasi deliknya adalah dengan sengaja telah melakukan 

perbuatan.dilanjutkan dengan dakwaan mengangkut barang 

tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak 

dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya . 

adapun kualifikasi deliknya adalah dengan sengaja melakukan 

perbuatan. 

- Rincian Lukisan dari apa yang terjadi dengan kata- kata yang 

mudah dimengerti di sebutkan 

Terdakwa Yan Rahrnanto Bin Nico Laos Romano bersama 

ABK ( Anak buah kapal) yang pada tanggal 29 Maret 2012 

sekitar pukul 04.00 M B  tiba di Parit Sadak Sungai Mesjid 

Dumai Kota Dumai dan akan menyandarkan kapalnya namun 

karena pada saat itu air sedang surut maka kapal Terdakwa 

kandas ditengah parit, sambil menunggu air pasang terdakwa 

bersama saksi samsul beristirahat dikapal sedangkan Sdr 

Muliadi dan Sdr. Suryadi turun kedarat Kemudian sekitar pukul 

11 .OO WIB. Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari 

Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai yang 

sedang berpatroli dan menanyakan dokumen- dokumen yang 

sah mengenai barang bekas yang diimpor oleh terdakwa, akan 

tetapi Dokumen- dokurnen yang bersangkutan dengan barang 

tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa . 



3. Requisitoir No. No. 1541 PID.SUSl2012PTR. 

Selanjutnya jaksa menyimpulkan tentang perbuatan dan kesalahan 

terdakwa disertai dengan permintaan sanksi pidana. Dalam perkara ini 

telah dilakukan analisa oleh jaksa dan telah memenuhi beberapa unsur 

diantaranya : 

a. ldentitas lengkap terdakwa; 

b. Dakwaan yang dituduhkan kepada para terdakwa; 

c .  Barang baukti yang dipergunakan atau yang mendukung 

pembuktian; 

d. Petunjuk mengenai persesuaian kejadian; 

e. Analisa jaksa penuntut umum; 

f. Tuntutan yang dimintakan kepersidangan. 

Didalam requisitoirnya, jaksa penuntut umum menyimpulkan 

bahwea para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam 

dakwaan primair melanggar pasal 102 huruf a dan d undang- 

undang No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.penje1asan sebagai 

berikut: 

Terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano selaku 

Nakhodal Tekong KM Setia7 maju GT 7 S 21 No. 2554 pada hari 

kami tanggal 20 maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidak- 

tidaknya pada suatu waktu pada bulan maret 2012 bertempat di 

parit sadak sungai mesjid kota durnai atau setidak- tidaknya pada 

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 



Pengadilan Negeri Dumai , mengangkut barang impor yang tidak 

tercantum dalam manifes, perbuatan mana dilakukan terdakwa 

dengan cara sebagai berikut : 

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar 

pukul 23.00 Wib terdakwa Yan Rahrnanto Bin Nico Laos 

Romano berangkat dari Dumai bersama 3 ( tiga) orang ABK 

yaitu saksi samsul, sdr, Suryadi melalui pelabuhan Mesjid 

dengan muatan Kosong menuju Port Klang Malaysia. 

Selanjutnya pada hari karnis tanggal 22 Maret 2012 sekitar 

pukul 16.00 setempat terdakwa sampai dan menyandarkan 

kapal di pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia menunggu 

kapal akan dimuat. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 

sekitar pukul 20.00 waktu setempat saksi samsul bersama ABK 

lainnya melakukan pemuatan barang secara berangsur- angsur 

hingga tanggal 27 Maret 201 2 pukul09.00 waktu setempat. 

- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan terdakwa bersama 

3(tiga) ABK kembali lagi ke Dumai pada tanggal 28 Maret 

2012 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa tiba di parit Sadak 

Sungai Mesjid Kota Dumai. 

- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan dari Port Klang Malaysia 

menuju Kota Dumai menggunakan Kapal KM. SETIA MAJU 

GT 7 S 2 1 No. 2554 tanpa dilengkapi dengan outward Manifest 

dimana ha1 tersebut merupakan syarat yng wajib dibawa oleh 



setiap oarang yang membawa barang dari l ux  wilayah 

kepabeanan Indonesia. 

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos 

Romano bersama ABK ( Anak buah kapal) yang pada tanggal 

39 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB tiba di Parit Sadak 

Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai dan akan menyandarkan 

kapalnya namun karena pada saat itu air sedang surut maka 

kapal Terdakwa kandas ditengah parit, sambil menunggu air 

pasang terdakwa bersama saksi samsul beristirahat dikapal 

sedangkan Sdr Muliadi dan Sdr. Suryadi turun kedarat 

Kemudian sekitar pukul 1 1 .OO WIB. Terdakwa didatangi oleh 

Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air 

Polres Dumai yang sedang berpatroli dan menanyakan 

dokumen- dokumen yang sah mengenai barang bekas yang 

diirnpor oleh terdakwa, akan tetapi Dokurnen- dokumen yang 

bersangkutan dengan barang tidak dapat ditunjukkan oleh 

terdakwa . 

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Efiiadi , saksi Andra Lingga dan 

saksi Fahrizal Galingging yang merupakan anggota Tim 

Opsnal Unit GaMcum Sat Pol Air Polres Dumai mengetahui 

bahwa terdakwa membawa barang bekas dari luar negeri 

tersebut tanpa dilengkapi dokumen- dokumen yang sah, 

Kemudian Terdakwa serta barang bukti untuk diarnankan ke 



Sat Pol air Polres Durnai dan selanjutnya diserahkan kepada 

Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Tipe Madya 

Pabean Durnai untuk diproses lebih lanjut. 

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap KM. SETIA MAJU GT 7 S 

21 1Vo. 2554 yang di nakhodai oleh Terdakwa Yan Rahmanto 

Bin Nico Laos Romano yang diserahkan dan dilimpakkan oleh 

Tim Opsnal unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai kepada 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean Dumai , ditemukan muatan Kapal Berupa : 

a. 500( lima ratus) buah ban mobil bekas . 

b. 350 ( tiga ratus limapuluh) ikat ban sepeda motor bekas , 

c. 1 5( lima belas) ikat karpet bekas, 

d. 9 ( sembilan),lembar kasur /springbed bekas, 

e. 70( tujuh puluh) ikat ban dalam mobil, 

f. 12( dua belas) goni selendang ban dalam mobil, 

g. 23 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalam mobil. Dirnana 

barang- barang bekas tersebut tidak dilengkap dengan 

dokumen yang sah; 

Bahwa perbutan terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos 

Romano mengirnpor barang bekas dari Port Klang 

Malaysia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 6 Ayat(1) Peraturan Mentri Perdagangan Nomor: 

54lM-Dag/Per/l0/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang 



Ketentuan Umum di bidang impor yang menyebutkan 

b.ahwa ." barang yang diimpor harus dalam keadaan 

baru".dengan demikian terhadap barang bekas impor 

berupa karpet bekas, ban bekas, dan pakaian bekas( 

balpres) tersebut tidak diperbolehkan untuk diimpor. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancarn 

pidana dalarn Pasal 102 huruf a Undang- undang No. 17 

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang No. 

10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. 

ATAU 

KEDUA: 

Bahwa ia terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano selaku 

Nakhoda 1 Tekong KM.SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 pada hari 

kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak- 

tidahya pada suatu waktu dalarn bulan maret 2012 bertempat di parit 

sadak Sungai Mesjid Kota Dumai , mengangkut barang tertentu 

yang tidak sampai kekantor Pabean tujuan dan tidak dapat 

membuktikan bahwa ha1 tersebut di luar kemampuannya, 

perbuatm mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar puku123.00 Wib 

terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano berangkat dari Dumai 

bersama 3( tiga ) orang ABK yaitu Saksi Samsul , Sdr. Muliadi , Sdr. 

Suryadi melalui Pelabuhan Mesjid dengan muatan kosong menuju Port 



Klang Malaysia .Selanjumya pa& hari kamis tanggal 22 Maret 2012 

sekitar pukul 16.00 setempat terdakwa sampai dan menyandarakan 

kapal di pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia menunggu Kapal 

Akan dirnuat. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 

20.00 . waktu setempat saksi Samsul bersama ABK lainnya melakukarl 

pemuatan barang secwa berangsur- angsur hinggs tanggal 27 Maret 

2012 puku109.00 waktu setempat. 

- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan 'rerdakwa bersama 3(tiga) 

ABK kembali lagi ke Dumai . 

- Bahwa terdakwa &lam pejalanan dari Port Klang Malaysia menuju 

Kota Dumai menggunakan Kapal KM.SETIA MkTU GT 7 S 21 

No.2554 tanpa dilengkapi dengan outward Manifes dimana hal tersebut 

merupakan syarat yang wajib dibawa setiap orang yang membawa 

barang dari luar wilayah Kepabeanan Indonesia. 

- Bahwa selanjutnya terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS 

ROMANO bersama ABK ( Anak Buah Kapal) yang pada tanggal 29 

Maret 2012 sekitar puku104.00 WE3 tiba di Parit Sadak Sungai Mesjid 

Dumai Kota Dumai dan akan Menyandarkan Kapalnya namun karna 

pada saat itu air sedang surut maka kapal Terdakwa kandas di tengah 

Parit, sambil menunggu air pasang Terdakwa bersama saksi Samsul 

beristirahat di Kapal sedangkan saudara Muliar di clan saudam Suryadi 

turun kedarat kemudian sekitar pukul 11.00 Wib tetrdakwa di 

datanginoleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal unit Gakkwn Sat Pol 

Air Polres Dumai yang sedang berpairoli dim menanyakan dokumen- 

dokumen yang sah mengenai barang bekas yang diimpor oleh 

Terdakwa, akan tetapi dokumen- dokumen yang bersangkutan dengan 

barang tidak dapat di hmjukkan oleh terdakwa. 



- Bahwa terdakwa yang bersandar di Parit Sadak Sungai Mesjid Durnai 

Kota Dumai dengan menggunakan Kapal KM.SETIA MtUU GT 7 S 3 1 

No. 2554 yang isi muatannya berupa : 

- 500( lirna ratus) buah ban mobil bekas . 

- 350 ( tiga ratus limapuluh) ikat ban sepeda motor bttkas . 
- 15( lima belas) ikat karpet bekas, 

- 9 ( sembilan),lembar kasur /springbed bekas, 

- 70( tujuh puluh) ikat ban dalam mobil, 

- 12( dua belas) goni selendang ban dalam mobil, 

- 33 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalam mobil. 

3. Pledoi 

Penasehat hukum para terdakwa mengajukan pledoi yakni penuntut umum 

telah mengajukan banding dalam pada tanggal 3 1 juli 2012 sebagaiman 

akta permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada terdakwa 

pada tanggal 3 agustus 20 12 

4. Motivering 

C. Didalam perkara putusan Nomor No. 1541 PID.SUSl2012PTR. Pengadilan 

tinggi pekanbaru di pilih sebagai pengadilan yang berwenang 

me'meriksaperkara tersebut karena penyelundupan yang terjadi berada di 

wilayah hukum Riau clan Pengadilan negeri Dumai berada di Wilayah hukurn 

Pengadilan tinggi pekanbaru. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 

serlama 3( tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000(setatus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak denda tersebut tidak dibayar ,maka 

akan diganti dengan pidana penjara selarna l(satu) bulan. 



Dalam putusan ini telah terpenuhi syarat formil dan materiilnya : 

1. S yarat formil dalam putusan ini adalah: 

a. Kepala putusan yang berbunyi '' DEMI KEADILAN YANG 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ". 

b. Identitas terdakwa yang dituliskan secara lengkap; 

c. Adanya dakwaan penuntut m u m  yang sudah terpenuhi syarat 

formilnya ; 

d. Tuntutan jaksa penuntut m u m ;  

e. Pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan disertai ha1 yang 

memberatkan dan meringankan para terdakwa; 

f. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah yaitu tanggal 5 oktober 

2012; 

g. Ketentuan pembebanan biaya perkara hingga nama hakim dan 

tanggal putusan telah memenuhi persyaratan. 

2. Sedangkan syarat materiil adalah : 

a. Mengenai pertimbangan fakta dan dasar penentuan kesalahan 

hakim menimbang bahwa oleh karenanya majelis berpendapat 

bahwa unsur secara bersama- sama telah terbuki dan terbukti dan 

terpenuhi; 

b. Mengenai pernyataan kesalahan terdakwadan terpenuhinya semua 

un sur tindak pidana disebutkan: 



a. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa 

sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair oleh 

jaksa penuntut urnum telah terpenuhi '' 

b. Menyatakan terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano 

telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana 

mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes 

dan mengangkut barang trtentu yang tidak sampai ke kantor 

pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa ha1 tersebut 

di luar kemampuannya. Melanggar pasal 102 huruf a dan d 

Undang -undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

Untuk mendukung adanya kebenaran diperlukan alat bukti 

. alat bukti yang dipaparkan dalam persidangan adalah: 

a. 1( satu) unit Kapal KM.SETH MAJU GT 7 S 21 

No.2554; 

b. Barang- barang bekas eks muatan KM SETH MAJU 

GT.7 S.21 No.2554 terdiri dari: 

1. 500( lima ratus) buah ban mobil bekas . 

2: 350 ( tiga ratus lirnapuluh) ikat ban sepeda motor 

bekas , 

3. 15 ( lima belas) ikat karpet bekas, 

4. 9 ( sembilan),lembar kasur /springbed bekas, 

5. 70( tujuh puluh) ikat ban dalarn mobil, 

6. 12( dua belas) goni selendang ban dalam mobil, 



7. 23 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalarn mobil. 

Juga di dengarkan keterangan saksi sebagai berikut: 

Saksi Dedi Efiiadi, Saksi Andra Lingga dan saksi Fahrizal 

Galingging yang merupakan anggota Tim Opsnal Unit Gakkum 

Sat Pol Air Polres Dumai mengetahui bahwa Terdakwa 

membawa barang bekas dari luar negeri tersebut tanpa 

dilengkapi dokumen- dokumen yang sah . kemuadian 

Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Sat Pol Air 

Polres Dumai dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

Durnai untuk di proses lebih lanjut. 

Dalam menjatuhkan putusan , Moeljatno hendaknya 

mengadakan motivering,yaitu berupa pernyataan singkat 

tentang alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan: 

Mengenai hal yang dianggap terbukti 

majelis hakim telah memutuskan bahwa para terdakwa terbukti 

bersalah yaitu mengimpor barang bekas tanpa dilengkapi 

dengan dokumen yang sah, ha1 ini dapat dilihat dalam putusan 

hakim : 

a. Menirnbang bahwa setelah pengadilan Tinggi 

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan 

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Durnai No. 

192 /Pid.Sus/2012/ PN.DLM, tanggal 25 Juli 2012 



,serta memori banding jaksa / Penuntut Umum. 

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan 

HakimTingkat Pertarna dalarn putusannya bahwa 

Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana di 

dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat 

Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai 

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam 

memutus perkara ini dalam tingkat Banding. 

3. Mengenai kualifikasi delik. 

Berdasarkan putusan yang du ja tman  majelis hakim para 

terdakwa dikenakan pasal 102 huruf d Undang- undang 

No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan jo pasal yaitu: 

a. Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan tanggal 

18 Juli 2012 No. REG PERK: PDS- 031 DUMA1 

/06/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 

1. Menyatakan terdakwa YAN RAHMANTO bin 

NICO LAOS ROMANO terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 

tindak Pidana " Tindak Pidana Kepabeanan" dalam 

dakwaan yang diatur dalam pasal 102 huruf a Undang- 

undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 



Undang- undang No. 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabenan. 

4. Mengenai dapat dipidananya terdakwa 

dalam perkara ini perbuatan pidana yang dilakukan para 

terdakwa adalah mengimpor..terdakwa dianggap sebagsi 

Nakhoda bahwa ia terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico 

Laos Romano selaku Nakhoda sehingga tidak ada alasan 

pemaaf bagi terdakwa. 

5. mengenai pidana yang dijatuhkan untuk dapat dipidananya 

terdakwa hams mempunyai kesalahan untuk adanya 

kesalahan " menurut moeljatno hams mempunyai syarat- 

sayarat sebagai berikut " 

a. melakukan perbuatan pidana 

b. diatas u m u  tertentu dan mampu bertanggungjawab 

c. mempunyai bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun 

kealpaan 

d. tidak ada alasan pemaaf 

terhadap pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, 

setelah mendengarkan pendapat para saksi, melihat banng 

bukti ,keterangan para tedakwa serta mempertimbangkan 

hal- hal yang memberatkan dan meringankan para 

terdakwa hakim menjatuhkan pidana 3(tiga) tahun. 

Adapun hal- hal yang memberatkan terdakwa yang 



menjadi pertimbangan hakim adalah perbuatan terdakwa 

dapat merugikan negara. Sedangkan yang meringankan 

terdakwa belum pernah dihukurn. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Indonesia memiliki negara tetangga yang berbatasan dengan daratan 

dan juga lautan. Indonesia merupakan negara yang sangat luas 

terutarna wilayah lautnya sehingga banyak negara yang berbatasan 

langsung dengan Indonesia. Indonesia mempunyai perbatasan darat 

dan laut dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan 

Timor Leste. Sementara perbatasan lautnya saja dengan tujuh negara 

yaitu Singapura, Vietnam, Filipina, India, Thailand, Australia, dan 

Palau. Sehingga total ada 10 negara yang menjadi tetangga Indonesia. 

Batas laut terdiri atas tiga jenis, yaitu batas laut wilayah atau teritorial, 

batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi ekslusif (ZEE). 

I .  Faktor penyebab adanya penyelundupan di Provinsi Riau adalah 

Kondisi Georafis Provinsi Riau dimana dibeberapa kabupaten 

berbatasan dengan negara tetangga yang merupakan pintu masuk 

perdagangan Internasional. Adapun Kabupaten yang berbatasan 

langsung dengan negara tetangga adalah Kabupaten Indragiri Hilir 

berbatasan dengan Singapura melintasi selat malaka yang merupakan 

jalur lintas perdangan Malaysia, Singapura dan Thailand. Kabupaten 

Kepulauan Meranti berbatasan dengan Malaysia, Kabupaten Rokan 

Hilir berbatasan dengan Malaysia, Kota Durnai berbatasan dengan 

MalaysiaPelabuhan yang berbatasan langsung dengan laut Lepas serta 



selat yang berkelok- kelok menyebabkan sulit untuk melakukan 

pengejaran dan Patroli.Selain faktor Geografis faktor penyebab adanya 

adanya Penyelundupan di Provinsi Riau adalah Produk dari negara 

tetangga mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsurnen di 

1ndonesia.Harga barang tidak terlalu mahal dengan Kualitas barang 

yang bagus menjadi Incaran Konsumen seperti Tas, sepatu dan Baju. 

Produk buatan luar negeri tidak hanya barang baru tapi juga Produk 

bekas dengan kondisi yang masih bagus diantaranya, Ban mobil 

Bekas,ban sepeda motor bekas ,karpet bekas ,kasur /springbed bekas, 

ban dalam mobil, ban dalam mobil dan aneka asesoris mobil yang 

dianggap masih layak pakai seperti kaca spion. 

Penegakan hukurn di Provinsi Riau masih kurang efektif ini 

disebabkan oleh kurangnya Koordinasi antara aparat penegak hukum 

masing- masing mengedepankan kewenangan dari Instansi Masing- 

masing. Penegakan hukum dari tingkat penyidikan yaitu Polisi tidak 

efektif karena sarana dan Prasarana kurang memadai seperti pada 

Polsek Kawasan Pelabuhan sarana Patroli berupa ala patroli yang 

kurang canggih dibandingkan dengan kapal penyelundup. Kejaksaan 

dalam hal ini aparat yang akan memgajukan perkara kepengadilan 

mengalami kesulitan mengenai identitas tersangka karena alamat 

tersangka tidak j elas alamat tersangka menghilangkan j ej ak dengan 

cara melakukan penyelundupan pengiriman barang melalaui ekspedisi 



sehingga alamat pengirim sulit ditemukan. Petugas penyidik dari 

Kantor Bea dan cukai kesulitan melakukan patroli untuk kawasan 

pelabuhan tikus karena pelabuhan tersebut letaknya terpenci serta 

penyelundupan berupa bongkar muat barang dilakukan pada jam- jam 

tertentu disaat masyarakat tidak mengetahui adanya aktifitas 

penyelundupan. Pada tingkat pengadilan perkara yang masuk berasal 

dari kabupaten yang berdekatan dengan negara tetangga hakim dalam 

melakukan putusan tidak mengalami kendala hanya perlu dilakukan 

pendidikan dan pelatihan agar hakim lebih memiliki wawasan 

mengenai perkara penyelundupan . 

3. Hambatan-hambatan dalam usaha penanggulangan penyelundupan di 

Provinsi Riau adalah faktor sarana dan prasarana, faktor wilayah yang 

cukup luas pada beberapa kabupaten seperti Meranti, Indragiri Hilir, 

Rokan Hilir, Bengkalis dan Dumai berbatasan langsung dengan lautan 

lepas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, 

Singapura dan Thailand merupakan jalur strategis untuk melakukan 

penyelundupan. Pada wilayah daratan panjangnya jalur sungai seperti 

sungai sungai Siak digunakan untuk mendistribusikan barang 

penyelundupan melalui pelabuhan tikus yang ada disepanjang sungai. 

.penyelundupan yang terjadi tidak hanya melalui lautan tapi juga 

melalui darat dan udara. Penyelundupan melaui daratan dilakukan 

dengan cara lintas Provinsi. Menyulitkan aparat karena penyamaran 

yang dilakukan tidak melewati pos penjagaan dan patroli.Sedangkan 



penyelundupan yang dilakukan melalui jalur udara adalah 

penyelundupan Narkoba penyelundupan narkoba dikukan oleh 

individu yang menyarnar sebagai orang biasa. 

Berdasarkan Perspektif Kriminologi Teori Differential Association: 

Penyelundupan adalah kejahatan yang dipelajari secara negatif 

penyelundupan tidak bisa dilakukan tanpa mempelajari kondisi dan 

situasi yang terjadi dilapangan perlu mempelajari wilayah yang akan 

dilalui untuk menyelundupkan barang, barang apa saja yang 

menguntungkan yang mengeuntungkan dan bernilai ekonomi tinggi 

terutama barang yang banyak dicari konsumen untuk diselundupkan 

letak geografis Provinsi Riau yang memiliki banyak pulau kecil 

mengakibatkan turnbuh subur pelabuhan tikus yang menjadi ladang 

bisnis penyelundupan bagi pelaku penyelundupan pelabuhan tikus 

adalah mata rantai bongkar muat barang ilegal yang sangat 

aman.walaupun pelabuhan kecil tapi omset yang didapatkan bernilai 

jutaan rupiah dan sangat merugikan negara dari segi hukum dan 

pendapatan cukai negara. Interaksi dan hubungan pelaku dilapangan 

dengan Bos Pelaku pernilik barang penyelundupan yang lancar 

membuat kegiatan penyelundupan berlangsung aman karena 

komunikasi menggunakan alat canggih. Penyelundupan tidak 

dilakukan sendirian tapi berkelompok dengan beberapa orang khusus 

penyelundupan di pelabuhan biasanya minimal dilakukan oleh lima 

orang dengan satu orang sebagai pimpinan.Dalarn proses ini 



penyelundupan memakai teknik- teknik tertentu yaitu pada saat tidak 

ada patroli polisi air, dan penyidik khusus sedang lengah menyebabkan 

penyelundupan secara garis besar terbagi dua yaitu penyelundupan 

Fisik dan penyelundupan Administratif. Adapun motif yang terdapat 

dalarn penyelundupan adalah motif ekonomi karena pelaku 

penyelundupan biasanya melakukan penyelundupan untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi J 

Kondisi wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari pulau- pulau yang 

dikelilingi lautan dan kearnanan yang sangat minim menjadi faktor 

pendorong untuk melakukan penyelundupan karena pelabuhan tikus 

ini ada beberapa yang letaknya sangat jauh dari pemukiman 

masyarakat 

A. Saran 

Berbicara tentang penyelundupan tidak hanya membicarakan mengenai 

arus keluar masuk barang secara resmi dan tidak resmi. Beberapa ha1 yang 

terkait seperti letak Geografis. Latar belakang budaya antar negara yang 

saling berkaitan dalarn hubungan perdagangan, Bagaimana kondisi 

perbatasan antar negara semuanya terlihat ruinit. Semua itu hams dijaga 

dan dikondisikan sesuai dengan Prosedur resmi yang diatur dalarn 

Undang- undang Masing- masing Negara dan Undang- undang Hukurn 

Internasional sehingga memunculkan beberapa saran diantamnya adalah:. 

1.melihat kondisi Provinsi Riau yang memiliki wilayah Luas baik darat 

maupun lautan. Perlu dilakukan pembenahan dalarn sarana dan 



prasarana untuk mencegah adanya penyelundupan seperti Pos Polisi 

Kawasan Pelabuhan yang kurang terawat, sarana patroli yang jarang 

digunakan karena sudah kalah canggih dibanding milik para 

penyelundup seperti Kapal patroli. Kapal patroli ini tidak jarang hanya 

disandarkan saja di Pos penjagaan tanpa pemeliharaan dan jarang 

digunakan. 

2.adanya pengawasan dari Aparat penegak hukum terhadap kasus 

penyelundupan di Provinsi Riau perlu di tingkatkan kembali. 

Masyarakat umum juga perlu diberi pengetahuan mengenai kasus 

penyelundupan mengingat wilayah Provinsi Riau yang luas peran serta 

masysarakat juga di perlukan untuk membantu Aparat Penegak hukurn 

dalarn melakukan pengawasan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan 

di Provinsi Riau seperti adanya aktifitas bongkar muat barang di 

pelabuhan tikus pada waktu tertentu . 

3.  dalam proses penyidikan penyidik lebih meningkatkan intensitas patroli 

dan penjagaan terhadap kawasan yang dianggap rawan terjadinya 

penyelundupan .Patroli harus sering dilakukan khususnya pada jalur 

penyelundupan yang dianggap strategis seperti kabupaten kota yang 

berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan 

Thailand. Kejaksaan Tinggi Riau diharapkan mampu bekerja Maksimal 

dengan membuat dakwaan yang sah secara formil dan materiil agar 

pelaku bisa dijerat ke Pengadilan.Pelaku yang ditangkap adalah pelaku 

utama bukan kurir ataupun anak buah kapal yang hanya dititipkan 



untuk membawa barang selundupan. Pengadilan di Provinsi Riau 

khususnya pengadilan negeri di Kabupaten Kota yang berada Kawasan 

Pelabuhan Bisa bekerja dengan baik untuk menjerat pelaku 

penyelundupan di Provinsi Riau mengingat banyak pelaku 

penyelundupan yang bukan pelaku utarna berhasil ditangkap sedangkan 

pelaku utarna bebas dari sanksi pidana. 

Penyelundupan Sebenarnya berbicara tentang alur keluar masuk barang 

resmi antar negara, bukan satu negara saja.oleh karena itu diperlukan 

hubungan baik antar negara untuk menjaga perbatasan wilayah masing- 

masing dari maraknya penyelundupan. Kenyataan dilapangan 

Koordinasi antar negara menjadi ha1 yang sangat kurang di perhatikan 

masing- masing negara hanya sibuk menjaga dan mempertahankan 

perbatasan. Bukan berkoordinasi untuk menjaga arus keluar m a s k  

barang secara resmi. Sebaiknya pemerintah lebih mengutamakan 

menelusuri jejak dan memutuskan mata rantai penyelundupan diantara 

perbatasan negara. 

lalu lintas keimigrasian Indonesia memiliki keamanan yang sangat 

minim dibandingkan dengan negara tetangga. Contohnya jika kita 

berkunjung atau melancong kenegara Malaysia dapat dilihat bagaimana 

petugas Imigrasai Malaysia memeriksa Dokumen Resrni dengan teliti. 

Pemeriksaan barang bawaan dan Bagasi juga sangan tegas dan teliti ha1 

ini bisa dilihat petugas Imigrasi Malaysia tidak segan membongkar 

bagasi yang dianggap berisi barang yang mencurigakan sebagai barang 



selundupan. Kesalahan tidak sepenuhnya diletakkan pada sumber daya 

manusia dari segi sarana dan parasarana Negara Indonesia masih 

tertingggal jauh dari Negara tetangga. Diperlukan perhatian negara 

untuk memperbaharui sarana dan prasarana di bidang patroli misalnya 

kapal patroli yang lebih canggih ataupun pengamanan yang berlapis di 

pintu masuk pelabuhan dan bandara Internasional. 
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UNlVERSITAS ISLAM INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

PROG RAM PAS CASARJANA 
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM 1 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM ( PROGRAM MAGISTER ( S 2 )  KENOTARIATAN 

Senior : i)-Ll./ Ket/70/ PPs-FH/ h1I-I/ IV/3015 
Hal : Llohon Ijin Penelitian 

. .: 13 ;\. , 3i;ln L'tli. 
I<epala Kejaksaan Ncgcri I'ckanbaru 
i '1, 

!'<kanbaru - Riau 

I1l.ogram I'ascasarjana Fakultas I-lukum Cni\.el.sil'ls Islam Indonesia menerangkan baliw-a; 

dclalali maliasiswa aktd pada Program hdagistel. (5-2) llmu Hukuin Program Pascasarjana 
Fakultas Hukuln  Universitas tslaill Iiiclonesia Yogyakarta. 

C?iberitaIiukan pula L3ahn.a pada saat ini \.an$ bt.rsangkut~i1 sedang melakukan riset/penelitian 
~ ~ n t u k  kepentingan penulisan l'rsis ctengan juclul "ASPEK PENEGAKAN HUKUM 
PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU" 

S r l > u b u ~ ~ g a n  dcny~aii ha1 tersebut, ka!ni  nol lion pel-kunannya untuk niengijilxkaii clan membanlu' 
kclancaran kep ida  pel~ulis  lersebu t cii ~ t t a s  tlalam m e l a k u k a ~ ~  riset/ penelitian, dan  meligakses 
data-data di  instansi/leml3aga \,any, Uapal~j lbu  pimpin sebagai penclukung penulisan Tes:s 
tc;-riel;il: d i  atas. 

1:)elnikian sural keteraiigan ini cliherikan u n l u k  cliketahui Lxgi yang berkepentiiigan clan unluk 
clipergunakan sebagainiana niesliiiya. 

\ \ ~ l ~ . . ; i l ~ r 7 ! 1 1 1 1 ' l l ~ i l l ~ i l l l l l  7 0 1 . .  i( '11. 

-11. Cik Di Tiro No.1 Y o g y a k a r t a  55223 T e l p . l F a x .  ( 0 2 7 4 )  520661 10878 3990 1661 
web: pascasarjanahukurn.uii.ac.id I ernail: p a s c a h u k u m u i i @ y a h o o . c o m  



UNlVERSlTAS ISLAM INDONESIA 
FAKULTAS HU KUM 

P ROG RAM PASCASARJANA 
PROGRAM DOKTOR (53) ILMU HUKUM I PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM I PROGRAM MAGISTER (SZ] KENOTARIATAN 

Zomn;. : C!LLI/ Ke t /X , /  Plls-FH/lIH,/IV/?OlS 
Hdl : Mohon l j in I'cnelitian 

, ~ I s s ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ I ~ ~ ? I ~ I / ~ ~ I  illl . .  ~ 0 1 1 .  

I ' r ~ ~ s a ~ i i  I1asiasa~.jana I-'~kultas I-lukum Cilii\.el-siLct5 I.;lilm Indonesia menel-aiigkan bah.i\-a; 

adalah inahasis~va aktif pacia l'eogra111 hhgister (5-3) I l n ~ u  I-Iukum Program Pascasarjana 
Fakultas Huku111 Univessitas Islam Indonesia Yog!,akacla. 

Dibel-ital~uk~ln pula bahr\.a pacia saaL ini !.an$ l~l:rsan~;kutan sedalig melakukan riset /~eneIi t ian 
untuk kepentingan pe~iul isa~i  les is  clengan J L I L ~ L I ~  "ASPEK PENEGAKAN HUKUM I 

PIDANA TERHADAP PElVYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU" 

Sehubungan dengan ha1 lecsebut, kasni m o l ~ o ~ l  peskrna~inya unluk inengijii~kan clan men~baii lu 
kelancaran kepacia penulis tersehut rli atas clala~n ~nelakukan riset/penelitian, d a n  mengakses 
data-data cii instansi/lemhaga !,an!: Elapak/Ibu pimpi11 sebaeai pendukung penulisan Tesis 
lersebut di  alas. 

Ue~iiikian surat kelel-angan ini dilveikan ~ ~ i i t u k  ~lik<>lahui bagi yang berkepenlingan dan untuk 
cii~erguiiakan sebagaimana ~nestinya. 

! , L ~ ~ I S S O ~ ~ ~ I ~ I L / ' ~ I ~ ( I I ~ I . ~ ~ ~ I  i(lr. ~ 0 1 7 .  

JI. Cik Di T i r o  No.1 Y o g y a k a r t a  55223 T e l p . l F a x .  (0274) 5 2 0 6 6 1  10878 3990 1661 
I. :---L..I ..:: -- :A I -.-A :,. ----- L . . I  ...-.. ::m..-L-- 



UNlVERSlTAS ISLAM INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM PAS CASAKJANA 
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM I PROGRAM MAGISTER ( S 2 )  ILMU HUKUM I PROGRAM MAGISTER ( S 2 )  KENOTARIATAN 

l o r n o r  041/ Ket/,O/ PPs-i:H/ l I H /  I\'j2013 
Hal hlohon Ijin Ptnelitian 

Kcp'i~1.1 ':'!I>. 
Kcpala tladan I'usat Statistik I'rovinsi I<iau 
L!i 

1.) 
i ~ o i . i ~ i s i  l?ia~i 

l'rograln I ' a~cas~~r jana  Fakultas 1Hukum En i~e r s i t a s  Islaui lndonesia menerangkan bahtva; 

Nama >:Ills : DAI-ILIA IIEZDALINA, 5.1-1. 

N P h.2 : 06912226 

a d d a h  maliasiswa aktif pacia P rogran~  blagister (53) Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Fakultas Hukuln Univel.sitas Islam Indonesia Yog!,a karta. 

Diberitaliukan pula bah \ . a  pada saat  ini !,zing bersangkutai: seciang lnelakukan riset/penelitian 
untuk kepentingan penulisal~ Tesis ciengz,n judul "ASPEK PENEGAKAN HUKUM 
PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU" 

I 

S e h u l i u ~ ~ g a n  clenga~i 11al teisebut, kami 111oho11 perkenaiinya untuk mengijil-tkan dall niernbanhl 
kelancaran kepncln pen~il is  tersebut cli atas clalnln i~ielakukaii riset/penelitiau, dan  mengakses 
data-data cli instansi/lelnba,qa !'an[; Bapak/lLli~ pilllpii~ sebagai pendukung penulisan Tesis 
tersebut d i  atas. 

Dernikian surat keterangan ini cliberikan untuk diketaliui b a ~ i  yaug bel-kepentingan d a n  untuk 
dipergunakau sebagaimana 1iiestin)ra. 
14 .'il.5.5l1ll7171r1'nl~7ikll11r ' . - iill.. i i: l l .  

JI. Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta 55223 T e l p . / F a x .  (0274) 520661 I0878 3990 1661 
web: pascasarjanahukum.uii.ac.id I email: pascahukumuii@yahoo.com 
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UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

P ROC RAM PAS CASARJANA 
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM 1 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM I PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN 

N o n ~ o r  : l i4 l /  Ket/'iO/PPs-FH/ hhlH/ I\; /  2015 
Ha 1 : 3lohon Ijin Penelitian 

:I ~ ~ 1 7 ~ i 1 ~ 1 1 1 1 ' 1 7 ~ f l 1 k ~ 1 1 1  I COV.  T O ~ J .  

l'rogram Pascasarjana Fakultas I-Iukum L'ni~.ersitas Islam Indonesia mcnerangkan bahwa; 

ha111a Mhs : DAI-ILIA I-IIIZDALINA, 5.1-I. 
NP?vI : 06912236 

adalah mahasiswa aktif pacla Program h,lagisler (5-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Fakultas Hukum U~uversitas Islam Inclonesia Yogyakarta. 

Diheritahukan pula bahwra pada saat ini yang bcrsangkutan sedans melakukan riset/penelitian 
untuk kepentingai~ penulisan Tesis ilengan judul "ASPEK PENEGAKAN H U K U M  
PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN Dl PROVINSI RIAU" I 

Sehubl~nga l~  dengan ha1 tersebut, kami inohon perkenannya unluk me~~gi j inkan dan rnembanb 
kelancarzn kepada penulis tersebut d i  atas cialam melakukan riset/penelitian, clan rnengakse: 
data-data di instansi/leml?aga yang Bapak/lbu pimpin sebagai penclukune, penulisan Tesi: 
tersebut di atas. 

Demikian surat kelerangan ini diberikan untuk diketal~ui bagi yang berkepent-ingan d a n  untuk- 
ctipergunakal~ sebagaiunana mestinya. 

. I \ .  C i k  Di Tiro No.1 Y o g y a k a r t a  55223 T e l p . l F a x .  (0274) 520661 10878 3990 1661 
web: pascasarjanahukum.uii.ac.id I email: p a s c a h u k u m u i i @ y a h o o . c o m  



- UNlVERSlTAS ISLAM IP.;DONESIA 
FAKU LTAS H U KUM 

P ROG RAM PASCASARJANA 
PROGRAM DOKTOR (53)  ILMU HUKUM I PROGRAM NlAGlSTER (S2) ILMU HUKUM I PROGRAM MAGlSTER (S2)  KENOTARIATAN 

X o ~ n o r  : (141/ Ket/70/ Pl's-I'f I /  l l l - I /  Il7/2O1S 
Ida1 : X/Iohon Ijin Penclitian 

.4~~l?l i i /11l ( ' (? i i? i i ( ; !1!:  i 1 . 1 ~ .  i i ' ! ' .  

Program Pascas<~~-i~\na  Fakultas I-iukum Universitas Islam Inclonesia me~?erangkan bahwa; 

Nalna blhs : LIAIILIA I-IEZDALINA, S.11. 

NPM : 06913236 

adalah mahasistva aktif pacld Program Magistel. (5-2) Ilmu I-iukum Progran~ Pascasarjana 
Fakultas Hukum U11ivt.1-sitas Islam Inclnnesia Yogyakarta. 

Diberitaliukan pula ba11t\-a pacla saat ini \.an& bel-sangkutan sectang melakukai~ riset/ penelitia- 
u l ~ t u k  kepentiligali penullsan Tesis clengan juciul "ASPEK PENEGAKAN HUKUM , 
PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU" 

Seliubungan clengan ha1 tersebut, kalni mohon perkenannya untuk mel~gijil&an dan membantu 
kelancarali kepac!a penulis tersebut di atas clalam melakukan riset/penelitian, dan lnengakses 
data-clata di insta11si/lc11113'3ga !;an8 Bapak/lbu pimpin sebagai penclukung penulisan Tesis 
tersebut di atas. 

Oemikian surat keterangan ini cliberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan clan untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

1~"11~.ii~71~~/11~/'~1l~?jk11111 i l l ! . .  i ( l j1 .  

M.A., M.H., Ph.D 
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